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Bab 1 Pendahuluan

Pengertian llmu Pengetahuan (Science) Menurut
Tradisi Saintisme

IImu Pengetahuan moderen yang berkembang dengan pesat pada jaman
sekarang sesungguhnya memiliki perjalanan sejarah yang sangat
panjang. lImu pengetahuan moderen tersebut merupakan hasil dari proses
perkembangan pengetahuan umat manusia yang berlangsung secara
bertahap dalam beberapa abad. IImu pengetahuan moderen berkembang
dengan sangat pesat berkat hasil kerja keras bangsa-bangsa Eropa.
Namun, sepanjang yang dapat diketahui, bangsa pertama yang menabur
bibit ilmu pengetahuan moderen adalah bangsa Yunani Kuno pada
beberapa abad yang lampau.

Pada jaman Yunani Kuno, pada mulanya, segenap gcjala yang terjadi
dalam kehidupan manusia selalu dikailkan dengan milos atau
dongeng-dongeng. Namun, dalam perkembangan berikiilnya
carapandang yang demikian lain ditinggalkan kelika lilsalal nuilai
dikenal oleh bangsa Yunani. Oleh schab itu dianggap bahwa bahwa
filsafat lahir karena kemenangan akal manusia alas dongeng dongeng
atau mitos-mitos tentang asal mula segala sesualu baik dunia maupun
manusia.! Kelahiran filsafat itu berawal dari akal manusia yang tidak
puas dengan keterangan dongeng-dongeng atau mitos-mitos karena
mitos atau dongeng-dongeng itu tidak dapat dibuktikan oleh akal.? Oleh
karena itu, akal manusia mencoba mencari jawaban atas segala sesualu
mengenai dunia ataupun manusia sepanjang yang dapat dijangkau oleh
akal manusia.



Kelahiran filsafat sebagai tanda kemenangan akal atas dongeng-dongeng
dan mitos seperti dikemukakan di atas terjadi pada abad ke-6 sebelum
masehi di Yunani.?

Bagi orang Yunani, filsafat tidak hanya merupakan suatu ilmu yang
berdampingan dengan ilmu-ilmu lain melainkan meliputi segala
pengetahuan ilmiah.* Hal itu mudah dipahami karena ilmu pengetahuan
moderen dengan metode ilmiah seperti yang dikenal pada jaman
sekarang belum berkembang pada jaman Yunani Kuno. Oleh sebab itu,
bangsa Yunani Kuno mencoba memahami segala sesuatu gejala dalam
kehidupan manusia dalam kerangka filsafat. Karya-karya ilmiah yang
dihasilkan oleh pemiki-pemikir bangsa Yunani Kuno seperti Plato dan
Aristoteles selalu berkenaan dengan bidang filsafat.

Pengaruh pemikiran bangsa Yunani Kuno terhadap per-kembangan
ilmu pengetahuan moderen yang sangat besar tidak mungkin diabaikan.
G.H. Sabine misalnya mengemukakan:

"... ajaran-ajaransekolah Athena mempunyai peranan yang sama
besarnyadalamkebudayaanEropasebagaihalnyadengankesenian
dalam abad kelima. Sebab, sekolah-sekolah ini merupakan
per-mulaan filsafat di Eropa, khusus dalam hubungannya dengan
ilmu politik dan lain-lain ilmu kemasyarakatan. Dalam lapangan
ini karya-karya Plato dan Aristoteles merupakan hasil yang
pertama dari intelek Eropa yang tinggi mutunya ... ."*

Hasil-hasil pemikiran bangsa Yunani Kuno yang bersifat filosofis
tersebut kemudian dikembangkan bangsa-bangsa Eropa menjadi ilmu
pengetahuan moderen dengan metode pendelatan yang baru yang
disebut metode ilmiah. Dengan perkataan lain, perubahan pemikiran
filsafat menjadi ilmu pengetahuan moderen dilakukan oleh
bangsa-bangsa Barat dengan caramengubah metode pendekatan yang
bersifat filsafat menjadi pendekatan ilmiah.® Hal ini berarti bahwa
dasar-dasar ilmu pengetahuan moderen yang ditetapkan bangsa-bangsa
Eropa Barat seperti bangsa Jerman, Inggris Prancis, Belanda tumbuh di
atas bibit ilmu pengetahuan yang telah ditabur oleh bangsa Yunani
Kuno.’

Ilmu pengetahuan moderen yang dikembangan bangsa-bangsa Eropa
Barat seperti yang dikenal pada jaman sekarang tentu saja sudah berbeda
jauh dari pengetahuan yang berkembang pada masa Yunani Kuno.
Perbedaan itu setidaknya berkenaan dengan dua macam hal. Pertama,
berkenaan dengan jumlah cabang ilmu pengetahuan. Pada jaman Yunani
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Kuno, jumlah cabang ilmu pengetahuan dapat dihitung dengan jari
tangan. Akan tetapi, pada jaman moderen jumlah cabang ilmu
pengetahuan tersebut telah berkembang dengan sangat pesat. Kedua,
berkenaan dengan metodologi penelitian yang dipakai tiap cabang ilmu
pengetahuan. Pada jaman Yunani Kuno, segala fenomena (gejala) dalam
kehidupan manusia ditinjau dari satu macam sudut pandang atau
perspektif semata-mata yaitu perspektif (sudut pandang) filsafat. Namun,
sekarang, tiap cabang ilmu pengetahuan telah memiliki metodologi
penelitian sendiri yang berbeda dari metodologi cabang ilmu
pengetahuan yang lain.® Metodologi penelitian cabang ilmu pengetahuan
tersebut disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.®

Pengaruh bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap ilmu pengetahuan
moderen yang berkembang dewasa ini memang tidak dapat diabaikan.
Sebab, sebagaimana dikemukakan, ilmu pengetahuan moderen dapat
berkembang dengan pesat berkat jasa bangsa-bangsa Eropa Barat. Oleh
sebab itu, cara pandang dan tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat
terhadap ilmu pengetahuan tetap melekat dalam berbagai aspek ilmu
pengetahuan {science). Salah satu aspek dari tradisi berfikir Eropa Barat
yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di alas
berkailan dengan pengertian dan hakikat ilmu pengetahuan.



Pada mulanya, dalam tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat,
ilmu pengetahuan (science) dipahami sebagai pengetahuan yang
diperoleh dari hasil proses berfikir manusia yang telah diuji oleh data
atau fakta-fakta yang digali dari pengalaman manusia (dunia empiris).*
Pengertian ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas dipengaruhi
oleh keyakinan mengenai hakikat kebenaran. Menurut pandangan
tersebut kebenaran terdapat pada pengalaman manusia (dunia empiris).
Oleh karena itu, ukuran dari segala sesuatu adalah pengalaman manusia.
Segala macam pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan
data yang digali dari pengalaman manusia (dunia empiris) dianggap
bukan sebagai sesuatu pengetahuan sehingga tidak mengandung
kebenaran. Sebaliknya, pengetahuan yang didukung oleh data empiris
dianggap mengandung kebenaran. Kebenaran empiris tersebut menurut
cara berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat yang berkembang pada waktu
itu dapat dipersepsi dengan pancaindera.

Dalam pengalaman (dunia empiris) yang menjadi ukuran adalah data
baik peristiwa, perbuatan ataupun ucapan manusia sepanjang yang dapat
ditangkap oleh pancaidera manusia.'! Sebagai konsekuensinya, suatu
pengetahuan dianggap bukan pengetahuan yang benar jika pengetahuan
itu tidak lolos dalam pengujian berdasarkan data. Sebaliknya, segenap
pengetahuan yang lolos dalam pengujian berdasarkan data dapat
dianggap sebagai pengetahuan yang mengandung kebenaran. Dalam
perspektif (sudut pandang) yang dikemukakan di atas, tidak semua
cabang ilmu pengetahuan dapat secara langsung dikelompokkan dalam
ilmu pengetahuan (science). Segenap pengetahuan yang tidak
melakukan pengujian berdasarkan data dianggap tidak termasuk dalam
kelompok ilmu pengetahuan (science). Sebagai contoh, Teologi dan
lImu Hukum dianggap bukan termasuk ilmu pengetahuan (science)
karena Teologi dan llmu Hukum tidak menyelidiki objek yang bersifat
empiris yaitu kejadian, perbuatan manusia ataupun ucapan manusia
sehingga pengetahuan yang dihasilkan oleh Teologi dan llmu Hukum
tidak perlu diuji dengan data.



Proses pengujian suatu pengetahuan dengan data disebut metode
verifikasi. Dalam tradisi berfikir Barat, metode verifikasi dianggap
sebagai satu-satunya metode ilmiah yang dapat menghasilkan
pengetahuan ilmiah yang diakui kesahihannya (kecanggihannya). Oleh
sebab itu, segenap ilmu pengetahuan harus memakai metode verifikasi.
Segenap pengetahuan yang lolos dalam pengujian berdasarkan metode
verifikasi dianggap dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang
mengandung kebenaran. Sebaliknya, jika suatu pengetahuan tidak lolos
dalam pengujian berdasarkan metode verifikasi, pengetahuan itu
dianggap bukan ilmu pengetahuan (science). Pengetahuan yang gagal
dalam proses verifikasi tentu saja dianggap tidak mengandung
kebenaran. Pengetahuan yang tidak mengandung kebenaran dengan
sendirinya dianggap tidak ilmiah.

Uraian yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan dengan
mengemukakan contoh sebagai berikut. Seseorang mengatakan
"Semakintinggi gajiyang diberikankepada seseorang, akan semakin
tinggi prestasi kerja orang tersebut." Sebaliknya, orang itu juga dapat
mengemukakan "Semakin rendah gaji yang diberikan kepada seseorang,
akan semakin rendah prestasi kerja orang tersebut." Pernyataan di atas
belum mengandung kebenaran sehingga belum dapat dianggap sebagai
ilmu pengetahuan. Pernyataan di atas harus diuji lebih dahulu dengan
data. Untuk menguji pernyataan itu dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengumpulkan data. Jika data yang dikumpulkan dapat
membuktikan bahwa gaji yang semakin tinggi akan membuat prestasi
seseorang lebih baik berarti bahwa pernyatan mengandung kebenaran
sehingga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Semakin banyak data
yang mendukung pernyataan itu akan semakin tinggi nilai kebenaran
ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Jika pernyataan itu mengalami
pengujian berkali-kali dan data selalu mendukung pernyataan itu dengan
demikian derajat kebenaran pernyalaan ilu akan semakin meningkat
sehingga  derajal  keilmuannya juga  meningkal  menjadi
hukum-hukum-hukum alam.*-' Dalam hal ini yang dimaksud dengan
hukum-hukum alum adalah liipolcsa yang sudah teruji berkali-kali
sehingga lama-kelamaan bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi
sampai akhirnya dapat diterima dalam dunia ilmu pengetahuan dan para
ilmuwan sebagai hukum alam. Sebagai contoh hukum alam yang dapat
dikemukakan adalah hukum gravitasi.

Derajat kepastian hukum-hukum alam akan semakin meningkat
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setiap kali hukum-hukum alam itu lolos dalam pengujian yang
dilaksanakan di kemudian hari. Secara perlahan-lahan, hukum-hukum
alam itu akan bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi sampai
kemudian menjadi suatu teori ilmiah.™® Sebagai contoh yang dapat
dikemukakan adalah teori tentang molekul dan atom. Teori-teori ilmiah
tersebut satu sama lain akan saling berkaitan sehingga membentuk suatu
jaringan atau sistem. Jaringan atau sistem pengetahuan itu secara lazim
disebut ilmu pengetahuan.

Pandangan mengenai pengertian ilmu pengetahuan sebagai
pengetahuan yang sudah teruji dengan metode verifikasi seperti
dikemukakan di atas tentu saja memiliki kelemahan. Selain itu, juga
menimbulkan akibat terhadap pengelompokan ilmu pengetahuan. Salah
satu kelemhannya adalah bahwa metode ilmiah yang disebut verifikasi
itu  mustahil dapat diterapkan terhadap segenap cabang
ilmupengetahuanyangberbedaobjekkajiannya.Padahal,perbedaan objek
kajian tiap cabang ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan perbedaan
metode ilmiah. Sebagai contoh, Ilmu Hukum memiliki objek kajian yang
berbeda dengan llmu-ilmu Sosial dan lImu-ilmu Alam. Objek kajian
lImu-ilmu Hukum adalah norma-norma hukum sebagai produk manusia
yang dibuat secara sadar untuk mengatur kehidupan bersama. Objek
kajian llmu-ilmu Alam adalah gejala-gejala alam seperti panas, dingin,
angin dan sebagainya yang tentu saja bukan produk manusia sehingga
berbeda dari norma-norma hukum. Hmu-ilmu Sosial menyelidiki
gejala-gejala sosial yakni gejala-gejala yang terjadi dalam hubungan
manusia seperti konflik sosial, kemiskinan dan sebagainya yang tentu
saja juga berbeda dari norma-norma hukum. Oleh sebab itu, perbedaan
objek kajian di antara ketiga macam ilmu pengetahuan tersebut dapat
berakibat pada perbedaan metode ilmiah yang diterapkan oleh letiga
cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Pandangan mengenai ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang
memakai metode verifikasi menurut tradisi keilmuan Barat seperti
dikemukakan disebut saintisme. Saintisme adalah paham mengenai
hakikat ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah teruji oleh
data empiris berdasarkan metode verifikasi. Saintisme lahir pada abad
rasionalitas ketika orang mulai berani dan bersedia mendunia dengan
melihat alam yang terbentang dihadapannya dengan pengamatan
indrawi sebagai pengamatan-pengamatan logik juga.* Dalam abad
rasionalitas, manusia sudah berani memandang gejala-gejala alam
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sebagai gejala-gejala yang dapat dipahami manusia berdasarkan
akal-budinya. Gejala-gejala alam diyakini dapat diterangkan dengan
metode yang dapat diterima kebenarannya oleh akal manusia. Dengan
perkataan lain, dalam saintisme, gejala-gejala alam hendak dipahami
secara ilmiah dengan penj elasan-penj elasan yang masuk akal
berdasarkan hukum-hukum alam yang bersifat rasional. Dalam hal ini
berarti bahwa dalam saintisme, objek kajian ilmu pengetahuan
dikonsepsikan sebagai objek-objek yang menggejala dalam alam
pengalaman manusia atau indrawi (empiris) dan atau di dalam
pengamatan yang kebenarannya dapat ditangkap secara indrawi (alam
positif).* Dalam hubungan dengan saintisme tersebut, Sunarjati Hartono
mengemukakan "Memang yang sejak semula dianggap "llmu™ atau
"Science” hanyalah matematika dan llmu-ilmu Alam yang hasil
penelitiannya dapat diulangi secara terbatas untuk dilihat dan diukur
hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut adalah benar dan objektif)
akan selalu sama di mana pun penelitian atau percobaan atau
eksperimen itu diadakan."*®

Pandangan mengenai hakikat ilmu pengetahuan seperti dikemukakan
di atas menimbulkan akibat yang lebih jauh terhadap penggolongan ilmu
pengetahuan. Cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode
verifikasi dianggap tidak termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan
{science). llmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi
mungkin dianggap sebagai ideologi, seni atau agama. Penolakan
tersebut terjadi karena saintisme bersikeras bahwa metode verifikasi
hams diterapkan dalam segenap cabang ilmu pengetahuan. Sebab,
saintisme meyakini metode verifikasi sebagai satu-satunya metode
ilmiah yang dapat berlaku terhadap semua cabang ilmu pengetahuan baik
ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan
termasuk kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai akibat dari sikap
saintisme yang dikemukakan di atas, Sunarjati Hartono dalam hubungan
ini mengemukakan ".. . pemikiran dan penelitian di bidang-bidang lain,
terutama yang menyangkut masyarakat dan kehidupan mental manusia,
baik sebagai perorangan (psikologi) maupun di dalam masyarakat seperti
Sejarah, Sosiologi, Hukum, Politik dan sebagainya tidak mungkin
menghasilkan ilmu atau merupakan kegiatan ilmiah.*’

Pembagian Ilmu Pengetahuan Secara Garis Besar
Ilmu pengetahuan seperti dikenal sekarang belum dikenal pada jaman
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dahulu sehingga pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan
belum dikenal. Setelah spesialisasi dikenal mulai timbul sifat
pengkhususan dalam mempelajari atau menyelidiki sesuatu gejala. Sifat
pengkhususan ini mengakibatkan kemunculan berbagai cabang ilmu
pengetahuan yang satu sama lain semakin jauhjaraknya. Proses
multiplikasi cabang-cabang ilmupengetahuan timbul akibat dorongan
hasrat untuk melakukan spesialisasi sehingga menghasilkan cara kerja
yang semakin teknis dan rumit. Cara kerja yang sangat teknis dan rumit
tersebut hanya dapat dikuasai oleh masing-masing orang yang secara
khusus menekuni cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan
demikian, bagi orang lain, cara kerja suatu cabang ilmu pengetahuan
yang sangat teknis dan rumit bagaikan rimba raya yang sangat lebat yang
tidak mungkin dapat dijelajahi dan pahami atau dikuasai oleh orang
awam.

Proses multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan membuat
cabang-cabang ilmu pengetahuan menjadi seperti tercerai-berai
scolah-olah tanpa hubungan dan ikatan satu sama lain. Namun, dalam
perkembangan berikut muncul niat untuk menggabungkan segenap
cabang ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan dengan satu metode
ilmiah. Usaha penyatuan metode ilmu pengetahuan tersebut ternyata
mengalami kegagalan. Usaha yang gagal ini kemudian mendorong
pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan dilakukan dari sudut
pandang tertentu seperti dari sudut substansi, tujuan, metode dan
lain-lain. Salah satu cara dalam membedakan cabang-cabang ilmu
pengetahuan adalah pengelompokan dari segi  substansinya.
Berdasarkan  pengelompokan berdasarkan substansinya, ilmu
pengetahuan dapat dibedakan atas llmu-ilmu Formal dan lImu-ilmu
Empiris.

limu-ilmu Formal yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu deduktif
adalah adalah ilmu pengetahuan yang tidak bertumpu pada pengalaman
(empiris). Sebab, penyelesaian masalah-masalah dalam IImu-ilmu
Formal tidak didasarkan pada pengalaman seperti halnya ilmu-ilmu
empirik. Hlmu-ilmu Formal menyelesaikan ma-salah didasarkan atas
deduksi-deduksi (penjabaran-penjabaran).*® Dalam rangka
deduksi-deduksi itu, dalil-dalil hendak dibuktikan kebenarannya bukan
dengan data empiris melainkan dengan dalil-dalil yang lain. Dalam hal
ini, berarti bahwa satu dalil hendak diteguhkan oleh dalil yang lain. Pada
akhirnya, penjelasan atas suatu dalil akan berakhir pada dalil-dalil yang

8



diterima  kebenarannya walaupun tanpa bukti yang disebut
aksioma-aksioma atau postulat-postulat.™

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, kiranya mudah
dipahami bahwa objek yang dipelajari oleh ilmu-ilmu formal adalah
struktur logikal (penalaran) dan tidak bermaksud untuk mengungkapkan,
menjelaskan ataupun menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris.
Kebenaran dalam IImu Formal tidak memerlukan pembuktian atas dasar
verifikasi empiris melainkan pembuktian rasional dan konsistensi
rasional. Jadi, produk IImu Formal tidak dinilai berdasarkan kebenaran
empiris dengan cam verifikasi melainkan berdasarkan validitasnya
(keabsahan proses penalarannya). llmu Formal ini melipuli Logika dan
Malemalika.

IImu Empiris adalah cabang ilmu pengelahuan yang dilujukan untuk
itu bersumber pada pengalaman (enipuis) llmu-ilmu empiris
memperoleh atau menggali bahan-bahannya melalui pengalaman.?
Kelompok ilmu-ilmu empirisbermaksud menyajikan pernyataan-
pernyataan atau penjelasan teoretis yang dapat diuji secara eksprimental
atau empiris tentang proses yang terjadi dalam kenyataan. Kebenaran
pengetahuan yang dihasilkan ilmu-ilmu empiris menuntut pembuktian
empiris (metode verifikasi) selain pembuktian rasional dan sejauh
mungkin konsistensi. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan
kebenaran dalam kelompok ilmu empiris adalah korespondensi antara
pernyataan dengan keterberian fakta. Suatu pernyataan dianggap benar
jika di dalam kenyataan terdapat bukti-bukti yang mendukung
pernyataan itu demikian pula sebaliknya. llmu-ilmu Empiris disebut juga
lImu-ilmu Positif dan terdiri atas IImu-ilmu Alam dan llmu-ilmu
Manusia.?

lImu-ilmu Alam mempelajari alam semesta dengan segala isinya
termasuk manusia sebagai objeknya. llmu-ilmu Alam berusaha
menyelidiki gejala-gejala alam dengan rumus logika yang bersifat
kausal-deterministik.Bentukpenalaranataukerangkapemikirannya
dirumuskan dalam hukum yang bersifat keniscayaan yang pasti (jika...
maka,....) Artinya, llmu-ilmu Alam beranggapan bahwa semua fenomena
alam memiliki keterkaitan dengan pertistiwa alam yang lain sehingga
segenap gejala-gejala alam dapat diterangkan atas dasar hukum
sebab-akibat yang deterministik atau sebab-akibat yang pasti atau tidak
akan menyimpang. Misalnya, setiap besi yang dipanaskan akan memuai.
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Apa sebab besi memuai? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan
mengemukakan bahwa yang membuat besi memuai adalah panas.
Menurut llmu-ilmu Alam hubungan antara panas dan besi adalah
hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti (deterministik). Metode
penjelasan yang lazim dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam adalah
metode penjelasan (Erklarert).

lImu-ilmu Manusia yang disebut juga sebagai lImu-ilmu Budaya
mempelajari manusia sebagai subjek. Pengertian manusia sebagai
subjek adalah manusia sebagai mahluk berhati nurani yang memiliki
nilai, kemauan, perasaan dan akal budi. Oleh karena itu, manusia mampu
menentukan sikap dan memberikan reaksi sendiri terhadap segala
sesuatu. Maka, tindakan manusia tidak dapat dipahami dan dijelaskan
berdasarkan pendekatan yang dipakai Illmu-ilmu Alam. Sebab,
penjelasan gejala yang dipelajari llmu-ilmu Budaya tidak dapat
ditemukan berdasarkan hukum kausalitas umum yang deterministik
yang berlaku secara niscaya (bersifat pasti atau tidak mungkin
menyimpang) seperti dalam Ilmu-ilmu Alam. Metode penjelasan yang
dipergunakan dalam Ilmu-ilmu Manusia adalah metode pemahaman
atau Verstehen. Dalam metode pemahaman (verstehen), penafsiran yang
bertujuan untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi memiliki
fungsi yang sangat penting. Penafsiran bertujuan untuk menentukan atau
mengungkapkan makna yang tersebunyi (latent).

Dari sudut pandang fungsinya, ilmu pengetahuan dapat dibagi atas
lImu-ilmu Teoretis dan IImu-ilmu Praktis. 1lmu Teoretis adalah ilmu
pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan
semata-mata. Jadi, tujuan Kelompok IImu Teoretis adalah untuk
mengubah pengetahuan. Ilmu Formal dan llmu Empiris sebagaimana
dijelaskan di atas termasuk dalam kelompok IImu Teoretis (yaitu Logika,
Matematika, lImu-ilmu Alam dan lImu-ilmu Kemanusiaan).

Ilmu Praktis adalah ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan ilmu
itu sendiri sebagai objeknya. Kelompok Ilmu Praktis bertujuan untuk
mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah
konkrit. Ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah
Etika, Teologi, llImu Teknik, llmu Kedokteran, llmu Hukum, limu
Manajemen dan IImu Komunikasi. Kelompok lImu-ilmu Praktis dapat
dibagi ke dalam dua jenis yaitu llmu-ilmu Praktis Nomologis dan IImu
Praktis Normologis.

llmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan
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faktual-empiris yakni pengetahuan tentang hubungan yang telah terpola
(pasti) antara dua hal atau lebih  berdasarkan  asas
kausalitas-deterministik. Produknya dapat diungkapkan dengan rumus
"Jika A ada atau terjadi, maka B ada atau pasti terjadi.” limu-ilmu
Pengetahuan yang termasuk dalam Kelompok IImu Praktis Nomologis
adalah Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik dan lain-lain sebagainya.

IImu Praktis Normologis atau disebut jug;i Ilmu Normatif berusaha
menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas
imputasi atau asas yang mcnaulkan tanggung jawab/ kewajiban' untuk
menetapkan apa yang seharusnya menjadi ke-wajiban subjek tertentu
dalam situasi konkrel tertentu sehubungan dengan perbuatan atau
pcristiwa tertentu. Rumus logikanya adalah "Jika A ada, maka B
seharusnya ada walaupun B mungkin dalam kenyataannya tidak ada."
IiImu Praktis Normologis antara lain terdiri atas Etika, Pedagogi dan limu
Hukum.

Umu-ilmu Praktis Normologis dapat dibagi atas dua bagian yaitu
Ilmu Praktis Normologis yang Otoritatif dan Ilmu Praktis Normologis
yang Non-otoritatif. [Imu Praktis Normologis yang Non-otoritatif antara
lain adalah Etika dan Pedagogi. llmu Praktis Normologis yang bersifat
otoritatif adalah Ilmu Hukum. Sebab, IImu Hukum mengkaji teks-teks
otoritatif yaitu teks-teks yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang
seperti undang-undang yang ditetapkan lembaga legislatif.

IImu Hukum Sebagai llmu Praktis Normologis Yang Otoritatif

Sebagaimana dikemukakan di atas, llmu Hukum adalah IImu
Pengetahuan Praktis Normologis yang otoritatif. Objek kajian limu
Hukum sebagai IImu Praktis Normologis adalah kaedah-kaedah hukum.
Kaedah hukum itu sendiri dapat disebut sebagai teks otoritatif (teks yang
berwibawa) karena ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.
Sebagai teks, kaedah hukum bermuatan aturan-aturan hukum yang
terdiri atas produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum
tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam
bidangnya (doktrin).? Oleh karena itu, sasaran penelitian IImu Hukum
sebagai Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis yang bersifat otoritatif
pada dasarnya adalah hukum atau kaedah hukum.?® Pengertian kaedah
hukum di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti norma,
peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.? Oleh karena itu, penelitian
hukum dalam arti meneliti kaedah atau norma disebut penelitian hukum
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normatif.%

Apa yang dilakukan Illmu Hukum terhadap kaidah hukum yang
menjadi objek kajiannya? Kaedah hukum atau norma hukum itu diolah
oleh llmu Hukum. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma hukum
sebagai objek kajian llmu Hukum tidak seperti yang dilakukan
lImu-ilmu Sosial atau lImu-ilmu Alam terhadap objek kajiannya seperti
telah dikemukakan di atas. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma
hukum itu dilaksanakan sesuai dengan fungsi llmu Hukum sebagai salah
satu cabang ilmu pengetahuan.

Apakah fungsi Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis?
Jawaban terhadap pertanyaan yang dikemukakan di atas akan
menentukan tindakan yang hendak dilakukan oleh llmu Hukum terhadap
norma-norma hukum. 1lmu Hukum bukan cabang ilmu pengetahuan yang
berfungsi memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam seperti
halnya ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu Hukum adalah
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memaknai norma-norma hukum
dan menatanya dalam suatu kerangka sistem sehingga membentuk suatu
tatanan hukum menurut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum
tertentu. Dalam hubungan dengan fungsi tersebut, limu Hukum bertugas
menghimpun, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi
hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu.

IImu Hukum tidak bertujuan untuk secara objektif dan teoretis-netral
memperoleh pengetahuan dan menjelaskan gejala-gejala hukum. Sebab,
tujuan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum positif adalah
untukmemahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan
asas-asas hukum untuk kemudian dapat mcngambil keputusan
berdasarkan kaidah dan asas-asas hukum lersebul. lath, pengembanan
lImu Hukum diarahkan pada penyelesaian masalah hukum sebagai
masalah kemasyarakatan tertentu berdasarkan hukum positif tertentu.
Dengan perkataan lain, pengembanan Ilmu Hukum adalah kegiatan
mengantisipasi dan menawarkan penyelesaian masalah hukum yang
konkret yang mungkin limbul dan harus dihadapi dalam masyarakat, baik
yang dihadapi individu perseorangan maupun masyarakat sebagai
keseluruhan dalam kerangka tatanan hukum yang ada. Jika demikian
halnya berarli bahwa pengetahuan mengenai masalah kaidah hukum, asas
hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang mutlak dikuasai jika
hendak melakukan penelitian hukum.
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Bab 2

Dogmatika Hukum (llmu Hukum Dalam Arti Sempit) dan limu
Hukum Empiris serta limu Kenyataan Hukum

Sejarah Singkat Perkembangan limu-ilmu Hukum

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode
verifikasi sehingga dahulu dianggap bukan termasuk dalam kelompok
ilmu pengetahuan (science) adalah IImu-ilmu Hukum. Himu-ilmu Hukum
tidak termasuk dalam kelompok llmu-ilmu alam ataupun IImu-ilmu
sosial. Dari segi objek materialnya, IImu-ilmu Hukum tidak mengkaji
atau mempersoalkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial seperti
halnya Ilmu-ilmu Alam dan Imu-ilmu Sosial. Imu-ilmu Hukum
mengkaji dan mempersoalkan norma-norma hukum dan asas-asas
hukumnya yang dibuat oleh manusia dan berlaku dalam suatu negara atau
masyarakat (hukum positif atau ius constitutum.) Oleh sebab itu, jika
dipandang dari sudut objek kajiannya sangat jelas perbedaan antara
lImu-ilmu Hukum dengan llmu-ilmu Sosial dan Imu-ilmu Alam.
lImu-ilmu Hukum lebih cocok digolongkan ke dalam IImu-ilmu
Kebudayaan atau llmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora) yang objek
materialnya adalah segenap hasil karya atau perbuatan manusia sebagai
ungkapan dari hati nurani, pikiran dan perasaan manusia yang bersifat
normatif.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan
gejala-gejala normatif sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan
pikiran manusia dalam bentuk norma-norma hukum tentu saja metode
verifikasi tidak cocok diterapkan untuk IImu-ilmu Hukum. Dengan
perkatan lain, llmu-ilmu Hukum tidak dapat menerima include verifikasi
sebagai metode ilmiahkarena sifat dan hakikat llmu-ilmu Hukum
sebagai llmu-ilmu Budaya atau llmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora)
yang bersifat normatif. llmu-ilmu Hukum memiliki metode ilmiah
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sendiri yang berbeda dari metode ilmiah lImu-ilmu Alam dan lmu-ilmu
Sosial sesuai dengan karateristik Ilmu-ilmu Hukum sebagai salah satu
cabang ilmu pengetahuan yang sifat dan hakikatnya berbeda dari
lImu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Metode ilmiah lImu-ilmu Hukum
yang berbeda dari IImu-ilmu Alam dan llmu-ilmu Sosial membuat
lImu-ilmu Hukum dianggap bukan pengetahuan ilmiah sehingga
dianggap tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Sikap
penolakan terhadap Ilmu-ilmu Hukum yang menolak metode verifikasi
membuat lImu-ilmu Hukum dahulu dianggap bukan ilmu pengetahuan
dalam tradisi berfikir saintisme atau tradisi keilmuan Barat.?’

lImu Hukum pada mulanya adalah pengetahuan yang bersifat
dogmatis (ajaran) mengenai hukum positif yang berlaku dalam suatu
negara atau masyarakat sehingga dahulu lazim disebut sebagai
Dogmatika Hukum.?® Dogmatika Hukum {rechtsdogmatiek) juga
disebut Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.® Dogmatika hukum adalah
bagian dari lImu-ilmu Hukum dalam arti luas. llmu-ilmu Hukum dalam
arti luas meliputi Ilmu Hukum Normatif, [Imu Hukum Empiris dan limu
Kenyataan Hukum. Objek kajian Dogmatika Hukum sebagai IImu
Hukum Dalam Arti Sempit adalah terutama hukum positif.*® Dogmatika
Hukum memandang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau
masyarakat semata-mata sebagai sistem norma atau kaidah yang
ditetapkan oleh negara. Norma-norma hukum sebagai kaidah yang
menuntun tingkah laku manusia dianggap sebagai suatu sistem norma
yang terpisah dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek
ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dengan perkataan lain,
Dogmatika Hukum memandang norma-norma hukum yang berlaku
dalam suatu negara selalu bersifat otonom (mandiri). Oleh sebab itu,
Dogmatika Hukum sering disebut sebagai pengetahuan yang sistematis
dan dogmatis tentang norma-norma hukum positif.

Dogmatika Hukum sebagai cabang Ilmu Hukum membatasi
kajiannya pada hal-ikhwal kandungan normatif yang terdapat dalam
perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang
mendasarinya.®* Dalam hal ini berarti bahwa Dogmatika Hukum sebagai
bagian dari Hmu-ilmu Hukum menyelidiki materi-muatan atau
kandungan normatif yang terdapat dalam norma-norma hukum.
Kandungan normatif yang terdapat dalam norma-norma hukum biasanya
adalah perintah, larangan, ijin, perbolehan, kewenangan, kewajiban dan
sebagainya. Norma-norma hukum yang mengandung perintah, larangan
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atau kewenangan dan lain-lain seperti dikemukakan di atas harus ditata
dalam suatu tatanan yang bersistem. Jika tidak ditata secara bersistem
akan sangat mungkin terjadi bahwa dua norma hukum memberikan
perintah yang saling bertentangan. Jika keadaan seperti itu terjadi akan
timbul ketidaktertiban atau ketidakutuhan tata hukum. Tata hukum yang
tidak tertib dan yang mengandung konflik di dalam tubuhnya akan
menimbulkan kekacauan sehingga mustahil memberikan tuntunan
perilaku yang seharusnya bagi manusia. Penataan norma-norma hukum
dalam suatu tatanan yang bersistem untuk mencegah terjadi pertentangan
merupakan objek kajian Dogmatika Hukum. Bahkan, doktrin-doktrin
hukum yang menjadi landasan penataan norma-norma hukum dalam
suatu tatanan yang bersislem juga merupakan objek kajian Dogmatika
Hukum. Sebab, doktrin-doktrin hukum itu merupakan rasionalisasi atau
clasar pembenar secara rasional keberadaan norma-norma hukum positif.
Jika ditinjau dari sudut tujuannya, pada dasarnya, kegiatan
Dogmatika Hukum diarahkan pada dua arah (jurusan) yaitu (a) kegiatan
pembentukan hukum (rechtsvorming) dan (b) kegiatan pengambilan
keputusan hukum yang disebut penemuan hukum {rechtsvinding)?*
Kegiatan Dogmatika Hukum dalam rangka pembentukan hukum
{rechtsvorming) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara
membentuk hukum atau undang-undang yang baik  supaya
undang-undang atau  norma-norma hukum tidak bertentangan.
Kegiatan Dogmatika Hukum yang demikian berdekatan dengan kegiatan
lImu Perundang-undangan. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum
merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga
pembentuk undang-undang seperti DPR dan DPPvD. Kegiatan
Dogmatika Hukum dalam rangka penemuan hukum {rechtsvinding)
bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengambilan
keputusan hukum yang baik dalam rangka menyelesaikan suatu masalah
hukum yang konkrit. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum merupakan
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi lembaga pengadilan (hakim)
dalam menetapkan vonis untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum.
Kedua jenis kegiatan (pengembanan) Dogmatika Hukum yang
dikemukakan di atas yaitu pembentukan hukum {rechtsvorming) dan
penemuan hukum {rechtsvinding) berlangsung dalam suatu tatanan
hukum positif atau terikat pada satu tatanan hukum nasional.®® Dalam hal
ini berarti bahwa pembentukan hukum (undang-undang) terikat kepada
hukum positif yang berlaku dalam suatu negara sehingga pembentukan
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undang-undang tidak boleh menyimpang dari undang-undang atau
norma-norma hukum yang sudah ada lebih dahulu. Demikian pula dalam
hal penemuan hukum, vonis yang dibuat oleh hakim atau pengadilan
tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan hukum positif yang
berlaku dalam negara yang bersangkutan. Dalam rangka kedua kegiatan
yang dikemukakan di atas, pengetahuan tentang struktur tata hukum
positif adalah sangat penting. Tatanan hukum nasional itu sendiri
memiliki struktur vertikal dan horizontal.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas jelas bahwa
Dogmatika Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang hendak
memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah hukum yang konkret
berdasarkan tata hukum atau sistem hukum yang berlaku pada suatu
masyarakat atau negara. Oleh sebab itu, pada dasarnya, Dogmatika
Hukum merupakan pengetahuan hukum yang bersifat praktis. Sebagai
ilmu pengetahuan praktis, llmu-ilmu Hukum merupakan cabang ilmu
pengetahuan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah konkrit
tertentu di bidang hukum. Sesuai dengan sifat hakikatnya sebagai ilmu
praktis, tentu metode penelitian yang dipakai dalam penelitian
Dogmatika | lukum akan berbeda dari metode penelitian IImu-ilmu
Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Metode penelitian yang dipergunakan
dalam Dogmatika Hukum pada dasarnya harus metode penelitian
doktriner atau metode penelitian normatif karena objek kajian
Dogmatika Hukum adalah tatanan hukum positif yang berlaku dalam
suatu negara atau masyarakat. Tatanan hukum positif itu dianggap
bersifat otonom dalam arti tidak terkait dengan aspek ekonomi, sosial,
budaya, politik dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian
hukum yuridis-normatif, peneliti mulai (berangkat) dari hukum dan
berakhir pada hukum (rumusnya adalah Hukum-Hukum atau H-H).

Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan gejala
ketidakpuasan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh lImu Hukum
Normatif lahirlah cabang ilmu hukum lain yang disebut lImu Hukum
Empiris. llmu Hukum Empiris memandang bahwa norma-norma hukum
positif yang berlaku dalam suatu negara tidak bersifat otonom melainkan
terkait dengan gejala-gejala sosial yang lain. Oleh karena itu, hukum dan
gejala-gejala sosial yang lain seperti pembangunan, investasi, budaya,
politik dan lain-lain berkaitan satu sama lain. Hal itulah yang mendorong
kelahiran studi hukum dalam hubungan dengan aspek yang lain seperti
studi hukum dan pembangunan, hukum dan bidang investasi, hukum
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dengan politik, hukum dengan budaya dan sebagainya.

Ilmu Hukum Empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta
dan norma-norma hukum. Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala
empiris atau faktual yang murni. Gejala-gejala itu harus dipelajari dan
diteliti dengan menggunakan metode-metode empiris. Hal ini berarti
bahwa menurut pandangan IImu-ilmu Hukum Empiris, hukum bukanlah
sistem norma atau kaidah yang bersifat otonom yang memberikan
tuntutan berperilaku yang seharusnya kepada manusia melainkan bagian
dari gejala-gejala kemasyarakatan. Sebagai gejalakemasyarakatan
(fenomena sosial), hukum menurut IImu-ilmu Hukum Empiris dengan
demikian akan berkaitan danberpengaruh terhadap gejala ekonomi,
sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dalam Ilmu Hukum Empiris titik tolak penelitian tetap berfokus
pada hukum. Hukum adalah pijakan dalam meneliti kaitan antara hukum
dengan aspek-aspek sosial yang lain. Oleh karena itu, dapal dikatakan
bahwa dalam penelitian hukum empiris, peneliti berangkat (mulai) dari
hukum dan berakhir pada masyarakat (rumusnya adalah
Hukum-Masyarakat atau H-M.)

Dalam perkembangan lebih lanjut, hukum ternyata tidak hanya
dipelajari oleh Dogmatika Hukum. Cabang ilmu-ilmu pengetahuan yang
lain seperti Sosiologi, Sejarah, Anthropologi, Psikologi, Perbandingan,
Politik dan lain-lain juga tertarik untuk mempelajari hukum dari titik
berdiri dan perspektif yang berbeda dengan Ilmu Hukum.*
Perkembangan studi terhadap IImu Hukum menurut Sidharta antara lain
disebabkan oleh (a) faktor pengaruh eksternal dan (b) pengaruh faktor
internal.® Oleh sebab itu, muncul cabang ilmu-ilmu pengetahuan baru
yang mempelajari hukum sebagai objek kajiannya seperti Politik
Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum,
Sosiologi Hukum dan lain-lain.*®

Cara kerja cabang-cabang ilmu-ilmu hukum yang baru tersebut
berbeda dari cara kerja Dogmatika Hukum. Sebab, masing-masing
cabang ilmu pengetahuan hukum baru tersebut mengikuti cara kerja ilmu
pengetahuan yang menjadi induknya seperti Sosiologi Hukum mengikuti
metode kajian Sosiologi dan lain-lain. Dengan demikian, jelas dapat
dipahami bahwa hukum menjadi objek kajian dari berbagai disiplin
ilmu. Maka, tidak salah kalau Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan
"Hukum bisa menjadi objek kajian dari pelbagai ilmu dengan
pendekatan yang masing-masing berbeda sehingga kita bisa juga
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berbicara tentang llmu-ilmu Hukum."*’

Istilah llmu-ilmu Hukum vyang dipergunakan Mochtar Kusu-
maatmadja menunjukkan bahwa Ilmu-ilmu Hukum sesungguhnya
merupakan kumpulan (gabungan) dari berbagai cabang-cabang
pengetahuan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Oleh
sebab itu, Dogmatika Hukum yang dibicarakan di atas hanya salah satu
cabang ilmu-ilmu pengetahuan hukum yang mempt-laiai i hukum
sebagai objeknya. Dalam hal ini hukum yang menjadi objek kajian
dogmatika hukum mengandung arti sebagai tatahukmn yang berlaku
dalam suatu negara atau masyarakat.

Masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum yang disebul di atas
mempelajari hukum dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan
pemaknaan cabang ilmu pengetahuan tersebut terhadap hukum. Sebagai
contoh, Sosiologi Hukum meneliti hukum bukaii dalam arti sistem kaidah
atau norma yang bersifat otonom mc 1 a i n k a n dalam arti perilaku yang
sudah terpola. Penstudi Sosiologi | lukum mempelajari hukum bukan
sebagai partisipan atau penelili yang berdiri dari titik berdiri internal
melainkan sebagai pengamal karena berkedudukan sebagai peneliti yang
berpijak pada titik berdiri eksternal.*® IImu Politik mempelajari hukum
dalam arti sebagai keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh
penguasa. Penstudi Ilmu Politik mempelajari hukum dari titik berdiri
yang sama dengan penstudi sosiologi hukum yakni titik berdiri eksternal
(pengamat). Demikian pula halnya dengan penstudi yang lain seperti
penstudi Sejarah Hukum, Psikologi Hukum, Athropologi Hukum dan
lain-lain.

Pemaknaan yang berbeda terhadap hukum seperti dikemukakan di
atas membawa konsekuensi terhadap perbedaan titik berdiri dan
perspektif penstudi hukum dalam mempelajari hukum. Ada penstudi
hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri (sudut pandang)
eksternal seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum atau Anthropologi
Hukum. Dari titik berdiri eksternal itu, penstudi hukum bertindak sebagai
pengamat dalam mempelajari hukum.' Dalam penelitian sosiologi
hukum, peneliti mulai (berangkat) dari aspek kemasyarakatan dan
berakhir pada hukum (gejala budaya dan hukum). Dengan demikian, pola
penalarannya dapat dirumuskan sebagai berikut Masyarakat - Hukum
atau M-H.

Ada pula penstudi hukum yang mempelajari hukum yang bertindak
sebagai partisipan sekaligus pengamat yaitu para penganut teori
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hukum empiris.®® Penstudi hukum yang termasuk dalam Kkategori
pengamat dan sekaligus partisipan adalah penstudi hukum dari aliran
SociologicalJurisprudence.**Dengan demikian, pola penalarannya dapat
dirumuskan dengan rumus Hukum-Masyarakat atau H-M.

Ada pula penstudi hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri
(sudut pandang) internal seperti Filsafat Hukum, Teori Hukum dan
Dogmatika Hukum. Dari titik berdiri internal itu, penstudi hukum
bertindak sebagai partisipan dalam mempelajari hukum.** Partisipasan
terdiri atas 2 (dua) macam yaitu teoretisi dan praktisi hukum.*
Kelompok praktisi hukum terdiri atas praktisi di bidang
perundang-undangan, lembaga peradilan, bantuan hukum dan
pemerintahan. Dengan demikian, pola penalarannya dapat dirumuskan
sebagai berikut yakni Hukum-Hukum atau H-H.

Perbedaan titik berdiri dalam mempelajari hukum seperti
dikemukakan di atas dengan sendirinya akan berakibat terhadap
perbedaan  metodologi  penelitian  yang  dipergunakan  oleh
masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum dalam mempelajari
hukum. Tiap cabang ilmu pengetahuan hukum memiliki kerangka
berfikir dan metode ilmiah yang berbeda serta mempergunakan metode
penelitian yang berbeda pula dalam meneliti hukum.

Penstudi hukum yang mengamati hukum dari titik berdiri eksternal
dan bertindak sebagai pengamat mengikuti pola pikir dan metode
penelitian IImu-ilmu Sosial dalam mempelajari hukum. Penstudi hukum
yang demikian ini meliputi Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan
sebagainya. Dengan perkataan lain, penstudi Sosiologi Hukum atau
Psikologi Hukum memakai metode penelitian sosial dalam meneliti
hukum.

Peneliti (penstudi) hukum yang berkedudukan di tengah meneliti
hukum dengan mempergunakan metode ilmiah dan metode penelitian
lImu-ilmu Sosial dalam mempelajari hukum sekalipun dari optik yang
berbeda. Penstudi hukum demikian ini adalah penstudi hukum empiris.
Oleh sebab itu, studi hukum empiris mempergunakan metode penelitian
lImu-ilmu Sosial.
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Penstudi hukum yang meneliti hukum dari titik berdiri internal dan
bertindak sebagai partisipan mengikuti pola pikir dan metode penelitian
yang bersifat dogmatis atau normatif. Studi hukum demikian ini
merupakan ciri khas dari penelitian hukum yang bersifat
yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa pada
saat sekarang, metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti
hukum tidak hanya satu metode penelitian. Metode penelitian
yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif yang dipakai dalam penelitian
Dogmatika Hukum merupakan salah satu metode penelitian. Sebab,
selain itu, ada metode penelitian hukum yang lain.

Sesuai dengan perkembangan tentang studi hukum yang telah
dikemukakan sepintas lalu di atas, pengertian IImu-ilmu Hukum dewasa
ini menjadi sangat luas karena tidak semata-mata mencakup Dogmatika
Hukum tetapi juga cabang ilmu pengetahuan yang lain yang menjadikan
hukum sebagai objek kajiannya. Dengan perkataan lain, ada
cabang-cabang llmu Hukum di luar Dogmatika Hukum yang juga
mempelajari hukum dari perspektif dan optik yang berbeda dari
Dogmatika Hukum. Sekarang ini, menurut D.H. Meuwissen, lImu-ilmu
hukum dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu limu Hukum
Dogmatik dan Ilmu Hukum Empiris.** Namun, selain itu, Meuwissen
juga menyebut cabang pengetahuan hukum yang lain yaitu IImu
Kenyataan Hukum.

Dogmatika Hukum atau llmu Hukum Dalam Arti Sempit

Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit bukan
merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan seperti dimaksud oleh
saintisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dogmatika Hukum adalah
pengetahuan yang bersifat ajaran (dogma) tentang hukum. Soetandyo
Wignyosoebroto dalam salah satu tulisannya yang berkenaan dengan
masalah pengertian ilmu hukum dalam arti sempit atau dogmatika hukum
mengemukakan:

"llmu Hukum—yang dalam Bahas Inggris disebut — adalah

suatu cabang aktivitas intelektual manusia yang pertama-tama
hendak berkenaan dengan objek garapannya yaitu
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berupa norma-norma. Norma, yang rasionalisasinya akan berupa
ajaran atau doktrin yang disebut ajaran (atau yang dalam bahasa
Belanda atau Jerman disebut "leer" atau "Lehre") bukanlah
garapan cabang aktivitas intelektual manusia yang dimasukkan
ke dalam bilangan 'ilmu pengetahuan' (atau yang dalam Bahasa
Inggris disebut 'science’ dan yang dialihbahasakan di Malaysia
— dan akhir-akhir ini juga di Indonesia — dengan kata 'sains.")
Oleh sebab itu, membicarakan metodologi dan methode
penelitian hukum tidaklah akan sekali-kali menjurus ke
model-model penelitian sains yang dikenal dengan sebutan "the
scientific method."*®

Sesuai dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto di atas jelas
bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak termasuk ke dalam golongan atau
kelompok sains yang memakai metode verifikasi. IImu Hukum
cenderung sebagai "leer" atau "lehre" atau "ajaran” sehingga dalam arti
sempit, llmu Hukum disebut juga sebagai Dogmatika Hukum.* Sebagai
ajaran tentang norma-norma hukum, Dogmatika Hukum pada dasarnya
tidak bersifat empiris. Dogmatika Hukum tidak meneliti atau mengkaji
gejala-gejala yang bersifat empiris seperti peristiwa-peristiwa alam atau
perbuatan-perbuatan manusia dan berusaha menjelaskan gejala-gejala
tersebut. Selain itu, kebenaran dalam Dogmatika Hukum tidak
membutuhkan pembuktian berdasarkan data yang bersifat empiris. Fokus
perhatian Dogmatika Hukum adalah mempelajari norma-norma hukum
dalam rangka pengaturan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan
perbuatan manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu,
Dogmatika Hukum jelas sangat berbeda dari ilmu pengetahuan (sains)
yang selalu bersifat empiris.

Perbedaan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial dengan
Dogmatika Hukum tidak hanya terdapat pada aspek hakikat keilmuan
(ontologi) Dogmatika Hukum. Selain perbedaan sifat clan hakikat
keilmuan (ontologi), Dogmatika Hukum dengan Ilmu- ilmu Kealaman
dan Ilmu-ilmu Sosial juga berbeda dari aspek epistemologi. Dari
sudutpandang epistemologi, Dogmatika Hukum bertujuan untuk
memahami norma-norma hukum dan bukan bertujuan untuk
menjelaskan gejala-gejala sosial seperti halnya IImu-ilmu Kealaman dan
lImu-ilmu Sosial. Sebagai konsekuensi dari perbedaan epistemologi
tersebut dengan sendirinya, Dogmatika Hukum tidak mungkin memakai
metode verifikasi sebagai metode (cara) untuk memahami atau
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memaknai norma-norma hukum. Dengan demikian, sifat dan hakikat
keilmuan Dogmatika Hukum yang berbeda dari IImu-ilmu Alam dan
IImu-ilmu Sosial dengan sendirinya membuat Dogmatika Hukum harus
memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari
metode verifikasi sebagai metode ilmiah yang dipakai dalam ilmu
pengetahuan (sains).

Dogmatika Hukum adalah salah satu cabang atau bagian dari
Himu-ilmu Hukum. Sebab, llmu-ilmu Hukum sesungguhnya merupakan
kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang memilih hukum
sebagai objek kajiannya. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa
hukum bisa menjadi objek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan
masing-masing yang berlainan sehingga bisa juga disebut IImu-ilmu
Hukum.*” Dengan perkataan lain, hukum tidak hanya dapat dikaji dari
perspektif suatu cabang ilmu pengetahuan saja tetapi dapat dikaji dari
berbagai perspektif cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam
meneliti atau mengkaji hukum sebagai objek kajian terdapat beberapa
metode penelitian dan metode pendekatan (sudut pandang) yang satu
sama lain berlainan. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa seorang
peneliti yang meneliti hukum sebagai objek kajian harus memahami dari
sudut pandang ilmu pengetahuan yang mana penelitian itu dilakukan
supaya dapat memilih metode penelitian yang relevan dalam melakukan
penelitian.

Penelitian akan dapat dengan baik dilakukan jika peneliti mengetahui
dengan jelas bagian-bagian dari llmu-ilmu Hukum sebagai ilmu
kumpulan seperti telah dikemukakan Mochtar Kusumaatmadija.
Pengetahuan tentang jenis-jenis IiImu-ilmu Hukum menjadi pengetahuan
dasar yang sebaiknya dikuasai seorang peneliti sebelum melakukan suatu
penelitian hukum. Dalam hubungan dengan hal inilah relevan
dikemukakan pembagian lImu-ilmu Hukum menurut Meuwissen yang
terdiri atas llmu Hukum Dogmatik, lImu Hukum Empiris dan [Imu
Kenyataan Hukum.

Apakah Illmu Hukum Domatik atau Dogmatika Hukum itu?
Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat dogmatis tentang
hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.
Meuwissen mengemukakan bahwa bentuk yang paling penting (dari
lImu-ilmu Hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu
pengetahuan — pen.) tidak diragukan lagi adalah Ilmu Hukum
Dogmatik.*® Dogmatika Hukum merupakan bagian utama dalam
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pengajaran mengenai hukum pada fakultas-fakultas hukum.*® Objek
Dogmatika Hukum adalah terutama hukum positif sebagai tata hukum
yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.*

Pengertian hukum sebagai objek telaah (objek kajian) Dogmatika
Hukum bukan semata-mata hukum dalam arti sistem kaidah yang
berlaku sebagai hukum positif dalam suatu negara. Akan tetapi,
termasuk juga doktrin-doktrin hukum sebagai karya para ilmuwan
hukum. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum tersebut seperti
dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto pada halaman sebelumnya
merupakan rasionalisasi dari keberadaan norma-norma hukum. Dengan
perkataan lain, keberadaan norma dirasionalisasikan oleh ajaran atau
doktrin yang berfungsi sebagai dasar pembenar keberadaan
norma-norma hukum tersebut. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum
yang disebut doktrin termasuk salah satu sumber hukum formal dalam
teori sumber-sumber hukum. Doktrin hukum dimasukkan sebagai salah
satu objek telaah Dogmatika Hukum karena doktrin hukum dalam Teori
Sumber Hukum termasuk salah satu sumber hukum yang bersifat formal
selain Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Yurisprudensi
dan Traktat (Perjanjian).®

Objek telaah Dogmatika | lukuni sebagai bagian dari Imu-ilmu
Hukum adalah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu
negara atau masyarakat. Namun, norma-norma hukum positif itu tidak
mungkin dapat dimengerli lanpa memahami doktrin-doktrin atau
asas-asas hukum yang menjadi dasar keberadaan norma-norma hukum
tersebut. Oleh karena itu, doktrin-doktrin hukum juga menjadi objek
kajian Dogmatika Hukum. B. Arief Sidharta mengemukakan "Objek
telaah 1lmu Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit atau Dogmatika
hukum — pen.) adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum
yang terdiri atas produk perundang-undangan (undang-undang dalam
arti luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya
ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin)."*

Doktrin-doktrin yang melandasi keberadaan norma-norma hukum
positif juga harus dipelajari dan dipahami. Sebab, rasionalitas keberadaan
norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau
masyarakat adalah doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Doktrin hukum itu diterima dan diakui
kebenarannya oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga dibuat
menjadi rasionalitas dari hukum yang berlaku dalam masyarakat yang
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bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dogmatika
Hukum adalah pengetahuan yang bersifat sistematis dan dogmatis
mengenai norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara
atau masyarakat berikut doktrin-doktrin hukum yang melandasi
keberadaan norma-norma hukum tersebut. Tidak salah kalau dalam
hubungan ini, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa
Dogmatika Hukum membatasi kajiannya pada ikhwal kandungan
normatif perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin
yang mendasarinya.>

Norma-norma hukum, asas-asas hukum clan doktrin-doktrin hukum
yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara diselidiki oleh
Dogmatika Hukum dari titik berdiri dan sudul pandang tertentu. Titik
berdiri seorang Dogmatikus Hukum dalam mempelajari norma-norma
hukum adalah titik berdiri internal. Dalam hal ini peneliti disebut sebagai
partisipan. Hal ini tentu berbeda dari posisi dan titik berdiri seorang
peneliti dalam Ilmu Hukum Empiris yang mempelajari hukum dari titik
berdiri seorang pengamat dan partisipan sekaligus dan posisi dan titik
berdiri seorang peneliti dalam IlImu Kenyataan Hukum yang mengambil
posisi dari titik berdiri eksternal yakni sebagai pengamat dalam
mempelajari hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, Dogmatika Hukum atau IImu Hukum
Dalam Arti Sempit terdiri atas IImu Kaidah Hukum dan llmu Pengertian
Hukum.® llmu tentang Kaidah Hukum atau normwissenschaft adalah
bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang antara lain membahas
masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum. limu
Kaidah Hukum berkenaan dengan jenis-jenis kaidah hukum (kaidah
hukum abstrak atau konkrit), isi kaidah hukum, sifat-sifat kaidah hukum,
esensialia kaidah hukum, tugas dan kegunaan kaidah hukum dan
sebagainya.*

Sebagai bagian dari Dogmatika Hukum atau llmu Hukum Dalam
Arti Sempit, llmu Pengertian Hukum (begrippenwissenschaft) antara
lain  membahas masalah-masalah yang berkaitan  dengan
pengertian-pengertian pokok dalam hukum (konsep-konsep hukum).
Beberapa konsep hukum pokok yang dikenal dalam IImu Hukum adalah
subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum,
demokrasi, konstitusi, wanprestasi, kesalahan, hukuman, negara hukum,
itikad baik, lembaga perwakilan, negara, bentuk negara, bentuk
pemerintahan, kedaulatan dan lain-lain.*® Selain itu, ada konsep-konsep
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hukum yang lebih rumit dan lebih sulit ditetapkan ruang lingkup ataupun
pengertiannya seperti konsep kepentingan umum, perbuatan melanggar
hukum dan sebagainya.

Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang
bersifat teoretis-rasional sehingga pengungkapan makna norma-norma
hukum berdasarkan dogmatika hukum terikat pada metode yang
didasarkan pada persyaratan logika deduktif.>” Dogmatika Hukum (llmu
Hukum Dogmatik) bertugas mengolah bahan-bahan hukum atau
norma-norma hukum terberi atau bahan-bahan hukum yang sudah
terdapat dalam suatu tatanan hukum nasional. Pengolahan bahan-bahan
hukum atau norma-norma hukum terberi dimaksudkan untuk memahami
atau menguasai sistem hukum positif (tata hukum) supaya dapat dibuat
keputusan yang paling memadai (adekuat) berdasarkan tata hukum atau
dalam kerangka suatu tatanan hukum positif. Mochtar Kusumaatmadija
mengemukakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan termasuk lmu Hukum
Positif (Dogmatika Hukum — pen.) adalah untuk memahami dan
menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas (hukum — pen.)
itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkannya."*® Jadi,
pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi oleh
Dogmatika Hukum dimaksudkan untuk menawarkan suatu solusi dalam
rangka penyelesaian suatu masalah hukum tertentu. Penyelesaian suatu
masalah hukum tertentu berdasarkan Dogmatika Hukum termasuk dalam
aktivitas penemuan hukum. Penemuan hukum itu sendiri adalah salah
satu aspek dari kegiatan Dogmatika Hukum. Sebab, di samping kegiatan
penemuan hukum {rechtsvinding) ada aspek kegiatan Dogmatika
Hukum yang lain yaitu pembentukan hukum {rechtsvorming).

Sesuai dengan uraian di atas jelas dapat diketahui bahwa Dogmatika
Hukum sebagai aktivitas intelektual meliputi kegiatan penemuan hukum
{rechtsvinding) dan pembentukan hukum {rechtsvorming). Menurut
Bruggink, aktivitas utama Dogmatika Hukum diarahkan pada
pembentukan hukum {rechtsvorming) dan penemuan hukum
{rechtsvinding)?°Oleh sebab itu, Bruggink mengemukakan "Seorang
dogmatikus hukum akan sering menem-patkan diri seolah-olah ia tengah
melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum."®

Kedua macam aktivitas Dogmatika Hukum tersebut memiliki ciri
khas yang dapat menunjukkan perbedaannya dengan aktivitas lImu-ilmu
Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang tergolong ke dalam kelompok
sains. Dalam rangka pembentukan hukum, dogmatikus hukum bertindak
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seolah-olah seperti badan pembentuk hukum (badan legislatif). Di sisi
lain, yakni dalam rangka penemuan hukum, dogmatikus hukum
bertindak seolah-olah seperti hakim (pengadilan) yang menetapkan
norma hukum vyang  berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit.
Bagaimanakah kedua aktivitas Dogmatika Hukum itu yakni
pembentukan hukum (rechtsvorming) dan dan penemuan hukum
(rechtsvinding) dilakukan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadi
fokus perhatian dari Metode Penelitian Hukum.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun penemuan hukum,
seorang dogmatikus hukum tidak melakukan kegiatannya secara arbitrer
(sewenang-wenang). Segenap aktivitas dogmatikus hukum berlangsung
dalam kerangka suatu sistem hukum atau terikat pada suatu tatanan
hukum nasional.®* Selain itu, pembentukan hukum dan penemuan
hukum oleh dogmatikus hukum bukan kegiatan yang asal-asalan.
Namun, merupakan kegiatan ilmiah sehingga harus didasarkan kepada
metode ilmiah yakni bersifat sistematis, rasional, logis, metodis dan
sebagainya sekalipun berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan
yang termasuk ke dalam kelompok sains.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun dalam rangka
penemuan hukum, norma-norma hukum terberi atau norma-norma
hukum yang sudah ada dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara
diolah menurut tahap-tahapan tertentu. Baik dalam rangka pembentukan
hukum ataupun penemuan hukum, norma-norma hukum terberi atau
norma-norma hukum yang ada dipaparkan (dideskripsikan) untuk
kemudian diinterpretasi (ditetapkan mak-nanya) dan dianalisis
(diuraikan) serta disistematisasikan (ditata ke dalam suatu jaringan
sistem norma-norma hukum).

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi (bahan-bahan hukum yang
sudah ada) dalam kerangka pembentukan hukum {rechtsvorming)
bertujuan untuk menjawab suatu masalah konkrit yang memerlukan
pengaturan secara umum. Untuk itu, perlu dibentuk norma-norma
hukum yang bersifat umum dalam bentuk undang-undang oleh badan
pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum
mengolah bahan-bahan hukum terberi ke dalam kerangka suatu sistem
hukum nasional untuk membentuk suatu hukum baru yang akan
dipergunakan untuk mengatur masalah kemasyarakatan.

Pengolahan bahan-bahan terberi dalam rangka penyelesaian sua hi
masalah hukum yang memerlukan pengaturan secara iniiimi lerscbut
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dalam praktiknya dilakukan badan legislatif atau lembaga yang
berwenang membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat umum.
Pengolahan bahan-bahan hukum terberi seperti itu mau tidak mau akan
bersinggungan dengan dunia kenyataan kemasyarakatan (empiris)
sehingga aktivitas pembentukan hukum akan bersinggungan dengan
dunia empiris. Artinya, dalam rangka pembentukan undang-undang,
badan legislatif harus memahami fakta-fakta kemasyarakatan yang
berkembang dalam masyarakat supaya dapat menentukan
undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat tersebut.
Dalam hal inilah sumbangsih penelitian hukum empiris dan
penelitian-penelitian empiris me-ngenai hukum seperti penelitian
sosiologi hukum, psikologi hukum dan lain-lain sangat diperlukan.

Pilihan tentang aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan yang perlu
diatur dengan undang-undang pada dasarnya merupakan kewenangan
penguasa sehingga penetapan pilihan tersebut se-lalu bersifat politis. Di
sisi lain, pilihan politis selalu berkaitan dengan masalah kepentingan
penguasa yakni menguntungkan atau merugikan penguasa sehingga
mengandung aspek praktis. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Meuwissen
lebih lanjut mengemukakan bahwa Dogmatika Hukum juga memiliki sisi
politis-praktis.®? Jadi, aktivitas Dogmatika Hukum dalam rangka
pembentukan hukum yang dikemukakan di atas jelas tidak semata-mata
dogmatis tetapi juga bersinggungan dengan dunia kenyataan (empiris).
Aktivitas pembentukan hukum terutama dilakukan oleh badan legislatif
sebagai badan pembentuk hukum yang asli {original legislator) dan
kemudian juga oleh badan eksckutif sebagai badan pembentuk hukum
yang memperoleh wewenang delegasi dari baadn legislatif {delegated
legislator).

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam rangka penemuan
hukum bertujuan untuk menjawab suatu masalah hukum konkrit yang
terjadi yang memerlukan pengaturan secara individual dan konkrit.
Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum terberi
yang tersedia atau yang terdapat dalam suatu sistem hukum nasional
untuk membuat suatu keputusan hukum yang dapat dipergunakan untuk
menyelesaikan peristiwa konkrit tertentu. Aktivitas Dogmatika Hukum
yang berbentuk penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim,
pemerintah (eksekutif), pengacara atau praktisi hukum yang lain.
Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam kerangka Dogmatika
Hukum dengan tujuan untuk menemukan hukum tertentu yang akan
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diterapkan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit meliputi
beberapa tahap aktivitas. Tahap-tahap akvititas dalam penemuan hukum
tersebut lebih lanjut akan diterangkan pada bagian penelitian hukum
untuk menemukan hukum in concreto pada bagian berikutnya.

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam rangka aktivitas
Dogmatika Hukum meliputi berbagai macam aktivitas intelektual
(aktivitas akal-budi) yang secara garis besar akan diuraikan berikut ini.
Menurut Meuwissen, Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Axrti
Sempit bertugas untuk (1) memaparkan hukum yang berlaku, (2)
menginterpretasi hukum yang berlaku, (3) menganalisis hukum yang
berlaku dan (4) mensistematisasi hukum yang berlaku.®®

Keempat aktvitas akal-budi dalam Dogmatika Hukum atau IImu
Hukum Dogmatik atau llmu Hukum Dalam Arti Sempit yang
dikemukakan di atas menurut penulis harus dilakukan oleh setiap orang
yang melalukan penelitian hukum baik teoretisi ataupun praktisi hukum.
Dalam ruang lingkup teoretisi hukum sebagai peneliti hukum, mahasiswa
yang sedang melakukan penelitian hukum untuk tujuan penulisan skripsi,
tesis ataupun disertasi juga termasuk ke dalam kelompok peneliti
sehingga segenap aktivitas Dogmatika Hukum itu juga harus dilakukan
oleh yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan memaparkan hukum yang berlaku
seperti dikemukakan di atas? Pemaparan atau deskripsi adalah suatu
kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek sesuatu hal
yang dianggap penting.®* Pemaparan aspek-aspek dari sesuatu objek
kajian yang dianggap penting dimaksudkan untuk memperoleh
gambaran dari objek yang dipaparkan tersebut secara menyeluruh
(komprehensif). Pemaparan atau deskripsi sesuatu objek kajian tentu saja
tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan melainkan harus secara
sistematis, metodis dan rasional. Selain itu, pemaparan atau deskripsi
sesuatu objek kajian sebagai suatu aktivitas akal budi tidak pernah
dilakukan secara netral (bebas nilai). Akan tetapi, selalu bertitik tolak
dari suatu sudut pandang tertentu atau atas dasar suatu penilaian tertentu
atau suatu teori tertentu. Oleh karena itu, pemaparan sebagai suatu
bentuk aktivitas ilmiah (aktivitas ilmu pengetahuan) selalu bermuatan
penilaian subjektif.®® Penilaian subjektif tersebut antara lain dapat
ditentukan oleh perspektif doktrin yang dipergunakan sebagai titik tolak
dalam menelaah objek kajian.

Subjek itu sendiri adalah manusia. Manusia dalam membuat suatu
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penilaian tidak pernah netral (bebas nilai). Sebab, manusia sebagai
subjek selalu terikat dengan nilai-nilai, tradisi dan lain-lain yang sudah
terberi atau berasal dari dalam lingkungan hidup subjek
(Lebemwelt).®*Sesuai dengan pemahaman yang dikemukakan di atas,
dalam konteks Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum juga
tidak bisa dilakukan secara netral (bebas nilai) atau terlepas dari penilaian
subjektif. Dalam konteks Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma
hukum biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari suatu doktrin
hukum tertentu dan atau suatu asas hukum tertentu. Doktrin dan atau asas
hukum itu pada dirinya adalah selalu bersifat subjektif. Dengan
demikian, pemaparan atau deskripsi norma-norma hukum sebagai
aktivitas Dogmatika Hukum sudah sejak semula bermuatan nilai-nilai
subjektif sehingga hasil akhir dari pemaparan norma-norma hukum
tersebut akan selalu bersifat subjektif atau tidak terlepas dari penilaian
peneliti.

Dalam Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum dimulai
dari suatu titik tolak tertentu atau suatu teori hukum atau suatu asas
hukum tertentu. Pemilihan titik tolak pemaparan selalu bermuatan
pertimbangan atau penilaian subjektif. Sebab, pemilihan itu sesuai
dengan doktrin dan atau asas-asas hukum yang dipilih subjek sebagai
titik tolak pemaparan.®’ Oleh sebab itu, pemaparan dalam konteks
Dogmatika Hukum tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau
orang awam. Akan tetapi, harus dilakukan seorang yang pernah belajar
hukum sehingga diasumsikan sudah menguasai doktrin-doktrin hukum
atau asas-asas hukum. Sebagai contoh, pemaparan tentang pertingkatan
norma-norma hukum biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari
doktrin Hans Kelsen. Kelsen mengajarkan bahwa norma-norma hukum
dalam suatu tata hukum bertingkat-tingkat mulai dari norma yang paling
abstrak sampai pada norma yang paling konkrit atau mulai dari norma
yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Menurut Doktrin Kelsen,
norma-norma hukum tersusun mulai dari Grundnorm, Aturan-Aturan
Dasar Kenegaraan, Norma-norma Umum dan Norma-norma Konkrit.%

Apa vyang dimaksud dengan menginterpretasi hukum atau
menafsirkan hukum seperti dikemukakan di atas? Interpretasi sama
artinya dengan penafsiran. Penafsiran pada dasarnya adalah usaha atau
aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap
makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Penetapan makna
norma-norma hukum atau pengungkapan makna norma-norma hukum
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sebagai tujuan penafsiran akan menghasilkan berbagai macam makna.
Sebab, metode penafsiran yang dipergunakan untuk menetapkan makna
norma hukum tidak selalu sama. Dengan perkataan lain, hasil pemaknaan
terhadap suatu norma hukum akan bergantung pada metode penafsiran
yang dipergunakan penafsir. Dengan demikian, metode penafsiran yang
berbeda akan menghasilkan makna norma-norma hukum yang berbeda
pula.

Keanekaragaman metode penafsiran dalam Ilmu Hukum yang
menghasilkan keanekaragaman makna membuat aktivitas penafsiran
seolah-olah aktivitas intelektual yang arbitrer (se-wenang-wenang).
Seolah-olah, setiap orang dapat menetapkan makna suatu norma hukum
sesuai dengan kehendak hatinya dan makna yang dihasilkannya tetap
dianggap sah. Penafsiran seolah-olah dianggap dapat dilakukan oleh
setiap orang dan berlangsung secara bebas tanpa aturan sesuai dengan
kepentingan masing-masing penafsir. Orang awam akan mudah menarik
kesimpulan vine kcliru seolah-olah dalam Illmu Hukum tidak ada
kepastian kmcnn masing-masing orang dapat menafsirkan makna suatu
Kesan demikian sesungguhnya merupakan kesan yang tampak dari luar
saja. Sudah barang tentu kesan yang demikian tidak benar.
Bagaimanapun, penafsiran sebagai suatu aktivitas akal budi yang bersifat
ilmiah adalah aktivitas yang memiliki aturan (metode). Di samping itu,
penafsiran tidak dapat dilakukan orang awam secara sewenang-wenang
karena penafsiran berkaitan dengan penguasaan terhadap asas-asas
hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penguasaan asas-asas hukum dan
doktrin-doktrin hukum tentu saja tidak dapat dimiliki seorang awam
melainkan hanya orang-orang yang terdidik dalam bidang hukum.

Sekalipun ada beberapa macam metode penafsiran dan setiap metode
menghasilkan makna yang berbeda tetapi tidak berarti bahwa kegiatan
penafsiran merupakan kegiatan akal budi yang ngawur yang tidak jelas
arah dan tujuannya. Beberapa metode penafsiran yang dipergunakan
dalam menetapkan makna norma-norma hukum yang dikenal dalam limu
Hukum adalah penafsiran gramatika (penafsiran menurut tata bahasa),
penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau
penafsiran sosio-logis.®® Dalam perkembangan terakhir kemudian
muncul atau berkembang penafsiran Hermeneutika Hukum sebagai lImu
Tafsir Hukum.

Adakah batas-batas yang harus diperhatikan oleh penafsir dalam
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melakukan penafsiran hukum? Logemann menyatakan "Dalam
melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib nnluk mencari
maksud dan kehendak pembual undang-undang dan lidak dapat
melakukan penafsiran terhadap (linking undang sedemikian rupa
sehingga menyimpang dari apa yang dikeliendaki oleh pembuat
undang-undang itu."" Dengan perkataan lain, seorang penafsir terikat
kepada kehendak pembentuk undang making. Faktor Kketerikatan
terhadap kehendak pembentuk undang-undang merupakan dasar untuk
menyatakan bahwa tujuan penafsiran adalah mencoba mengungkap
kehendak pembentuk undang-undang seperti yang tertuang dalam teks
undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran,
penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaaan kehendak
pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.
Penafsiran yang demikian ini dapat disebut sebagai penafsiran yang
bersifat reproduktif.

Selain ketentuan bahwa penafsir harus terikat kepada kehendak
pembentuk undang-undang seperti dikemukakan Logemann di atas yang
disebut sebagai penafsiran reproduktif perlujuga diperhatikan bahwa
proses penafsiran terikat kepada aturan yang lain. Makna suatu istilah
terikat pada atau tidak lepas dari konteks ayat pasal undang-undang di
mana istilah itu berada. Selanjutnya, makna suatu ayat dari suatu pasal
undang-undang itu sendiri tidak bisa lepas dari konteks pasal
undang-undang itu secara keseluruhan. Demikian pula dengan makna
suatu pasal undang-undang tidak bisa lepas dari konteks bab di mana
pasal undang-undang itu berada. Pada akhirnya, makna suatu istilah itu
tidak bisa lepas dari konteks yang lebih luas atau konteks yang terluas
yaitu konteks tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau
masyarakat. Metode penafsiran yang demikian merupakan prinsip dasar
dalam penafsiran hermenutika hukum.

Keadaan yang sebaliknya dengan keadaan yang dikemkakan di atas
juga berlaku. Suatu tata hukum harus dimaknai dalam koteks
bidang-bidang hukum sebagian dari tata hukum. Makna tiap bidang
hukum harus dipahami dalam konteks asas-asas hukum yang
membentuknya. Asas-asas hukum harus dipahami dari konteks
pasal-pasal yang membentuknya. Demikian seterusnya sampai pada
suatu istilah hukum sebagai bagian terkecil dari suatu tata hukum.

Sebagai  contoh, istilah  perbuatan  melanggar  hukum
(onrecht-matigdaad) dalam Pasal 1365 BW. Apa arti perbuatan
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melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW? Makna yang diberikan pada
istilah itu harus dilihat dari konteks keseluruhan Pasal 1365 BW. Pasal
1365 BW selanjutnya harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas
yaitu Bab-bab tentang Hukum Perikatan. Bab-bab tentang Hukum
Perikatan kemudian harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas lagi
yaitu Buku Il BW vyaitu tentang Hukum Perjanjian. Demikian
berlangsung seterusnya sehingga istilah perbuatan melanggar hukum
dalam Pasal 1365 BW dapat ditetapkan maknanya dalam konteks yang
lebih luas atau paling luas yaitu konteks keseluruhan Hukum Perdata
yang berlaku di Indonesia. Jika penafsir sudah berhasil menetapkan
makna suatu norma hukum, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan
adalah menganalisis (mengurai) norma-norma hukum tersebut.

Apa yang dimaksud dengan menganalisis hukum atau menguraikan
hukum seperti dikemukakan di atas? Pengertian analisis hukum dalam
konteks IImu Hukum Dogmatik berbeda dari pengertian analisis dalam
IImu-ilmu Sosial atau lImu-ilmu Empiris. Analisis data dalam limu-ilmu
Empiris atau Illmu-ilmu Sosial mengandung pengertian sebagai
pengolahan data dengan memakai alat bantu statistika atau alat bantu
yang lain. Analisis data dengan alat bantu statistika dan alat bantu yang
lain data dapat berbentuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis
kuantitatif dan kualitatif pada hakikatnya tidak berlaku dalam analisis
hukum. Sebab, dalam analisis hukum vyang dianalisis adalah
norma-norma hukum dan bukan gejala-gejala sosial. Objek yang berbeda
memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Analisis hukum dalam
konteks Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum supaya
kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat
diketahui.

Dalam Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik yang
dianalisis adalah norma-norma hukum dan bukan data empiris seperti
perilaku atau peristiwa. Alat bantu (sarana berlikir ilmiah) yang dapat
dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah Logika
dan Bahasa bukan Matcmalika atau Statistika. Oleh sebab itu, dalam
Dogmatika Hukum liclak la/.im dikenal istilah analisis kualitatif atau
analisis kuantitatif. Alat bantu statistika dibutuhkan sebagai sarana untuk
menganalisis jika data yang hendak dianalisis itu berupa data empiris.”
Analisis norma-norma hukum bertujuan untuk mengungkapkan isi dan
sifat kaidah-kaidah hukum.’ Jadi, tujuan analisis hukum adalah untuk
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mengungkap kandungan norma hukum. Kandungan
norma-norma hukum tersebut dapat berupa (a) suruhan (gebod), (b)
larangan (verbod) atau kebolehan (mogen).®

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat suatu kaidah hukum
seperti dikemukakan di atas masih ada tindakan lain yang harus
dilaksanakan dalam rangka analisis hukum. Tindakan yang harus
dilakukan adalah melihat hubungan antara kandungan norma hukum
yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan
noma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di
antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang ataupun kandungan
norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Apa yang dimaksud dengan mensistematisasi hukum atau menata
hukum ke dalam suatu tatanan yang bersistem seperti dikemukakan di
atas? Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam
suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren dan sistematis.
Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai
bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak
hubungannya. Sebagai contoh, UU Pemda dapat ditata dalam suatu
tatanan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Tata
Ruang, UU Kehutanan, UU Cagar Budaya dan lain-lain. Sistematisasi
perlu dilakukan supaya dapat diketahui keterkaitan undang-undang satu
sama lain. Selain itu, supaya dapat diketahui hubungan yang saling
bertentangan atau saling meniadakan antara norma-norma hukum satu
sama lain. Secara ideal, kandungan tiap norma hukum dalam suatu tata
hukum harus bersifat koheren (bersifat saling meneguhkan) dengan
kandungan norma hukum yang lain. Sebagai contoh, kandungan
norma-norma hukum dalam KUHPidana harus koheren (saling
meneguhkan) dengan kandungan norma-norma hukum dalam UU Tindak
Pidana Korupsi.

Jika kandungan norma-norma hukum di antara kedua undang-undang
yang disebut di atas yaitu KUHPidana dengan UU Tindak Pidana
Korupsi tidak koheren atau saling bertentangan, tatanan hukum positif
yang berlaku di Indonesia akan rusak dan kacau. Sebab, jika
seumpamanya dalam KUHPidana suatu perbuatan dinyatakan dilarang
sedangkan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan
tidak dilarang berarli kedua norma hukum itu  bertentangan.
Pertentangan kedua undang-undang akan menghilangkan kepastian
hukum dan ketidakpastian hukum akan menciptakan ketidaktertiban.
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Pada hal, kepastian hukum dan ketertiban merupakan aksiologi hukum
(tujuan hukum) yang utama. Jika terjadi keadaan seperti itu, masyarakat
akan kebingungan dan tidak tahu norma hukum mana yang dapat
dijadikan pedoman. Tugas untuk mencegah hal seperti itu tidak terjadi
dibebankan kepada Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik atau
lImu Hukum Dalam Arti Sempit.

Dalam Dogmatika Hukum, norma-norma hukum dipandang
semata-mata sebagai kaidah atau aturan yang memberikan pedoman
bertingkah laku yang seharusnya kepada manusia. Sebagai pedoman
bertingkah laku, hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang
bersifat otonom. Sebagai norma yang bersifat otonom, hukum dianggap
tidak berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang lain seperti
faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Oleh sebab itu,
hukum atau kaidah harus dipatuhi atau pasti akan dipatuhi jika sudah
ditetapkan oleh penguasa (negara). Dalam hal ini hukum dipandang akan
berlaku atau akan dipatuhi dengan sendirinya jika sudah ditetapkan atas
dasar kekuasaan negara. Hukum dipandang seolah-olah tidak akan
dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat mana hukum itu
berlaku.

Pandangan mengenai hukum sebagai norma atau kaidah yang
bersifat otonom yang mengandung keniscayaan seperti dikemukakan di
atas mengandaikan bahwa manusia akan mematuhi undang-undang
karena takut kepada kekuasaan negara atau takut kepada ancaman
hukuman yang akan dikenakan oleh negara. Dengan demikian, legalitas
keberlakukan hukum sebagai norma-norma semata-mata didasarkan
kepada legalitas kekuasaan negara. Namun, dalam kenyataan, hukum
yang dibuat negara tidak otomatis dipatuhi karena selalu ada
kemungkinan akan terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut.
Sebab, ada faktor lain yang memaksa seseorang untuk mengabaikan
ancaman hukuman yang akan dijatuhkan negara. Faktor itu antara lain
adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sudut pandang
yang memisahkan hukum dari faktor-faktor lain yang terdapat dalam
masyarakat seperti faktor ekonomi dan sosial budaya merupakan cara
pandang Dogmatika Hukum yang bersifat khas.
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Dalam kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, segi-segi hukum
itu bersifat beraneka ragam (multi faset). Satjipto Rahardjo misalnya
mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali
otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan
sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat."" Dari sudut pandang
tertentu, sesungguhnya hukum dalam arti norma (kaidah) merupakan
salah satu komponen dari sistem sosial masyarakat yang sangat
kompleks. Maka, untuk memahami hukum secara komprehensif dan
adekuat (memadai), pemahaman terhadap hukum harus dalam kaitan
dengan aspek-aspek sosial yang lain yang terdapat dalam masyarakat di
tempat mana hukum itu berlaku. Dengan perkataan lain, untuk
memahami hukum secara memadai, faktor-faktor sosial lain yang
terdapat dalam masyarakat harus ikut pula dipertimbangkan. Hal ini sama
artinya dengan memahami hukum sebagai teks yang tidak boleh lepas
dari konteks sosial, budaya, ekonomi di tempat mana hukum itu berlaku.
Jadi, dengan bertitik tolak dari pendapat yang dikemukakan Satjipto
Rahardjo dapat dimengerti bahwa hukum dalam kenyataan sebenarnya
tidak otonom atau berlaku dengan sendirinya tetapi dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial yang lain. Sebagai akibatnya, hukum itu tidak akan
secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat. Selalu akan muncul
perbuatan-perbuatan yang menghindari, mengabaikan atau melanggar
aturan hukum.

Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi itu sangat besar pe-ngaruhnya
terhadap dipatuhi atau tidaknya hukum dalam kenyataan. Sebagai contoh
dapat dikemukakan, kemiskinan sebagai bagian dari faktor ekonomi
memiliki pengaruh yang besar terhadap kejahatan yang dilakukan
seseorang. Secara singkat dapat dikemukakan, kemiskinan dapal
mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, ada hubungan
limbal balik antara hukum dengan faktor-faktor sosial yang lain.
Hubungan timbal-balik yang tcrjadi antara hukum dengan faklor
kemasyarakatan yang lain merupakan bukti bahwa dalam kenyataan,
hukum sebagai norma sebenarnya tidak bersifat otonom. Namun,
Dogmatika Hukum secara sengaja dan secara sadar memisahkan hukum
dari keterkaitan dengan berbagai aspek sosial yang terdapat dalam
masyarakat. Dogmatika Hukum hanya menyelidiki hukum sebagai
norma-norma yang memberikan tuntunan berperilaku kepada manusia
dan membatasi diri untuk tidak menyelidiki sebab-sebab manusia patuh
atau tidak patuh terhadap norma-norma hukum.
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lImu-ilmu Hukum Empiris dan lImu Kenyataan Hukum

Sesuai dengan perkembangan jaman, kemudian berkembang ca-bang
ilmu pengetahuan hukum yang baru yaitu llImu Hukum Empiris .1lmu
Hukum Empiris memandang hukum bukan sebagai norma-norma hukum
tetapi sebagai fakta sosial yang terberi. Sebagai fakta sosial,
norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara
tidak bersifat otonom. Akan tetapi, terkait dengan segi-segi sosial lain
yang terdapat dalam masyarakat di tempat mana hukum itu berlaku.
Secara demikian, hukum akan mempunyai hubungan yang bersifat timbal
balik dengan segi-segi kemasyarakatan yang lain seperti segi ekonomi,
politik, sosial, budaya dan lain-lain sebagainya. Satjipto Rahardjo
mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali
otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan
sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat."” Di satu pihak, hukum
dapat mempengaruhi aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Akan
tetapi, di lain pihak hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Sebagai
contoh, di satu pihak hukum dapat meningkatkan pertumbuhan investasi
modal asing di Indonesia, dengan cara mengubahjangka waktu
berlakunya Hak Guna Usaha (I IGU) dalam UUPAdari 30 (tigapuluh)
tahun menjadi 90 (scmbilan puluh). Akan tetapi, di lain pihak, hukum
juga dapal mengakibatkan mengalirnya danake luar negeri jika masa
berlaku I Kill itu clikurangi menjadi 20 tahun. Hal itu bergantung pada
bagaimana hukum mengatur segi-segi perekenomian, perdagangan dan
perbankan yang oral kaitannya dengan masalah permodalan tersebut.
Dengan perkataan lain, dalam bahasa penelitian dapat dikemukakan
bahwa di satu pihak, hukum bisa menjadi variabel penyebab terhadap
faktor sosial yang lain yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan
investasi dalam contoh yang dikemukakan di atas. Namun, di lain pihak,
hukum bisa menjadi faktor akibat bagi terhadap faktor sosial yang lain
yaitu mengalirnya modal ke luar negeri dalam contoh yang dikemukakan
di atas. Dalam penelitian hukum empiris, hukum selalu dipandang
sebagai variabel penyebab bagi faktor sosial yang lain. Titik tolak
penelitian hukum empiris adalah norma-norma hukum. Norma-norma
hukum diteliti dalam hubungan atau fungsinya dengan atau terhadap
aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, politik,
budaya dan sebagainya. Penelitian hukum yang demikian itu, menurut
Ronny Hanitijo adalah penelitian tentang studi hukum dan masyarakat
karena sasaran studinya difokuskan pada hukum sebagai variabel

36



penyebab {independent variable).® IImu-ilmu Hukum Empiris
menyoroti hukum bukan sebagai norma-norma tetapi sebagai
perikelakuan atau sikap tindak.”” llmu-ilmu Hukum Empiris bersifat
teoretis-empiris sehingga pengungkapannya terikat pada metode
induktif-logis.”

lImu-ilmu Hukum Empiris menurut Abdurrahman dapat dimasukkan
ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial.” Sebab, metode kajian dan
kerangka berfikir Ilmu-ilmu Hukum Empiris pada dasarnya mengikuti
metode dan kajian IiImu-imu Sosial sebagai ilmu empiris. Oleh sebab itu,
kajian yang bersifat hukum empiris dengan sendirinya juga
memanfaatkan teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial.?’ llmu-ilmu Hukum
Empiris berjasa untuk mengungkapkan berbagai segi dari keberlakukan
norma-norma hukum dalam kenyataan yang tidak dapat diungkapkan
llmu Hukum Dogmatik.®* Oleh sebab itu, llmu-ilmu Hukum Empiris
dapat dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi Dogmatika Hukum atau
IImu Hukum Dogmatik.

Sclain IImu Hukum Empiris terdapat juga cabang ilmu pengetahuan
lain yang mempelajari hukum sebagai objek kajiannya. Cabang ilmu
pengetahuan hukum ini disebut llmu Kenyataan Hukum. IImu Kenyataan
Hukum memiliki cara pandang yang sama dengan limu Hukum Empiris
tetapi dari sudut pandang (optik) yang berbeda. llmu Hukum Empiris
bertitik tolak dari optik (sudut pandang) hukum sebagai variabel bebas
(variabel independen) dan aspek kemasyarakatan sebagai variabel akibat
(variabel terikat). Sebaliknya, lImu Kenyataan Hukum bertitik tolak dari
aspek kemasyarakatan sebagai titik pandang (optik) dan hukum sebagai
variabel akibat. lImu Kenyataan Hukum meliputi berbagai cabang ilmu
pengetahuan yang objek kajiannya hukum vyaitu Sejarah Hukum,
Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum.®

Salah satu cabang lImu Kenyataan Hukum yang dikemukakan di atas
adalah Sosiologi Hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa objek
telaah Sosiologi Hukum adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya
yakni hukum sebagaimana dijalankan sehari-hari oleh orang dalam
masyarakat.®® Hukum dalam kenyataan itu tampak dari perilaku nyata
manusia sehingga objek Sosiologi Hukum dengan demikian adalah
perilaku sekelompok anggota masyarakat. Tentu saja hal seperti itu tidak
dibicarakan dalam Ilmu Hukum Dogmatik atau llmu Hukum Normatif.
Sebab, llmu Hukum Dogamtik tidak pernah membicarakan hukum dalam
arti perilaku manusia tetapi hukum dalam arti sistem norma atau kaidah.
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Penelitian hukum dari sudut pandang Sosiologi Hukum merupakan
kebalikan dari penelitian hukum empiris. Penelitian Sosiologi Hukum
tidak bermula dari norma mclainkan bcrmula dari aspek-aspek
kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik dan budaya tetapi
berakhir pada hukum. Dengan perkataan lain, dalam penelitian Sosiologi
Hukum, norma-norma hukum selalu merupakan dependent variable
(variabel akibat). Ronny Hanitijo selanjutnya mengemukan bahwa jika
penelitian itu difokuskan pada studi tentang hukum sebagai variabel
akibat {dependent variable), studi demikian merupakan studi tersendiri
tentang hukum yang disebut Sosiologi Hukum.®

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai salah satu cabang dari llmu
Kenyataan Hukum Psikologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan
yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada
perkembangan jiwa manusia.®® Psikologi Hukum merupakan cabang
Ilmu Hukum yang paling muda. Psikologi Hukum mempelajari perilaku
atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari
gejala-hgejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku
atau sikap tindak tersebut.

Cabang llmu Kenyataan Hukum yang lain adalah Perbandingan
Hukum. Dalam hal ini, Perbandingan Hukum bukan sebagai suatu
metode ilmiah yang bertujuan membandingkan sistem hukum yang
berbeda untuk mencari persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum.
Dalam hal ini Perbandingan Hukum adalah sebagai disiplin limu
Pengetahuan Hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah
adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada
negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya
sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku.®®

Cabang lImu Kenyataan Hukum yang lain adalah Sejarah Hukum.
Sejarah Hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau
dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk
memperoleh pemahaman tentang hukum yang berlaku di masa lampau.®
liImu Pengetahuan Sejarah Hukum mulai berkembang sejak jamannya
Von Savigny yakni seorang tokoh filsafat hukum berkebangsaan Jerman
yang menjadi pelopor dari Mazhab Sejarah Hukum (Mazhab Historis)
yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih dirasakan pengaruhnya
di Indonesia.
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Bab 3
Penelitian (Research) Sebagai Suatu Aktivitas Atau Kegiatan
lImiah

Pengertian dan Hakikat Penelitian

Bagi sebagian orang, penelitian merupakan kegiatan atau aktivitas
yangsulituntukdilakukan.Kegiatanpenelitiandianggaphanyadapat
dilakukan oleh orang-orang tertentu. Pendapat demikian sebagian dapat
dianggap benar meskipun pada kenyataannya sesungguhnya tidak
demikian halnya. Penelitian memang merupakan aktivitas ilmiah yang
tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Akan tetapi, tidak berarti
bahwa kegiatan penelitian menjadi kegiatan yang sulit untuk dilakukan.
Kesan demikian tentu saja tidak benar karena kegiatan penelitian
merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang hanya saja
untuk melakukan penelitian perlu pengetahuan metode penelitian.
Bahkan, bagi seorang dosen, kegiatan penelitian sesungguhnya bukan
merupakan hal yang asing. Sebab, kegiatan penelitian merupakan bagian
dari aktivitas akademik atau aktivitas ilmiah seperti halnya memberi
kuliah yang menjadi tugas sehari-hari seorang dosen.

Apa yang dimaksud dengan penelitian? Istilah penelitian adalah
terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah
research berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang
berarti mencari.® Secara harfiah (literal), istilah research kemudian
diterjemahkan menjadi upaya untuk melakukan pencarian kembali.
Upaya pencarian kembali sebagai makna harfiah research mengandung
pengertian bahwa manusia selalu akan melakukan upaya pencarian jika
menghadapi masalah yang belum diketahui  jawabannya.
Manusia akan  berusaha melakukan upaya pencarian yang terus
menerus melalui kegiatan penelitian sebagai upaya untuk mencari
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jawaban setiap masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, penelitian
sebagai usaha atau upaya untuk mencari jawaban atas sesuatu masalah
yang dialami oleh manusia merupakan upaya yang tidak akan pernah
selesai. Manusia akan melakukan penelitian secara berulang-ulang dan
secara terus-menerus tanpa akhir setiap kali terjadi masalah atau timbul
masalah.

Apa yang dicari dalam suatu penelitian? Dalam penelitian yang dicari
adalah pengetahuan yang benar mengenai sesuatu hal atau sesuatu
fenomena. Pengetahuan yang benar itu perlu dicari karena akan dipakai
untuk menjawab pertanyaan atau untuk memecahkan masalah yang
dialami oleh manusia.® Pencarian atas pengetahuan yang benar tersebut
menunjukkan keterbatasan dan ketidaktahuan manusia atas sesuatu hal.
Oleh karena itu, penelitian dianggap perlu dilakukan karena manusia
tidak memiliki pengetahuan berkenaan dengan sesuatu hal tertentu atau
karena tidak memiliki pengetahuan dalam menangani sesuatu masalah.
Dengan perkataan lain, ketika suatu masalah timbul dan manusia tidak
tahu atau belum memiliki pengetahuan atau jawaban untuk
menyelesaikan masalah tersebut, manusia akan tergerak untuk
melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan yang benar yang dapat
menjawab masalah tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa masalah dan
ketidaktahuan manusia menjadi faktor atau alasan yang mendorong
manusia untuk melakukan segala upaya untuk mencari jawaban atas
setiap masalah yang dihadapinya.

Penelitian adalah salah satu upaya manusia untuk mencari jawaban
masalah yang dialami sehingga kesulitan yang dihadapi manusia tersebut
dapat diatasi. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk
mencari jawaban setiap masalah yang dialami manusia. Ada upaya yang
dapat diterima akal tetapi ada pula upaya yang tidak dapat diterima akal.
Sebagai contoh, kalau di suatu tempat terjadi bencana alam atau wabah
penyakit, penduduk setempat pergi ke orang pintar (dukun) untuk
mencari penyebab wabah penyakit tersebut. Dukun atau orang pintar
dapat mengemukakan bahwa penyakit atau bencana alam terjadi karena
masyarakat tidak memberikan sesajen yang patut kepada penguasa alam.
Untuk meredakan wabah atau bencana tersebut, masyarakat menyajikan
sesajen seperti yang diperintahkan dukun.

Apakah betul bahwa sesajen dapat meredakan wabah penyakit atau
bencana alam? Jawaban atas pertanyaan itu adalah jelas yaitu tidak.
Sesajen tidak mungkin dapat meredakan wabah penyakit atau bencana
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alam. Namun, terlepas dari soal reda atau tidak bencana alam atau wabah
penyakit tersebut, pemberian sesajen sebagai upaya menanggulangi
bencana alam atau wabah penyakit seperti dianjurkan dukun di atas tentu
saja harus dikategorikan sebagai pengetahuan yang tidak masuk akal.
Sebab, dalam hal ini, dukun tidak mungkin dapat menjelaskan hubungan
sesajen dengan wabah penyakit atau bencana alam. Pengetahuan yang
dihasilkan dari upaya seperti dikemukakan di atas disebut sebagai
pengetahuan pra-ilmiah. Pengetahuan pra-ilmiah adalah pengetahuan
yang diperolen bukan atas dasar suatu metode ilmiah. Sebab,
pengetahuan yang demikian tidak memiliki dasar pertanggungjawaban
yang rasional dan tidak diperoleh berdasarkan prosedur yang standard
atau bersistem (metode ilmiah).

Selain upaya yang tidak masuk akal seperti dikemukakan di atas, ada
upaya lain yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban masalah
yang dialaminya yaitu upaya yang dapat diterima akal. Upaya tersebut
disebut penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian
disebut ilmu pengetahuan ilmiah karena pengetahuan tersebut diperoleh
berdasarkan suatu melodc ilmiah. Dalam hal ini, metode ilmiah
merupakan tahap-lahapan (prosedur) yang sudah baku dalam suatu
penelitian.

Metode ilmiah sesungguhnya menggambarkan pola pikir (alur
pikiran) peneliti yang bersistem dalam menyelesaikan masalah. Tentu
saja, metode ilmiah tidak akan selalu sama untuk setiap cabang ilmu
pengetahuan. Tiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah
yang berbeda dari ilmu pengetahuan lain. Bahkan, selain perbedaan
dalam hal metode ilmiah, tiap cabang ilmu pengetahuan dapat memiliki
perbedaan dalam berbagai hal lain seperti dalam hal objek kajian,
kerangka berfikir, prosedur penelitian dan lain-lain.

Penelitian ilmiah {research) pada dasarnya mempunyai ciri
sistematis, logis dan empiris.®® Penelitian disebut bersifat sistematis
karena penelitian dilakukan berdasarkan tata cara dan tata urutan yang
bersifat runtut. Suatu penelitian juga disebut logis karena penelitian
menggunakan prinsip-prinsip yang dapat diterima akal. Akhirnya,
penelitian dapat juga disebut bersifat empiris karena penelitian didukung
oleh data yang bersifat empiris yaitu data yang digali dari realitas
kehidupan manusia. Namun, dalam penelitian hukum yang bersifat
dogmatis-normatif unsur empiris bukan merupakan unsur yang mutlak
karena dalam penelitian hukum yang diteliti bukan gejala-gejala sosial
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melainkan norma-norma hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena
akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa penelitian harus selalu bersifat
empiris. Akibat kecenderungan ini, mahasiswa hukum sering kali lebih
terlatin melakukan penelitian hukum yang bersifat empiris daripada
penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis.

Masalah Sebagai Titik Tolak Penelitian

Masalah adalah titik tolak penelitian karena tanpa masalah, penelitian
tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, masalah memiliki kedudukan yang
sangat penting dalam suatu penelitian. Bahkan, dapat disebut bahwa
masalah adalah jantung dari suatu penelitian. Seorang peneliti akan
berusaha merumuskan masalah penelitian dengan sebaik mungkin atau
setajam mungkin supaya penelitian yang akan dilakukan dapat
dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Jika
masalah penelitian diru-muskan dengan tidak baik, peneliti akan
mengalami berbagai macam kesulitan seperti kesulitan menggali data
ataupun bahan-bahan hukum yang diperlukan.

Masalah muncul ketika terjadi kesenjangan antara yang diharapkan
(das sollen) dengan kenyataan (das sein). Sebagai contoh, scseorang
datang ke doklcr mala untuk berobat ketika merasakan ada scsuatu yang
tidak biasa pada waklu melihat suatu objek. Pandangan orang tersebut
kurang jelas (rabun) scdangkan biasanya orang itu dapat melihat dengan
jelas. Dalam hal ini, orang tersebut menghadapi suatu kesenjangan antara
keadaan yang seharusnya yakni dapat melihat dengan jelas (das sollen)
dengan kenyataannya yakni mengalami gangguan penglihatan (das sein).
Kesenjangan itu menimbulkan masalah. Masalah inilah yang perlu dan
harus ditanggulangi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian. Jika tidak ada
masalah, dengan sendirinya, penelitian tidak perlu dilakukan. Dalam
hubungan ini, Bagir Manan mengemukakan "Jadi, pangkal tolak setiap
penelitian adalah adanya permasalahan. Tanpa permasalahan tidak ada
atau tidak perlu dilakukan penelitian."®*

Masalah dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan bersama
manusia. Masalah dapat muncul dalam aspek ekonomi, sosial, po-litik,
budaya, hukum dan sebagainya dengan karakteristik masing-masing.
Masalah dalam kehidupan manusia bersifat kompleks. Tiap masalah
dalam kehidupan manusia memiliki karakteristik tersendiri sehingga
memerlukan cara penanganan tersendiri. Hal itu mengakibatkan tiap
masalah yang timbul dalam masing-masing aspel kehidupan bersama
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manusia memerlukan penanganan tersendiri. Penanganan yang bersifat
khusus untuk tiap aspek kehidupan bersama manusia mengakibatkan
metode ilmiah dan metode penelitian yang dipergunakan oleh
masing-masing cabang ilmu pengetahuan juga harus berbeda. Oleh
karena itu, sekarang tiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode
ilmiah dan metode penelitian masing-masing.

Salah satu aspek dalam kehidupan bersama manusia adalah aspek
hukum. Hukum merupakan pedoman bertingkah laku. Hukum
menggambarkan pola perilaku yang seharusnya dilakukan manusia
supaya tercapai Kketertiban, kepastian dan keadilan dalam kehidupan
bersama manusia. Namun, ketertiban, kepastian hukum dan keadilan
tidak selalu dapat diwujudkan dalam kenyataan. ()Ich karena itu, dalam
bidang hukum dapat juha terjadi kesenjangan antara yang diharapkan
(das sollen) dengan kenyataan yang dia la mi (das sein).

Kesenjangan dalam bidang hukum dapat terjadi dalam tubuh tata
hukum itu sendiri maupun ketika hukum diterapkan dalam kenyataan.
Masalah hukum inilah yang menjadi titik tolak penelitian hukum. Dalam
garis besar, ada 2 (dua) macam kesenjangan dalam bidang hukum yang
menjadi penyebab timbul masalah-masalah hukum sehingga peta
permasalahan hukum terletak pada 2 (dua) kemungkinan tersebut.

Pertama, masalah hukum dapat timbul karena terjadi kesenjangan
dalam tubuh tata hukum antara asas-asas hukum atau doktrin hukum
dengan norma-norma hukum positif. Dalam hal ini, norma-norma hukum
positif yang dibentuk oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum
menyimpang dari asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang
menjadi dasar rasionalitasnya. Contoh tipe masalah hukum ini adalah
kesenjangan yang terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Menurut doktrin hukum Hans Kelsen atau asas hukum {lex
superior derogat legi inferiori), peraturan perundangan-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi. Sebab, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus
menjabarkan norma-norma hukum yang lebih tinggi.

Dari manakah dapat diketahui bahwa norma hukum yang lebih
rendah bertentangan dengan norma hukum vyang lebih tinggi?
Kesenjangan di antara norma-norma hukum dapat diketahui oleh
seorang peneliti jika peneliti menguasai doktrin-doktrin hukum dan
asas-asas hukum. Seorang peneliti akan dapat mengetahui adanya
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kesenjangan hukum jika bertitik tolak dari doktrin-doktrin hukum,
asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang mutlak harus diketahui
lebih dahulu. Doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum merupakan
pandangan yang bersifat seyogianya atau seharusnya {das sollen). Maka,
jika ada peraturan perundang-undangan yang dalam kenyataan
menyimpang dari doktrin atau asas hukum, hal itu menunjukkan suatu
kesenjangan dalam tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu
negara. Kesenjangan itu dengan sendirinya akan menimbulkan
masalah-masalah hukum.

Sebagai contoh, menurut doktrin hukum Hans Kelsen yang sudah
umum diketahui oleh orang yang pernah belajar hukum, latanan hukum
positif yang berlaku dalam suatu negara pada clasarnya merupakan suatu
tatanan norma hukum yang berjenjang (bertingkat) seperti layaknya
sebuah tangga. Jenjang (tangga) norma-norma hukum itu dimulai dari
norma hukum yang paling imjigi dan yang paling abstrak kandungannya
sampai pada norma hukum yang paling rendah dan paling konkrit
kandungannya.®” Untuk ketertiban hukum, demikianlah tatanan hukum
positif , ini, Inilaku dalam suatu negara kemudian ditata. Namun, dalam
selalu tujuan ideal yaitu tatanan hukum yang tertib seperti diteorikan
Hans Kelsen dapat diwujudkan dalam kenyataan. Selalu ada
kemungkinan, pembentuk undang-undang melakukan kesalahan yakni
membentuk undang-undang yang kandungan normanya bertentangan
dengan undang-undang dasar sebagai norma hukum tertinggi sehingga
mengacaukan tata hukum. Sebagai contoh, UU Nomor 19 Tahun 1964
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD
1945 sebelum amandemen.

Masalah hukum yang dapat ditimbulkan oleh pertentangan antara dua
peraturan undang-undang yang berbeda derajat adalah kekacauan pada
struktur tata hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pertentangan dua norma hukum yang berbeda derajat akan membuat
orang bingung mengenai norma hukum yang seharusnya dijadikan
pedoman dalam bertingkah laku. Kekacauan itu pada gilirannya akan
melanda keseluruhan sistem tata hukum. Dalam hubungan ini dapat
dikemukakan contoh peraturan-peraturan daerah yang akhir-akhir ini
banyak dipersoalkan dan dibatalkan oleh Presiden (pemerintah pusat)
karena bertentangan dengan undang-undang. Masalah-masalah hukum
seperti itu tentu saja membutuhkan jawaban sehingga perlu dilakukan
penelitian hukum.
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Masalah hukum lain yang mungkin terjadi adalah kekaburan makna
norma-norma hukum. Kesalahan dalam merumuskan norma hukum bisa
juga terjadi sehingga ada norma hukum yang dirumuskan dengan kurang
baik atau memakai istilah yang maknanya sukar dideskripsikan sehingga
tidak jelas kandungan norma hukumnya. Sebagai akibatnya, norma-
hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang
terjadi dalam kenyataan atau setidaknya akan mengalami kesulitan yang
besar ketika hendak menerapkan norma hukum tersebut.

Sebagai contoh, Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah menyebutkan
"Peserta Pemilu unluk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”
Secara teknis hukum, dapat dikemukakan bahwa dalam pasal di atas
tidak ada kandungan normatifnya. Kandungan normatif dalam
undang-undang biasanya adalah pertintah, larangan, ijin, perbolehan,
kewenangan, kewajiban dan sebagainya. Namun, dalam pasal yang
dikemukakan di atas, hal-hal tersebut tidak ada. Akan lebih baik jika
rumusan pasal di atas diubah menjadi "Perseorangan berhak untuk
mengikuti pemilihan umum untuk memilih angggota DPD." Jika
rumusan pasal di atas diubah sesuai dengan usul penulis, kandungan
normatif pasal tersebut jelas adalah kewenangan atau hak.

Ketidakjelasan ~ kandungan norma hukum dalam  suatu
undang-undang termasuk salah satu bentuk kesenjangan yang dapat
menimbulkan masalah hukum. Norma-norma hukum ditetapkan dengan
tujuan (maksud) untuk memberikan tuntunan berperilaku bagi manusia.
Supaya tuntutan berperilaku itu dapat diikuti oleh manusia,
bentuk-bentuk perilaku yang seharusnya terkandung dalam norma-norma
hukum harus dirumuskan secara jelas. Jika kandungan norma suatu
undang-undang tidak jelas, pola perilaku yang seharusnya yang hendak
dinyatakan dalam norma-norma hukum itu dengan sendirinya juga tidak
jelas. Sebagai akibatnya, fungsi norma hukum sebagai pedoman yang
akan memberikan tuntunan berperilaku yang seharusnya kepada manusia
tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Jadi, jika ada undang-undang
yang kandungan normatifnya tidak jelas, secara substansial atau hakiki
norma-norma hukum itu sesungguhnya bukan merupakan norma hukum
karena telah gagal memberikan tuntutan berperilaku yang seharusnya
kepada manusia.

Undang-undang vyang tidak jelas kandungan norma-norma
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hukumnya, pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesenjangan.
Masalah hukum seperti ini pada dasarnya memiliki karakter tersendiri
dan dengan sendirinya akan menimbulkan masalah-masalah hukum
tersendiri dalam kesatuan tata hukum. Secara ideal (das solleri), menurut
IlImu Kaedah Hukum, isi dan sifat kaidah hukum atau norma-norma
hukum harus dirumuskan dengan tegas dan jelas.*

Ketiadaan norma hukum yang disebut sebagai kekosongan hukum
atau undang-undang juga merupakan suatu bentuk kesenjangan di bidang
hukum yang akan menimbulkan pcrmasalahan hukum tersendiri. Sistem
norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat
tidak selalu dapat i nony ediakan pola perilaku yang seharusnya yang
menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Pada suatu ketika
bisa saja muncul masalah hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan
atau tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang atau pembentuk
hukum karena perkembangan masyarakat yang selalu lebih cepat dari
perkembangan hukum. Dalam keadaan seperti inilah terjadi suatu
keadaan yang pada umumnya disebut kekosongan hukum atau
kekosongan undang-undang (rechtsvacuum atau wet vacuum). Dalam
hubungan dengan masalah kekosongan hukum yang dikemukakan di
atas, Yudha Bhakti mengemukakan :

Apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat
diterapkan sekalipun ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan
sosiologis sedang di lain pihak hukum kebiasaan atau hukum adat pun
tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian
perkara itu berarti persoalan ini bersangkutan dengan kekosongan
hukum dalam sistem formil dari hukum.

Sebagai contoh kekosongan hukum, Yudha Bhakti menunjuk kasus
Iwan Robianto Iskandar yang terjadi tahun 1973.% Iwan Robianto
Iskandar seorang laki-laki mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar status pemohon dapat diganti dan
diubah dari seorang pria menj adi seorang wanita.*® Setelah menyadari
ebrbagai pertimbangan dan setelah mendengar para saksi ahli, akhirnya
pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk dinyatakan
sebagai wanita.

Tipe masalah hukum lain yang mungkin terjadi dalam suatu
penelitian hukum adalah kesenjangan yang terjadi antara norma-norma
hukum dengan kenyataan empiris. Kandungan normatif yang terdapat
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dalam norma-norma hukum positif sesungguhnya merupakan pandangan
yang seyogianya (das solleri) jika ditinjau dari sudut pandang tertentu.
Kandungan normatif yang terkandung dalam norma-norma hukum
positif sesungguhnya merupakan perilaku ideal yang diharapkan untuk
dilakukan oleh seliap orang dalamkehidupanbersama. Namun, harapan
ilu lidak selalu terkabul karena selalu saja ada orang yang berperilaku
menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif tersebut. Sebagai
contoh, kesenjangan akan terjadi ketika UU Lalu Lintas yang diharapkan
dapat membuat ketertiban dalam berlalu lintas ternyata dalam kenyataan
yang  terjadi  justru  menimbulkan  ketidakteraturan  dan
kekurangamanan.®” Dalam hal ini masalah hukum yang timbul adalah
masalah ketidakefektifan hukum.

Masalah-masalah hukum yang dikemukakan di atas merupakan
masalah hukum empiris yaitu masalah hukum yang timbul dalam
kenyataan. Masalah-masalah hukum seperti itu dapat diteliti dengan
metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang
hendak dicari adalah ada atau tidak ada hubungan atau pengaruh antara
hukum dengan aspek kemasyarakatan yang lain. Dalam hal ini, hukum
dipandang sebagai subsistem kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan
subsistem kemasyarakatan lain seperti subsistem ekonomi, politik dan
lain-lain. Penelitian yang menempatkan hukum sebagai subsistem
kemasyarakatan memiliki kerangka berfikir yang berbeda dengan
kerangka penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis.

Penelitian hukum empiris mengikuti bentuk penalaran ilmu-ilmu
kealaman atau ilmu-ilmu sosial sehingga dengan sendirinya penelitian
hukum empiris akan mengikuti pula kerangka berfikir ilmu-ilmu
kealaman dan ilmu-ilmu sosial tersebut. Sebagai kon-sekuensinya,
metode ilmiah penelitian hukum empiris juga akan mengikuti metode
ilmiah yang lazim dalam llmu-ilmu Kealaman dan llmu-ilmu Sosial.
Dengan perkataan lain, dalam penelitian hukum empiris, norma-norma
hukum dianggap sama sebagai gejala-gejala yang bersifat alamiah
sehingga dapat diperlakukan seperti halnya gejala-gejala alam atau gejala
sosial dan bukan dianggap sebagai norma hukum yang merupakan
produk manusia sebagai mahlukyang memiliki hali nurani, pikiran dan
perasaan.

Pandangan terhadap hukum seperti dikemukakan di atas
sesungguhnya bukan merupakan pandangan hukum dogmatis
melainkanpandanganilmu-ilmupengelahuan lain yang menjadikan
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hukum sebagai objek kajiannya. Oleh sebab ilu, jika disebutkan bahwa
penelitian tersebut merupakan penelitian hukum, hal itu sebenarnya
sudah menunjukkan adanya kesalahan onlologis dan epistemologis
dalam suatu penelitian hukum empiris sejak dari awalnya. Sebab,
penelitian hukum empiris sesungguhnya bukan merupakan penelitian
hukum dalam arti yang sesungguhnya.®® Kecenderungan seperti ini
menurut Francisco Budi Hardiman mula-mula terjadi karena pengaruh
positivisme ilmu-ilmu kealaman melanda ilmu-ilmu sosial sehingga
metode penelitian ilmu-ilmu kealaman dicoba diterapkan pada ilmu-ilmu
sosial.*® Dari ilmu-ilmu sosial, kemudian berkembang lebih jauh hingga
melanda IImu-ilmu Kebudayaan termasuk Ilmu-ilmu Hukum.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas dapat di-simpulkan
bahwa penelitian hukum perlu dilakukan apabila timbul masalah hukum
dalam kehidupan bersama manusia seperti masalah kekosongan hukum,
pertentangan dua peraturan yang berbeda derajat, norma hukum yang
tidak jelas dan sebagainya. Tujuan penelitian hukum itu adalah untuk
mencari jawaban masalah tersebut. Oleh sebab itu, Soerjono Soekanto
mengemukakan "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang di-dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisanya."'® Dengan perkataan lain, penelitian
hukum adalah suatu bentuk aktivitas ilmiah yang dilakukan secara
sistematis dan berdasarkan metode tertentu dalam rangka mempelajari
gejala-gejala hukum dan mencari jawaban atas masalah hukum yang
timbul.

Metode IImiah Sebagai Prosedur Baku Dalam Penelitian

Bagaimana cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencari jawaban
permasalahan yang dialaminya? Ada berbagai macam cara yang
ditempuh manusia untuk mencari jawaban dari permasalahan yang
dialami. Ada kemungkinan bahwa manusia mencari jawaban atas
masalah yang dihadapi dengan cara menebak-nebak atau dengan cara
lain. Ada juga dengan cara mengaiulalkan kekuatan gaib atau yang
sering juga discbul dengan orang pinlar atau dukun
atau dengan cara uji-coba dan sebagainya. Metode seperti ini tidak dapat
dikategorikan sebagai metode ilmiah.

Cara manusia dalam mencari jawaban masalah yang dialaminya yang
disebut sebagai metode ilmiah adalah cara yang bersistem. Metode
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ilmiah merupakan cara atau prosedur penelitian yang bertahap sehingga
setiap tahapan kegiatan jelas arah dan tujuannya sehingga kebenaran
hasil penelitian dapat diterima akal. Dalam hal ini, metode ilmiah
berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah baku yang harus
dilakukan atau harus ditempuh oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk
mencari jawaban atas suatu masalah sehingga hasil penelitian tersebut
dapat diterima sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah.

Kata metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu
"meta" yang berarti sesudah dan "hodos" yang berarti jalan. Metahodos
atau metode berarti langkah-langkah yang diambil menurut urutan
tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar.*®* Langkah-langkah
atau tahap-tahapan dalam penelitian adalah aktivitas yang harus
dilakukan demi kebenaran pengetahuan yang akan diperoleh dari suatu
penelitian. Jika penelitian dilakukan dengan menyimpang dari
langkah-langkah yang sudah baku, kebenaran pengetahuan yang
diperoleh dari penelitian akan diragukan. Dengan perkataan lain dapat
dikemukakan bahwa penelitian yang menyimpang dari prosedur
penelitian yang sudah baku tidak akan menghasilkan pengetahuan ilmiah.

Metode mencakup berbagai macam hal yang berkaitan dengan
aktivitas suatu penelitian. Metode ilmiah berkaitan dengan kegiatan
menelusuri bahan-bahan atau data kepustakaan. Metode ilmiah juga
berkaitan dengan teknik pengumpulan data atau bahan-bahan. Bahkan,
metode ilmiah juga berkaitan dengan jenis atau macam dala atau bahan
yang digali dalam suatu penelitian serta teknik analisis dala atau bahan
yang dikumpulkan dalam penelitian. Secara ringkas dapat dirumuskan
bahwa metode ilmiah sebagai "Suatu prosedur yang mencakup berbagai
tindakan, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh
pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada."%2
Sesuai dengan pengertian metode ilmiah yang dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa kebenaran pengetahuan yang dihasilkan oleh suatu
penelitian terletak atau bergantung pada metode atau cara atau prosedur
penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang
diperlukan sebagai jawaban atas masalah. Metode ilmiah yang salah
dengan sendirinya akan mengakibatkan hasil penelitian yang salah.
Dalam hal ini hendaknya dibedakan antara metode ilmiah dengan metode
penelitian. Metode ilmiah memiliki pengertian yang lebih luas. Sebab,
metode penelitian adalah bagian dari metode ilmiah. Metode penelitian
pada dasarnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam
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rangka mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
untuk menjawab masalah penelitian.

Apakah fungsi metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah? Fungsi
metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah adalah untuk memberi
tuntutan atau pedoman supaya penelitian dilaksanakan sesuai dengan
tahap-tahapan yang sudah baku sehingga penelitian tersebut dapat
mencapai sasaran dan hasilnya dapat diterima. Jika suatu penelitian
dilakukan secara menyimpang dari prosedur penelitian yang sudah baku
dengan sendirinya kebenaran hasil penelitian itu tidak akan diterima
sebagai suatu pengetahuan. Dengan perkataan lain, metode ilmiah
memberikan jaminan bahwa suatu penelitian dilakukan dengan prosedur
yang benar (lazim) sehingga hasil penelitian dapat diterima sebagai suatu
pengetahuan yang bersifat ilmiah.

Sebenarnya, sampai sekarang be | um ada kesepakatan di antara
parapakar mengenai jumlah, macam dan urutan langkah yang pasti yang
harus dipenuhi sebagai ukuran supaya suatu metode disebut
sebagaimetode ilmiah. Setiap cabang ilmu pengetahuan mcnipunyai
identitas masing-masing sehingga tiap cabang ilmu pengetahuan akan
memiliki metode sendiri sesuai dengan identitas masing-masing cabang
ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan identitas
masing-masing akan selalu terdapat perbedaan dalam metode ilmiah.
Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan "Metodologi penelitian yang
diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu
pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya
berbeda dengan penelitian ilmu hukum."'* Sebagai konsekuensi dari
perbedaan metode tersebut berarti bahwa metode ilmiah suatu cabang
ilmu pengetahuan tidak dapat dipaksakan penerapannya terhadap cabang
ilmu pengetahuan yang lain.

Pandangan yang berusaha menerapkan satu metode ilmiah terhadap
segenap cabang ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh aliran positivisme.
Menurut aliran ini, tak perlu ada perbedaan metode ilmiah dalam
ilmu-ilmu pengetahuan karena metode ilmiah ilmu-ilmu alam telah
sukses menjelaskan gejala-gejala alam. Oleh karena itu, penerapan
metode ilmiah lImu-ilmu Alam diyakini juga akan membuahkan hasil
yang sama sukses jika metode itu diterapkan dalam Illmu-ilmu
Kemasyarakatan.’®® Gagasan untuk menerapkan satu metode ilmiah
terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan dipelopori oleh tokoh-tokoh
Lingkaran Wina seperti Auguste Comte dan pelopor neo-positivisme
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abad ke-20.

Pandangan satu metode ilmiah untuk segenap ilmu pengetahuan yang
dikemukakan di atas pada saat sekarang sudah ditinggalkan orang.
Dewasa ini setiap cabang ilmu pengetahuan sudah memiliki metode
ilmiah masing-masing. Perbedaan metode ilmiah dalam tiap cabang ilmu
pengetahuan pertama-tama disebabkan oleh perbedaan objek kajian.
Objek kajian yang berbeda membutuhkan metode ilmiah yang berbeda.
Kedua, perbedaan itu juga terjadi karena perbedaan sudut pandang atau
perspektif atau metode pendekatan dalam menangani objek kajian
(perbedaan objek formal). Namun, selain itu, perbedaan metode ilmiah
tiap cabang ilmu pengetahuan dewasa ini semakin dirasakan penting
karena adanya kebutuhan untuk menghasilkan berbagai macam
pengetahuan yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, Budi Hardiman
mengemukakan:

"Macam-macam objek penelitian mencntukan macam-macam
ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Namun, satu hal yang
semakin scrius dilihal dalam Cilsafal pengetahuan dewasa ini
adalah fakta bahwa bermacam-macam pendekatan, metode,
prosedur dan seterusnya juga mencntukan macam-macam
pengetahuan yang dihasilkannya."'%

Ada yang berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada 5 (lima)
langkah yang dapat dikatakan sebagai pola umum suatu metode ilmiah.
Kelima langkah tersebut adalah (1) Perumusan masalah, (2) Perumusan
dugaan sementara (hipotesis), (3) Pengumpulan data, (4) Perumusan
kesimpulan dan (5) Verifikasi hasil.’® Namun, ada pula yang
mengemukakan bahwa metode ilmiah mencakup langkah-langkah (1)
perumusan masalah, (2) perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara
terhadap masalah, (3) pengumpulan data dan informasi untuk menjawab
masalah, (4) menguji hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh
dan (5) menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. X7

Tahap-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan tahapan yang
sudah permanen sehingga disebut juga sebagai prosedur baku suatu
penelitian. Hanya penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur baku
yang dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah.'® Penelitian yang
menggunakan metode ilmiah (scientific method) disebut penelitian
ilmiah (scientific research).
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Metode IImiah Dalam Penelitian Hukum

Apakah metode ilmiah yang dikemukakan di atas sama dengan metode
ilmiah dalam suatu penelitian hukum? Metode ilmiah yang dikemukakan
di atas merupakan metode ilmiah yang lazim dalam limu-ilmu Kealaman
atau llmu-ilmu Sosial yang bersifat empiris. Padahal, sudah diketahui
bahwa Ilmu Hukum .pada dasarnya merupakan pengetahuan yang
bersifat dogmatis-normatif sehingga tidak termasuk ke dalam salah satu
dari kedua cabang ilmu pengetahuan yang disebut di atas. Oleh scbhab itu,
metode ilmiah dalam penelitian hukum yuridis-normatil” atau
yuridis-dogmatis dengan sendirinya akan berbeda atau hams berbeda
dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Iimu-ilmu Sosial.

Metode ilmiah suatu penelitian hukum yang bersifat
yuridis-dogmatis haras berbeda dari metode ilmiah yang dikemukakan di
atas. Pertama, disebabkan oleh perbedaan objek kajian antara IImu-ilmu
Hukum dengan Ilmu-ilmu Kealaman dan lImu-ilmu Sosial. Dalam
penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis, objek kajian adalah
norma-norma hukum sebagai produk manusia sebagai mahluk berakal
budi, berhati nurani dan berperasaan.'® Norma-norma hukum tidak dapat
diperlakukan sebagai fenomena alam atau fenomena sosial karena
hakikatnya memang berbeda. Norma-norma hukum adalah fenomena
kebudayaan karena merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia
sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan pikiran manusia.

Sebagai ungkapan manusia yang demikian, norma-norma hukum
selalu mengandung makna. Hukum adalah norma atau kaidah yang
secara sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan yang
tertentu supaya mencapai hasil yang diharapkan. Norma-norma hukum
bukan sesuatu yang terberi atau terbentuk dengan sendirinya seperti
halnya gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial yang terbentuk atau
terjadi secara alamiah. Dengan demikian, perlakuan terhadap
norma-norma hukum tidak sama dan harus berbeda dengan perlakuan
terhadap gejala-gejala kealaman atau gejala-gejala sosial yang bersifat
terberi atau sebagai gejala yang tidak dilakukan manusia tetapi terbentuk
sebagai suatu proses alamiah sebagaimana sudah dikemukakan.

Kedua, perbedaan metode ilmiah antara IImu-ilmu Hukum dengan
lImu-ilmu Kealaman dan liImu-ilmu Sosial juga terjadi karena perbedaan
sudut pandang dalam mendekati norma-norma hukum sebagai objek
pengamatan dalam penelitian hukum sebagai penuntun bertingkah laku
yang seyogianya. Dalam penelitian hukum yuridis-domatis atau
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yuridis-normatif, norma-norma hukum didekati dari metode pendekatan
yang berbeda dari gejala-gejala alam atau gejala sosial. Dalam penelitian
hukum, norma-norma hukum dipandang dari segi aspek normatifnya
yakni dari segi kekuatan mengikatnya sebagai pedoman bertingkah laku
yang seyogianya.

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan
bahwa metode ilmiah dalam penelitian hukum yuridis-normatif atau
penelitian hukum dogmatis jelas harus berbeda dari metode ilmiah
lImu-ilmu Kealaman dan lImu-ilmu Sosial yang dikemukakan di atas.
Hal ini perlu ditegaskan karena dewasa ini ada kecenderungan untuk
menerapkan metode ilmiah dan metode penelitian ilmu-ilmu sosial
dalam penelitian hukum dogmatis atau yuridis-normatif. Dalam
hubungan ini, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan ". . . terjadi
kekeliruan yang fatal yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan
hipotesis sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian sosial."**°
Dalam kaitan dengan kekeliruan fatal yang telah terjadi dalam penelitian
hukum seperti dikemukakan di atas, Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut
mengemukakan:

"Dalam hal demikian, tujuan penelitian hukum tidak lebih dari
melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik. Inti dari pe-
nelitian hukum menurat prosedur tersebut adalah melakukan
pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan
di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan
hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup
bermasyarakat. Dengan mengikuti prosedur demikian, tidak
dapat dielakkan bahwa studi hukum lalu berubah menjadi studi
mengenai perilaku."**

Dalam hal ini, penulis mengusulkan bahwa metode ilmiah dalam
suatu penelitian yuridis-normatif meliputi tahap-tahapan sebagai berikut.
Pertama, pemmusan masalah hukum dengan bersaranakan hukum
positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Kedua, setelah
masalah hukum dirmuskan, pengumpulan bahan-bahan hukum melalui
studi pustaka. Ketiga, bahan-bahan hukum dianalis dengan bersaranakan
logika dan metode interpretasi untuk menetapkan maknanya. Kecmpat,
setelah makna bahan-bahan hukum dipahami kemudian dilakukan
perumusan pendapat hukum atau keputusan hukum. Langkah kelima,
penulisan laporan penelitian. Kelima langkah yang dikemukakan di atas
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seyogianya dilakukan oleh seorang peneliti hukum supaya dapat
menjawab masalah hukum yang hendak dicari jawabannya.

Kelima langkah-langkah yang penulis kemukakan di atas sebagai
langkah-langkah baku dalam metode ilmiah penelitian hukum bertitik
tolak dari alasan sebagai berikut. Pertama, kom-petensi yang pada
dasarnya dimiliki oleh seorang sarjana hukum (S-1) adalah kemampuan
untuk merumuskan masalah hukum dari suatu peristiwa hukum. Jika
masalah hukumnya sudah dirumuskan, seorang sarjana hukum
kemudian harus berusaha membuat suatu pendapat hukum sebagai
altematif untuk menjawab atau menyelesaikan masalah hukum tersebut.
Altematif solusi sebagai jawaban atas masalah hukum yang ditawarkan
oleh seorang sarjana hukum tersebut tentu saja harus ditetapkan sesuai
dengan dan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara
atau masyarakat.

Kedua, kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang sarjana
yang bergelar magister hukum (S-2) atau doktor hukum (S-3) tentu saja
berbeda dari kompetensi seorang sarjana hukum (S-I) seperti yang
dikemukakan di atas. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang
magister hukum atau doktor hukum pada dasarnya adalah kemampuan
untuk membentuk suatu gagasan baru di bidang hukum. Gagasan baru itu
diharapkan sebagai gagasan yang bertujuan untuk menyempurnakan
hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam
hal ini, gagasan baru itu dapat diposisikan sebagai hukum yang akan
berlaku pada masa yang akan datang {ius constituendum).

Macam-macam kompetensi lulusan fakultas hukum atau program
magister dan doktor hukum yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari
aktivitas penelitian hukum. Sebab, macam-macam kompetensi di bidang
hukum itu selalu berkaitan dengan kegiatan pnelitian hukum. Sebagai
contoh, seorang hakim bergelar sarjana hukum (S-1) dalam mengadili
suatu kasus tentu saja terlebih dahulu harus mengerahui masalah hukum
dalam kasus tersebut. Jika masalah hukum sudah dikctahui, langkah
kedua adalah menjawab masalah hukum Icrscbul berdasarkan hukum
positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Untuk itu,
hakim tersebut harus melakukan penelitian hukum atau pcnelusuran
bahan-bahan hukum untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya.
Dalam hubungan inilah, metode ilmiah dalam penelitian hukum perlu
dikuasai.

Hal yang sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh hakim seperti
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dikemukakan di atas juga akan dilakukan oleh seorang magister hukum
atau doktor hukum. Untuk membentuk suatu gagasan hukum yang baru
harus bertitik tolak dari masalah hukum. Masalah hukum itu dijawab
dengan menawarkan suatu gagasan baru yang menurut peneliti yang
bersangkutan merupakan gagasan yang lebih baik. Untuk membentuk
suatu gagasan yang baru di bidang hukum, seorang magister atau doktor
hukum harus melakukan penelitian hukum atau penelusuran
bahan-bahan hukum. Dalam hubungan inilah, metode ilmiah dalam
penelitian hukum perlu dikuasai.

Tujuan Suatu Penelitian

Penelitian sebagai suatu aktivitas intelektual manusiapada dasarnya
bertujuan untuk mencari pengetahuan yang baru sebagai jawaban dari
permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Pengetahuan yang diperoleh
dari penelitian itu bermacam-macam. Ada pengetahuan yang bertujuan
untuk mendeskripsikan atau memaparkan gejala-gejala. Sebagai contoh,
pengetahuan tentang jumlah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan
setiap hari, minggu atau bulan. Pengetahuan yang demikian disebut
pengetahuan deskriptif. Akan tetapi, ada pula pengetahuan yang
bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua gejala. Pengetahuan
seperti ini disebut pengetahuan yang bersifat eksplanatif (menjelaskan).
Sebagai contoh, pengetahuan tentang hubungan antara kemiskinan
dengan kejahatan.

Macam-macam pengetahuan yang diperoleh .dari suatu penelitian
berkaitan erat dengan macam-macam tujuan penelitian. Menurut
Soerjono Soekanto, tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk:

a. mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat
merumuskan masalah,

b. menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu
keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok,

c. mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum,

d. memperoleh data men genai hubungan antara suatu gejala hukum
dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa),

e. menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab-
akibat (harus didasarkan hipotesa).™
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Penelitian hukum dogmatik (penelitian yuridis-normatif) tidak
bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua gejala hukum
sehingga tidak bermaksud untuk melakukan pengujian hipotesa seperti
dikemukakan di atas. Penelitian yuridis-normatif juga tidak bertujuan
untuk mendapatkan frekuensi peristiwa hukum. Sebab, penelitian
yuridis-normatif tidak meneliti gejala-gejala sosial melainkan meneliti
norma-norma hukum, asas-asas hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.
Penelitian yuridis-normatif juga tidak bertujuan untuk memperoleh data
mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain
misalnya hubungan pembatasan usia kawin dengan gejala perubahan
nilai-nilai budaya.

Tujuan penelitian hukum dogmatik (penelitian yuridis-normatif)
pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum
positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat supaya dapat
dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.

Ada masalah hukum yang terkait dengan suatu kasus atau peristiwa
konkrit sehingga bersinggungan dengan hak dan kewajiban individual
seperti misalnya masalah pembagian harta warisan atau masalah
perceraian. Tujuan penelitian ini lebih dekat dengan tujuan penelitian
yang disebut pada point (b) di atas yaitu menggambarkan secara lengkap
aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku
kelompok. Namun, ada masalah hukum yang terkait dengan tatanan
hukum positif itu sendiri sehingga berkaitan dengan kepentingan (hak
dan kewajiban) bersama suatu masyarakat atau bangsa seperti misalnya
masalah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang diatur dalam
undang-undang dasar. Tujuan penelitian ini lebih dekat dengan tujuan
penelitian pada point (a) yang disebut di atas yaitu untuk mendapatkan
pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah
hukum.

Hubungan Penelitian dengan IImu Pengetahuan

Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban setiap masalah yang
dialami oleh manusia. Setiap kali menghadapi masalah yang beliini
diketahui jawabannya, manusia akan melakukan penelitian iniliik
mencari jawaban masalah tersebut. Hasil yang diperoleh dan
penelitian  disebut pengetahuan (knowledge). Dalam hal ini,
secara terbatas pengetahuan dapat diartikan sebagai segala hal yang
diketahui oleh manusia yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman
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(empiris). Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian akan
menjadi suatu himpunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis.
Pengetahuan yang demikian disebut ilmu pengetahuan (science). Dari
uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan
mempunyai hubungan yang erat. Penelitian adalah sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh
manusia berdasarkan penelitian yang dilakukannya sampai dengan
sekarang ada 3 (tiga) macam atau tingkatan. Ketiga tingkatan
pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang dapat (a) membuat suatu
deskripsi (memaparkan), (b) menjelaskan hubungan antara dua fakta dan
menjelaskan hubungan kedua fakta tersebut (eksplanasi) dan (c)
membuat perkiraan (prediksi) untuk masa yang akan datang.

Macam-macam Penelitian

Penelitian dapat dibedakan dengan berbagai macam cara atau
berdasarkan berbagai macam titik tolak. Dalam garis besarnya,
penelitian dapat dibedakan (a) dari sudut sifatnya, (b) dari sudut
bentuknya, (c) dari sudut penerapannya, (d) dari sudut ilmu dan metode
yang diterapkan, (e) dari sudut bidang ilmunya, dan (f) dari sudut tempat
(lokasi) penelitian dilakukan.

Jika ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibagi atas 3 (tiga)
macam bentuk penelitian vyaitu (a) penelitian eksploratoris
(penjelajahan), (b) penelitian deskriptif (memaparkan) dan (c) penelitian
eksplanatoris (menjelaskan).™® Ketiga macam penelitian ini berbeda
dalam berbagai hal seperti misalnya berbeda dari scgi tingkat kesulitan
penelitian, tujuan penelitian dan sebagainya.

Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang bertujuan untuk
menggali data schanyak mungkin. Penelitian ini dilakukan jika
pengetahuan tentang sesiiatu gejala (Ilcnomena) masih sangat kurang
atau belum ada sama sekali. Penelitian ini kadang-kadang juga disebut
feasibility study atau sludi kclayakan. Sebagai contoh, polisi yang
mendapat laporan bahwa suatu tabrakan telah terjadi kemudian datang
ke tempat kej adian lalu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh
data sebanyak mungkin.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena atau suatu keadaan.
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin
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sehingga suatu fenomena atau keadaan dapat digambarkan secara utuh
atau secara menyeluruh. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat
mengadakan pencatatan jumlah mahasiswa yang mengunjungi
perpustakaan setiap hari menurut semester dan jenis kelamin. Dari hasil
penelitian tersebut akan diperoleh gambaran tentang mahasiswa yang
paling sering mengunjungi perpustakaan dan dari jenis kelamin laki-laki
atau perempuan.

Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk
menjelaskan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.
Sebagai contoh, penelitian tentang hubungan krisis ekonomi dengan
pertumbuhan jumlah pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menguji hipotesis. Sebagai contoh, ada teori yang menyebutkan bahwa
kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mendorong tindakan
kejahatan. Untuk menguji kebenaran teori itu perlu dilakukan penelitian
eksplanatoris yaitu menguji hubungan antara gejala kemiskinan dengan
gejala kejahatan.

Penelitian dari sudut bentuknya dapat dibagi atas 3 (tiga) macam
bentuk penelitian yaitu (a) penelitian diagnostik, (b) penelitian preskriptif
dan (c) penelitian evaluatif.""Ketiga bentuk penelitian yang disebut di
atas masing-masing memiliki perbedaan dalam berbagai hal seperti
mengenai perbedaan tujuan penelitian dan tingkat kesulitannya.

Penelitian diagnostik adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala
atau beberapa gejala. Sebagai contoh, dokter mendiagnosa penyebab
penyakit seorang pasien. Penelitian preskripstif adalah penelitian yang
bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai hal-hal yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah Icrtcntu. Sebagai contoh,
penelitian dalam rangka merumuskan kebijakan three in one untuk
mengatasi kemacetan lalu lintas di I; i k; ill a. Penelitian evaluatif adalah
penelitian yang bertujuan untuk im-mlai program-program yang telah
dijalankan. Sebagai contoh, penelitian tentang evaluasi pelaksanaan
program (kebijakan) Keluarga Berencana (KB) di kalangan masyarakat
Batak.

Jika ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian dapat dibagi atas 2
(dua) macam bentuk yaitu (a) penelitian murni (pure research) dan (b)
penelitian terapan (applied research).!t® Penelitian murni (pure research)
adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan atau doktrin-doktrin. Penelitian ini juga disebut sebagai
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basic research atau fundamental research. Penelitian hukum secara
murni pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan. Penelitian secara murni dapat dilakukan untuk menemukan
atau menguji kembali berbagai konsep dan teori-teori hukum yang sudah
ada.''® Sebagai contoh, penelitian tentang doktrin Hans Kelsen
berkenaan dengan di mana tempat hukum tidak tertulis seperti kebiasaan
ketatanegaraan dalam teori tersebut.*’

Penelitian terapan (applied research) adalah penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dibuat sebagai
rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini juga disebut sebagai
action research. Sebagai contoh, hasil penelitian tentang penyebab
korupsi dapat dipakai untuk merumuskan suatu kebijakan tentang upaya
pemberantasan korupsi. Contoh lain, penelitian dalam rangka
pembaharuan peraturan perundang-undangan. Kedua penelitian yang
disebut di atas juga berbeda dari berbagai aspek seperti dalam hal
maksud dan tujuan penelitian.

Jika ditinjau dari dasar ilmu dan metodologi yang diperguna-kan,
penelitian dapat dibagi atas penelitian (a) monodisiplin, (b) multidisiplin
dan (c) interdisiplin. Penelitian monodisiplin dilakukan atas dasar satu
disiplin ilmu dan memakai yakni memakai metode disiplin ilmu yang
bersangkutan.  Sebagai  contoh,  penelitian  hukum  dengan
mempergunakan dasar llmu Hukum dan metode penelitian limu Hukum.

Penelitian multidisiplin adalah penelitian yang mempergunakan
dasar beberapa disiplin ilmu dan metode dari masing-masing disiplin
ilmu tersebut. Sebagai contoh, beberapa ahli dari disiplin ilmu yang
berbeda melakukan penelitian mengenai kecenderungan kawin muda di
kalangan masyarakat tertentu. Masing-masing pakar meneliti dari sudut
pandang Ilmu Hukum, Ilmu Budaya, llmu Agama dan IImu Ekonomi
dengan memakai metode penelitian tiap cabang ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Penelitian interdisiplin adalah suatu penelitian dengan
mempergunakan dasar dari beberapa disiplin ilmu mengenai objek yang
sama. Namun, dalam penelitian ini semua disiplin ilmu memakai satu
metode tertentu saja. Sebagai contoh, dalam kasus kecenderungan kawin
muda yang disebut di atas, para ahli llmu Hukum, Budaya, Agama dan
liImu Ekonomi itu memakai suatu metode tertentu yang disepakati secara
bersama.

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan bidang cabang ilmu
pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, macam penelitian itu

59



akan sesuai dengan jumlah disiplin ilmu yang ada. Sebagai contoh, (a)
penelitian bidang Ilmu-ilmu Sosial, (b) penelitian bidang Ilmu Ekonomi,
(c) penelitian bidang Ilmu Hukum, (d) penelitian bidang IImu Politik, (d)
penelitian bidang Ilmu-ilmu Budaya dan lain-lain.

Penelitian juga dapat dibedakan atas dasar lokasi atau tempat
kegiatan penelitian dilakukan. Jika ditinjau dari sudut lokasi atau tempat,
penelitian dapat dibagi atas (a) penelitian di laboratorium (penelitian
eksperimental), (b) penelitian di perpustakaan (penelitian kepustakaan),
(c) penelitian di lapangan (penelitian di tengah masyarakat).

Ada juga bentuk-bentuk penelitian lain yang tidak dapat digolongkan
ke dalam salah satu penggolongan penelitian yang dikemukakan di atas
berhubung karena sifatnya yang sangat khusus. Salah satu contohnya
adalah penelitian dasar (grounded research). Penelitian yang mendasar
dalam arti grounded research tidak sama dengan penelitian dasar yang
disebut basic research. Penelitian yang mendasar [grounded research)
adalah bentuk penelitian yang tidak bertitik tolak dari teori tetapi dari
fakta dengan tujuan untuk membentuk teori. Dengan demikian, dengan
bertitik tolak dari lakta dicoba dibuat suatu bentuk generalisasi secara
empiris dan kemudian dibentuk suatu teori. Oleh sebab itu, penelitian ini
sering juga disebut sebagai kebalikan dari penelitian verifikasi yang
untuk menguiji teori.
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Bab 4

Data dan Teknik Pengumpulan Data serta Bahan-bahan Hukum
dengan Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengertian dan Pembagian Data Menurut Sumber dan
Sifatnya

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian.
Penelitian tanpa data tidak mungkin dilakukan karena penelitian pada
dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data
bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa
(dugaan sementara) yang dianggap sebagai jawaban sementara masalah
penelitian. Proses pengumpulan data dengan tujuan untuk membuktikan
kebenaran suatu hipotesa disebut verifikasi. Namun, pengumpulan data
juga dapat dilakukan untuk membuktikan ketidakbenaran suatu hipotesa
atau dugaan sementara. Proses pengumpulan data yang bertujuan tujuan
untuk membuktikan ketidakbenaran suatu hipotesa biasasnya disebut
proses falsifikasi.

Apa yang dimaksud dengan data? Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengemukakan data adalah (1) keterangan yang benar dan nyata dan (2)
keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis
atau kesimpulan).'!® Ada pula yang mengemukakan bahwa data adalah
informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari
hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau studi pustaka,
penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes dan
sebagainya.
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Sesuai dengan pengertian di atas, data dapat digolongkan dari
berbagai macam sudut pandang. Data dapat digolongkan dari sudut
pandang sumbernya, sifatnya maupun jenisnya. Sudut pandang yang
berbeda mengenai data tersebut akan menghasilkan jenis data yang
berbeda.

Jika ditinjau dari sudut pandang sumbernya, data dapat dapat dibagi
atas 2 (dua) macam yaitu (a) data primer dan (b) data sekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data
lapangan (masyarakat) atau sumber data pertama.'?® Data primer dapat
bersumber dari pendapat seseorang (responden), peristiwa atau kejadian
ataupun perilaku manusia atau hewan. Oleh karena itu, data primer
meliputi peristiwa, perilaku manusia, pendapat seseorang (responden),
perilaku hewan, gejala-gejala alam, fosil, bangunan fisik seperti
candi-candi, rumah-rumah adat, dan sebagainya. Data primer dapat
dikumpulkan dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang
selanjutnya disebut teknik pengumpulan data. Beberapa teknik
pengumpulan data primer yang dapat disebut adalah obervasi,
wawancara atau angket.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didoku-mentasikan
sehingga sering juga disebut data kepustakaan. Data primer yang digali
dari sumber data primer dan kemudian diolah dan didokumentasikan
berubah menjadi data sekunder. Data sekunder seperti halnya dengan
data primer terdiri atas berbagai macam. Data sekunder meliputi data
statistika, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya sastra,
ensiklopedia, kamus, peraturan dan lain-lain.*** Data sekunder sebagai
bahan-bahan yang sudah didokumentasikan pada dasarnya ada 5 (lima)
macam. Kelima macam data sekunder tersebut terdiri atas:

Otobiographi,

Surat-surat pribadi, buku atau catatan harian,
Surat-surat kabar,

Dokumen-dokumen pemerintah dan
Cerita-cerita roman dan cerita rakyat.**

NN
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Data sekunder mempunyai kelebihan daripada data primer. Pertama,
data sekunder merupakan data yang sudah siap pakai dan dapat
dipergunakan dengan segera.'® Kedua, data sekunder tidak terbatas oleh
waktu dan tempat.*?* Ketiga, isi dan bentuk data sekunder telah dibentuk
dan diisi oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian yang berikutnya
tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,
analisis maupun konstruksi data.'?

Data sekunder pada dasarnya adalah data yang sudah didoku-
mentasikan. Kelima macam data sekunder yang dikemukakan di atas
jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibagi atas 2 (dua)
macam. Pertama, data sekunder dalam bentuk bahan-bahan non hukum
seperti karya sastra, otobiograpi, surat-surat pribadi dan sebagainya.
Data sekunder yang berbentuk bahan-bahan nonhukum tersebut tidak
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Kedua, data sekunder
dalam bentuk bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-
undangan, vonis hakim, per-janjian dan sebagainya. Data sekunder yang
berbentuk bahan-bahan hukum adalah data sekunder yang mempunyai
kekuatan yang mengikat. Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat
secara hukum tersebut sebagian termasuk dalam golongan data sekunder
dalam kelompok dokumen-dokumen pemerintah. Sebagian lagi yaitu
perjanjian dapat dimasukkan dalam kelompok data dokumen pribadi.

Jika ditinjau dari sudut sifatnya, data dapat dibagi atas 2 (dua)
macam data yaitu (a) data kualitatif dan (b) data kuantitatif.?® Data
kualitatif adalah data yang tidak dapal diukur atau dinyatakan dengan
bilangan. Namun, dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan-
pernyataan kategoris tertentu seperti sangat puas, puas, cukup puas,
kurang puas, sangat tidak puas atau sangat baik, baik, cukup baik, kurang
baik dan sangat tidak baik. Data kuantitatif adalah data yang dapat
diukur atau dinyatakan dengan bilangan. Contoh data kuantitatif atau
angka misalnya adalah hasil ujian mahasiswa A, B, C, dan D dan
lain-lain untuk mata kuliah P adalah 10, 9, 8, 7 dan seterusnya.

Kedudukan data dalam tiap penelitian tidak selalu sama tetapi
bergantung pada disiplin ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam
penelitian IImu-ilmu Sosial seperti limu Politik, llmu Adminsitrasi dan
cabang ilmu pengetahuan yang lain, data primer merupakan data utama
sedangkan data sekunder (data yang sudah didokumentasikan)
merupakan data pendukung. Namun, dalam penelitian llmu Hukum
Normatif (Dogmatika Hukum), data sekunder yaitu khususnya data yang
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bersifat bahan-bahan hukum merupakan data utama sedangkan data
primer merupakan data pendukung.

Pengetahuan mengenai jenis atau macam data mutlak harus diketahui
seorang peneliti supaya tidak terjadi pengumpulan data yang salah. Hal
ini bertujuan untuk menghindari berbagai macam hal yang sesungguhnya
tidak perlu terjadi seperti misalnya penelitian yang bias atau
menyimpang, pengumpulan data yang diulang, pemborosan dana
penelitian dan sebagainya.

Bahan-bahan Hukum Sebagai Data Dalam Penelitian Hukum
Yuridis Normatif

Data apakah yang merupakan data utama dalam penelitian hukum?
Sesungguhnya, istilah data dalam suatu penelitian hukum kurang tepat.
Secara khusus, penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis
tidak menggali atau mengumpulkan data. Sebab, untuk menjawab suatu
permasalah hukum seperti misalnya pencurian sebagai suatu bentuk
pelanggaran terhadap orang lain tidak dibutuhkan data melainkan
bahan-bahan hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap
pelaku pencurian berdasarkan data melainkan berpedoman pada
aturan-aturan hukum (undang-undang). Selain itu, istilah data selalu
bermakna empiris (diambil dari lapangan secara langsung dalam bentuk
gejala-gejala) sedangkan bahan-bahan hukum tidak bersifat empiris.
Bahan-bahan hukum bukan gejala tetapi norma yang dibentuk oleh
negara atau lembaga lain yang berwenang untuk memberikan tuntunan
berperilaku bagi manusia. Meskipun demikian, dalam arti tertentu, istilah
data dalam penelitian hukum masih dapat dipakai dalam arti bahwa
bahan-bahan hukum itu harus dipandang sebagai data dokumentasi.
Sebagai data yang sudah didokumentasikan bahan-bahan hukum dapat
diklasifikasikan sebagai data sekunder.

Pada dasarnya, dalam penelitian hukum yuridis-normatif (doktriner)
maupun penelitian yuridis-empiris/sosiologis, data utama adalah data
yang sudah didokumentasikan yang juga disebut data kepustakaan. Akan
tetapi, tidak semua data kepustakaan atau data dokumentasi dapat
dipergunakan dalam penelitian hukum. Dalam hal ini, harus dibedakan
antara data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan non-hukum dengan
data kepustkaan yang merupakan bahan-bahan hukum. Data kepustakaan
yang bermanfaat bagi penelitian hukum adalah data kepustakaan yang
bersifat bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan
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pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil
penelitian hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi.

Bahan-bahan non-hukum adalah bahan-bahan yang tidak
mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Sebagai
contoh, surat-surat pribadi seorang tokoh nasional seperti Kartini adalah
bahan-bahan non-hukum sangat penting bagi penelitian sejarah. Namun,
bagi penelitian hukum, surat-surat pribadi tersebut sama sekali tidak
mempunyai kegunaan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Oleh
karena itu, data kepustakaan yang merupakan bahan-bahan non-hukum
pada dasarnya tidak penling bagi penelitian hukum.

Data dokumentasi yang berbentuk bahan-bahan hukum adalah
bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikal dan sudut pandang
hukum. Data kepustakaan yang dapat dipakai sebagai data penelitian
hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum. Data
sekunder yang bersifat bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga)
macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri
atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya
rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah
dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.**’

Bahan-bahan hukum yang dikemukakan di atas dapat dibedakan atas
dasar kekuatan mengikat masing-masing. Bahan hukum primer seperti
UUD, UU, PP, Perda, Peraturan Presiden, Vonis (putusan hakim) dan
sebagainya mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada
bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer pada
dasarnya adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan
ditegakkan oleh negara atau lembaga lain yang memiliki kekuasaan
untuk memaksakan keberlakukan peraturan hukum kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas rancangan undang-undang
dan karya-karya ilmiah pakar hukum seperti tertuang dalam buku-buku
ilmiah, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal-jurnal
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penelitian dan sebagainya. Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai
kekuatan mengikat yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum
primer. Bahan-bahan hukum sekunder dari sudut pandang tertentu dapat
disebut sebagai hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang
akan datang (ins constituendum). Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan
hukum sekunder tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya
bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder akan
memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar jika bahan-bahan hukum
itu dipakai hakim atau pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan
suatu kasus atau untuk membentuk undang-undang.

Jika bahan-bahan hukum sekunder itu merupakan hasil-hasil
penelitian atau karya pakar hukum, kekuatan mengikat bahan-bahan
hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan
kebenaran pendapat atau teori yang bersangkutan. Kecuali jika bahan
hukum sekunder itu kemudian diikuti oleh hakim atau pembentuk
undang-undang seperti dikemukan di atas. Kekuatan mengikat pendapat
atau teori terletak pada sikap penerimaan orang banyak {forum kolegial)
terhadap pendapat tersebut. Jika pendapat seorang pakar hukum diterima
orang banyak, pendapat itu akan berkembang menjadi doktrin hukum
seperti Doktrin Hukum Hans Kelsen mengenai hierarkhi norma-norma
hukum.

Pendapat ahli yang berkembang menjadi doktrin seperti doktrin Hans
Kelsen berkedudukan sebagai sumber hukum dalam arti formal sehingga
dapat mempunyai kekuatan mengikat meskipun lebih lemah dari
kekuatan mengikat bahan-bahan hukum primer. Jika suatu doktrin
hukum diterima dan diikuti kalangan hukum yakni badan legislatif,
hakim, jaksa, kepolisian, pengacara atau advokat, doktrin hukum itu akan
masuk dalam dunia nyata dalam bentuk undang-undang atau vonis
hakim. Jika hal itu terjadi, doktrin hukum tersebut akan menjadi satu
kesatuan dengan sistem tata hukum yang berlaku dalam negara yang
bersangkutan. Sebagai contoh, doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan
hukum sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari tata hukum
Indonesia. Sebab, doktrin hukum itu sudah diterima dan diikuti oleh
pembentuk undang-undang (DPR) dan tercantum dalam Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan
lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah
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kekuatan mengikatnya di antara ketiga bahan hukum. Apa sebab
demikian? Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier tidak sama
seperti bahan hukum primer yang mengikat atas dasar kekuasaan negara
yang dapat memaksakan norma hukum itu kepada setiap orang. Bahkan,
kekuatan mengikat bahan hukum tersier tidak sama dengan bahan hukum
sekunder yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar otoritas (wibawa)
seorang ahli hukum seperti saran seorang dokter kepada pasien.

Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier semata-mata
didasarkan pada kesepakatan (konvensi) ataupun hal lain. Sebagai
contoh, kamus sebagai salah satu sumber bahan hukum tersier. Arti suatu
istilah dalam kamus semata-mata didasarkan pada kesepakatan bersama
atau konvensi para pemakai bahasa tersebut. Hewan yang disebut kucing
oleh bangsa Indonesia disebut cat oleh pemakai bahasa Inggris.
Konvensi atau kesepakatan bersama mengenai arti istilah atau kata
adalah bersit'al arbilrer karena ditentukan menurut kehendak pemakai
bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, arti suatu istilah hanya
berlaku dan dimengerti oleh orang-orang yang memakai bahasa tersebut.
Sebab, untuk menunjuk objek yang sama, masing-masing bahasa dapat
memakai istilah yang berbeda-beda seperti kucing dalam bahasa
Indonesia yang disebut sebagai cat dalam bahasa Inggris. Kedua istilah
itu adalah istilah yang berbeda tetapi menunjuk pada objek atau benda
yang sama Yaitu binatang berkaki empat dan berbulu yang suka
mengeong dan biasa dipelihara dalam rumabh.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian harus digali dari sumber-sumber data. Cara-cara atau
prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data
disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalian data. Dalam
penelitian ada 2 (dua) macam teknik pengumpulan atau penggalian data
yaitu (a) studi kepustakaan {library research) dan (b) studi lapangan
(field research).

Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan
atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan sudah
didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari
masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat di mana data
kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di
perpustakaan tetapi bisa di mana saja sehingga penggalian data
kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data
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kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di
lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi
menyimpan data kepustakaan tersebut.

Studi lapangan {field research) adalah teknik penggalian data primer
yakni penggalian data dari sumber data lapangan. Data primer yang
terdapat dalam lapangan itu dapat digali dengan teknik (a) observasi
(pengamatan), (b) wawancara (interview), (c) angket (kuesioner) dan (d)
tes atau eksprimen.'?

Wawancara atau metode interview adalah suatu metode untuk
memperoleh informasi atau pendirian secara lisan dari seorang
responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.*?®
Keberhasilan suatu wawancara akan ditentukan oleh berbagai faktor
seperti ketrampilan pewawancara, sikap dari orang yang diwawancarai,
topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan clan situasi pada waktu
wawancara dilaksanakan.**

Angket adalah alat pengumpulan data yang pada umumnya
dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang
terdiri atas beraneka ragama golongan atau kelompok yang tersebar.*
Ada berbagai macam angket. Ada angket yang bersifat terbuka dan ada
pula angket yang bersifat tertutup. Bahkan, ada angket yang bersifat
kombinasi antara terbuka dan tertutup.

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pengumpulan data
penelitian dengan cara terjuan ke lapangan atau melihat secara langsung
objek yang diamati dalam penelitian atau menjadi fokus penelitian.
Dalam observasi, pengamatan tidak dilakukan secara sembarangan
melainkan berdasarkan suatu kerangka penelitian ilmiah. Peneliti sudah
merencanakan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diamati. Selama
pengamatan berlangsung, peneliti melakukan pencatatan-pencatatan
hal-hal yang dianggap penting.

Eksprimen dapat dilakukan dalam laboratorium maupun di luar
laboratorium. Eksperimen adalah kegiatan percobaan untuk melihat
suatu hasil yang akan menegaskan bagaimana hubungan kausal antara
variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sebagai contoh, untuk
mengetahui kebenaran suatu pernyataan bahwa murid SD yang masuk
siang cenderung rendah nilai rapornya dibandingkan dengan murid yang
masuk pagi dapat dilakukan eksperimen. Kemudian dipilih sekelompok
murid SD untuk diteliti yang kondisinya hampir sama atau sama baik
dengan kondisi sosial-ekonomi orang tuanya, nilai rapornya dan
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lain-lain. Pada awalnya, semua murid dalam satu tahun ajaran masuk
pagi. Pada tahun berikutnya, semua murid masuk siang. Pada akhir tahun
dilakukan pengujian. Dari hasil percobaan tersebut kemudian akan
diperoleh informasi apakah benar waktu sekolah dapat mempengaruhi
nilai rapor murid.*3

Cara pengumpulan data yang sebaiknya dipakai dalam suatu
penelitian hukum bergantung kepada ruang lingkup penelitian, tujuan
penelitian dan masalah penelitian. Untuk penelitian  hukum
yuridis-dogmatis tentu saja studi kepustakaan merupakan teknik
pengumpulan bahan-bahan hukum (data dokumentasi) yang paling
relevan. Namun, untuk penelitian hukum yuridis-empiris ataupun
penelitian cabang ilmu pengetahuan lain yang objek kajiannya hukum
tentu saja studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang
paling relevan.
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Bab 5
Metode Penelitian Yuridis-Normatif Atau Metode Penelitian
Hukum Doktriner Atau Dogmatik

Pengertian Penelitian Yuridis-Normatif

(Penelitian Hukum Doktriner)

Apa yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis-normatif atau
penelitian yuridis-dogmatis? Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif
atau penelitian hukum kepustakaan.'*® Dari pendapat Soerjono Soekanto
di atas dapat diketahui bahwa objek kajian atau objek yang diteliti dalam
penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis adalah bahan-bahan
kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Di samping
metode penelitian yuridis-normatif, ada metode penelitian hukum lain
yaitu metode penelitian yuridis-sosiologis atau yuridis-empiris yang
terutama meneliti data primer.''* Dengan demikian, dapat dikemukakan
bahwa metode penelitian hukum terdiri atas (a) metode penelitian hukum
yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner dan (b) metode
penelitian hukum yuridis-empiris (sosiologis).

Senada dengan pendapat Soerjono Soekanto yang dikemukakan di
atas, Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa metode penelitian hukum
normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap
data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah
didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai
penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang
sudah didokumentasikan. Bahkan, tidak salah kalau dikatakan bahwa
penelitian hukum normatif sesungguhnya merupakan penelitian
dokumen. Namun, tidak semua dokumen sebagai data sekunder yang
sudah didokumentasikan dapat menjadi data dalam penelitian hukum
normatif. Hanya data sekunder (dokuemn) yang berbentuk bahan-bahan
hukum yang dapat menjadi data dalam penelitian yuridis-normatif.

Data sekunder yang sudah didokumentasikan tetapi bukan
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merupakan bahan-bahan hukum seperti otobiografi, cerita atau
surat-surat pribadi bukan objek kajian atau objek penelitian hukum
normatif. Data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen lebih tepat
menjadi objekkajian cabang ilmupengetahuan lain seperti Ilmu Sastra
atau Sejarah.'*® Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat
menjadi bahan-bahan dalam penelitian hukum normatif adalah
dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti
undang-undang, keputusan, vonis, perjanjian pendapat para ahli hukum
(doktrin) dan sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif
berbeda dari penelitian ilmu pengetahuan lain seperti liImu-ilmu Sosial
yang meneliti data primer dalam bentuk fakta-fakta sosial seperti
perilaku, peristiwa atau kejadian atau pendapat yang secara langsung
dapat digali dari lapangan.

Perbedaan objek yang diteliti oleh llmu Hukum dengan limu-ilmu
Sosial dengan sendirinya akan mengakibatkan perbedaan dalam
kerangka pemikiran, metode ilmiah, cara kerja, teknik pengumpulan
data, alat analisis data maupun teknis analisis data penelitian. Dalam
penelitian llmu-ilmu Sosial, Statistikamemegang peranan yang pen ting
sebagai sarana berfikir ilmiah. Akan tetapi, dalam penelitian hukum
yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner, Logika memegang
peranan yang penting sebagai sarana berfikir ilmiah. Demikian pula,
rumus-rumus Statistika berperan penting untuk menganalisis data dalam
penelitian lImu-ilmu Sosial. Namun, Logika berperan penting untuk
menganalisis data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum. Logika
berperan untuk menentukan klasifikasi masing-masing norma hukum
(sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generali) dan menentukan
ada pertentangan atau tidak ada pertentangan di antara norma-norma
hukum

Penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner terdiri
atas beberapa macam tipologi. Sekalipun ada beberapa tipologi
penelitian yuridis-normatif, aktivitas penelitian hukum yuridis-normatif
pada hakikatnya ditujukan pada 2 (dua) macam tujuan sesuai dengan
kedua jenis aktivitas dogmatika hukum. Pertama, penelitian
yuridis-normatif perlu dilakukan dalam rangka pembentukan hukum
{rechtsvorming). Kedua, penelitian yuridis-normatif perlu dilakukan
dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum (rechtsvinding).

Dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk pembentukan hukum
{rechtsvorming), peneliti bertindak seolah-olah pembentuk hukum
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(undang-undang). Sebagai langkah pertama, peneliti akan melakukan
pengkajian terhadap hukum positif dan berusaha menemukan
masalah-masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum.
Masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum antara lain
adalah pertentangan di antara norma-norma hukum atau ketidakjelasan
makna norma hukum atau ketidaksesuaian tujuan yang hendak dicapai
dengan pengaturannya dalam hukum positif. Untuk menemukan
masalah-masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum,
peneliti harus bertitik tolak dari doktrin-doktrin hukum. Doktrin hukum
disorotkan terhadap tata hukum untuk menguji kesesuaian antara tata
hukum dengan doktrin-doktrin hukum yang merupakan dasar
rasionalisasi tata hukum.*’

Jika norma-norma hukum sudah sesuai dengan doktrin-doktrin
hukum, secara teorctis masalah hukum tidak mungkin terjadi. Namun,
jikanorma-norma hukum menyimpang dari doktrin-doktrin hukum
ataupun asas-asas hukum dengan sendirinya akan timbul kesenjangan.
Dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum diandaikan sebagai keadaan yang
seharusnya (das sol/en) sedangkan norma-norma hukum diandaikan
sebagai keadaan yang nyata (das sein). Jika terjadi kesenjangan antara
keadaan yang seharusnya (dassollen) dengan keadaan yang nyata (das
sein) berarli ada kesenjangan dan kesenjangan itu akan menimbulkan
masalah hukum. Jika masalah hukum sudah ditemukan, peneliti akan
melakukan penelitian untuk mencari jawaban masalah hukum tersebut
dan kemudian mengusulkan suatu gagasan hukum untuk memperbaiki
tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat
atau untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam hal ini, peneliti
seolah-olah bertindak sebagai pembentuk hukum dalam arti hukum yang
dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang akan datang atau ius
constituendum.

Dalam  penelitian ~ yang  berbentuk  penemuan  hukum
(rechts-vorming), peneliti bertindak seolah-olah hakim yang bertugas
mengadili suatu perkara (kasus). Peneliti melakukan pengkajian terhadap
duduk perkara dan berusaha menemukan masalah-masalah hukum yang
terkandung dalam duduk perkara (peristiwa konkrit) tersebut. Setelah
masalah hukum dirumuskan, peneliti akan melakukan pengkajian
terhadap norma-norma hukum positif untuk memutuskan norma hukum
positif mana yang paling memadai (adekuat) untuk menyelesaikan kasus
tersebut. Pemilihan atas norma hukum yang dianggap paling memadai
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untuk menyelesaikan suatu kasus sudah barang tentu harus dilakukan
berdasarkan argumentasi dan pertimbangan tertentu. Argumentasi dan
pertimbangan itu merupakan justifikasi (dasar pembenar) dari keputusan
pemilihan norma hukum yang dianggap paling memadai dalam
menyelesaikan kasus tersebut.

Metode liImiah Penelitian Hukum Yuridis-Normatif atau
Yuridis-Dogmatik

Apakah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian
hukum  yuridis-normatif  (yuridis-dogmatik) sama  dengan
langkah-langkah penelitian IImu-llmu Sosial? Pertanyaan ini dapat
diajukan dengan cara lain yaitu apakah metode ilmiah penelitian
yuridis-normatif (yuridis-dogmatik) sama dengan metode ilmiah
penelitian IImu-ilmu Sosial?

Sebagaimana dikemukakan dalam pembagian ilmu pengetahuan pula
halaman sebelumnya, hakikat keilmuan (state of the arts hukum berbeda
dari llmu-ilmu Sosial. llmu-ilmu Sosial dapat <lil ilompokkan ke dalam
ilmu pengetahuan yang bersifat praktis immnlogis. Sebagai ilmu
nomologis, IImu-ilmu Sosial hendak nifiinw ii kan penyelesaian suatu
masalah dengan cara menjelaskan masalah tersebut. Argumentasi
penyelesaian suatu dilawarkan llmu-ilmu Sosial dibangun di atas dasar
asas kausal-deterministik atau hubungan sebab-akibat antara dua gejala
yang bersifat keniscayaan (sebab-akibat yang pasti terjadi atau tidak
mungkin meleset). Rumus logika argumentasi yang dibangun atas asas
kausal-determinstik adalah rumus: jika suatu gejala terjadi dengan
sendirinya (otomatis) gejala itu akan mengakibatkan gejala yang lain
(jika x, maka y).

IImu Hukum berbeda dari llmu-ilmu Sosial karena lImu Hukum
adalah ilmu praktis normologis. Sebagai ilmu praktis, lImu Hukum
hendak menawarkan penyelesaian suatu masalah dari suatu sudut
pandang tertentu. Sebagai ilmu normologis, llmu Hukum hendak
menawarkanpenyelesaian suatu masalah berdasarkan norma-norma
tertentu yaitu norma-norma hukum dan bukan norma-norma moral atau
norma sosial yang lain. Norma-norma hukum yang menjadi pedoman
lImu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah adalah norma hukum
yang bersifat otoritatif atau norma hukum yang memiliki wibawa atau
kekuatan untuk memaksa (mengikat) orang lain untuk mematuhi
norma-norma hukum tersebut. Atas dasar itulah, Ilmu Hukum disebut
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sebagai ilmu praktis-normologis yang otoritatif. Norma-norma hukum

disebut memiliki otoritas atau kekuatan memaksa karena norma hukum

itu dibentuk dan ditegakkan oleh negara atau lembaga lain yang
berwenang.

Argumentasi penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Ilmu
Hukum dibangun di atas asas imputasi atau asas pertang-gungjawaban.
Rumus logika argumentasi yang dibangun alas asas imputasi (asas
pertanggungjawaban) adalah rumus: jika suatu gejala terjadi seharusnya
akan mengakibatkan gejala yang lain terjadi walaupun dalam kenyalaan
gejala yang dimaksud ternyala tidak mengakibatkan terjadinya gejala
yang lain (jikax, seharusnya y tetapi dalam kenyataan ternyata bahway
tidak terjadi).

Uraian yang dikemukakan di atas sudah lebih dari cukup untuk
menunjukkan perbedaan yang bersifat fundamental antara llmu Hukum
dengan Ilmu-ilmu Sosial. Perbedaan yang terdapat di antara llmu Hukum
dengan lImu-ilmu Sosial sudah jelas akan berakibat terhadap metode
ilmiah dan metode penelitian kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut.
Namun, tidak tertutup kemungkinan jika terdapat hal-hal yang sama
pada metode ilmiah kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dalam
hubungan ini dapat dikemukakan bahwa metode ilmiah penelitian
hukum yuridis-normatif terdiri atas bebcrapa tahapan yakni sebagai
berikut:

1. perumusan masalah hukum,

2. pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan
hukum,

3. penentuan atau penetapan makna bahan-bahan hukum dengan sarana
interpretasi atau penafsiran, (tahapan ini dapat juga disebut sebagai
tahapan analisis bahan-bahan hukum),

4. merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan ke-putusan
hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan,

5. merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan
keputusan hukum tersebut,

6. menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum
yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya ke dalam tata
hukum

7. menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan
hukum yang dibuat atau ditetapkan ke dalam bentuk tertulis.'*
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Perumusan masalah hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah
dilakukan seorang peneliti pemula karena dalam suatu peristiwa hukum
dapat terkandung berbagai masalah hukum seperti masalah hukum
pidana, hukum administrasi negara atau hukum perdata. Suatu penelitian
hukum yang bertujuan untuk menulis skripsi, tesis atau disertasi tidak
perlu meneliti semua masalah hukum yang terdapat dalam suatu kasus
atau keadaan. Peneliti cukup merumuskan beberapa masalah hukum yang
menjadi titik fokus perhatian penelitian. Setelah masalah hukum
dirumuskan, peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis sebagai jawaban
sementara masalah penelitian. Sebab, penelitian hukum yuridis-normatif
yang selalu bersifat dogmatis tidak bertujuan untuk menjelaskan
gejala-gejala sosial seperti halnya Illmu-ilmu Sosial. Namun, [Imu
Hukum hendak menawarkan suatu penyelesaian atas suatu masalah
hukum. Hal ini perlu mendapat perhatian karena sekarang sering terjadi
kekeliruan seolah-olah  penelitian  hukum lermasuk penelitian
yuridis-normatif harus dilakukan dengan mengikuti cara (metode)
penelitian lmu-ilmu Sosial sehingga dipaksakan agar penelitian hukum
memakai hipotesa.

Masalah hukum yang sudah dirumuskan harus dijawab dengan cara
menawarkan suatu solusi atau penyelesaian. Solusi yang ditawarkan
harus berpedoman kepada bahan-bahan hukum yang tersedia sehingga
untuk menawarkan suatu penyelesaian masalah hukum, peneliti harus
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum
yang sudah dikumpulkan terutama bahan hukum primer harus diolah.
Dengan perkataan lain, solusi yang hendak ditawarkan harus
berpedoman kepada tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau
masyarakat. Pengolahan bahan-bahan hukum di sini mengandung arti
sebagai menetapkan makna norma-norma hukum sebagai bahan-bahan
hukum primer. Penetapan makna norma-norma hukum sebagai
bahan-bahan hukum primer perlu dilakukan untuk mengetahui ruang
lingkup atau cakupan keberlakuan norma-norma hukum tersebut.

Jika makna bahan-bahan hukum primer atau makna norma-norma
hukum sudah ditetapkan berarti bahwa ruang lingkup keberlakuan
norma hukum sudah dapat ditetapkan. Atas dasar penetapan ruang
lingkup keberlakuan norma-norma hukum dan bahan-bahan hukum
tersebut, peneliti dapat merumuskan suatu gagasan atau pendapat hukum
atau suatu rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan
hukum yang sudah dikumpulkan. Gagasan hukum, pendapat hukum atau
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rancangan keputusan tersebut mengandung gagasan mengenai upaya
penyelesaian masalah hukum yang dimaksud.

Gagasan, pendapat atau rancangan Kkeputusan yang sudah
dirumuskan sebagai gagasan penyelesaian suatu masalah hukum harus
didasarkan pada suatu argumentasi hukum. Argumentasi hukum harus
dibangun di atas dasar bahan-bahan hukum terutama norma-norma
hukum positif. Argumentasi hukum hams disusun dengan baik karena
merupakan dasar pembenar dari gagasan, pendapat atau rancangan
keputusan yang d immuskan sebagai upaya penyelesaian suatu masalah
hukum (context of justification). Tanpa argumentasi hukum yang kual
dan baik, setiap gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan
keputusan hukum yang ditawarkan sebagai upaya penyelesaian suatu
masalah hukum akan kehilangan landasan keberadaannya sebagai cara
untuk menyelesaikan masalah hukum. Sebagai akibalnya, gagasan
hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut akan
kehilangan kekuatan mengikatnya.

Jika gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan
hukum sudah ditetapkan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan seorang
peneliti hukum adalah mencoba mensistematisasikan gagasan hukum,
pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut ke dalam
tubuh tata hukum. Tahap sistematisasi ini merupakan tahap untuk
menguji kebenaran atau ketidakbenaran gagasan hukum, pendapat
hukum atau rancangan keputusan hukum yang ditawarkan untuk
menyelesaikan suatu masalah hukum. Jika tata hukum menerima gagasan
hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat
tersebut berarti bahwa gagasan, pendapat atau keputusan itu koheren
dengan tata hukum sehingga dapat diintegrasikan ke dalam tata hukum.
Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa gagasan hukum, pendapat
hukum atau rancangan keputusan hukum itu sudah benar jika ditinjau
dari perspektif tata hukum yang berlaku. Namun, jika ditolak oleh tata
hukum berarti bahwa pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum
itu bertentangan dengan tata hukum sehingga tidak dapat diintegrasikan
ke dalam tubuh tata hukum. Gagasan hukum, pendapat hukum ataupun
rancangan keputusan hukum yang demikian akan kehilangan dasar
keberadaannya dalam tata hukum.

Sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti dalam suatu
penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis adalah penuangan
gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum ke
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dalam bentuk tertulis. Penuangan ke dalam bentuk tertulis akan
menghasilkan laporan hasil penelitian. Bentuk formal laporan penelitian
ada berbagai macam karena hal itu bergantung pada alasan dan lujuan
penelitian hukum dilakukan. Ada laporan penelitian yang berbentuk
formal seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain tetapi ada pula laporan
penelitian yang tidak memiliki format yang formal.

Jika penelitian dilakukan dengan tujuan pembentukan hukum
(rechtsvorming), hasil penelitian dapat dipakai sebagai kajian ilmiah
untuk  membentuk undang-undang atau hukum vyang baru,
memperbaharui  undang-undang yang sudah ada atau untuk
mengamandemen undang-undang. Hasil-hasil penelitian dalam rangka
pembentukan hukum sangat penting bagi lembaga legislatif yang
bertugas membentuk undang-undang. Namun, jika penelitian dilakukan
dalam rangka penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menyelesaikan
suatu kasus, hasil penelitian dapat dipakai sebagai kajian ilmiah yang
dapat ditawarkan sebagai suatu upaya penyelesaian kasus (suatu
peristiwa konkrit). Hasil-hasil penelitian hukum dalam rangka penemuan
hukum sangat penting artinya bagi lembaga judisial (pengadilan atau
hakim). Sebab. pengadilan atau hakim merupakan institusi atau pejabat
yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu kasus (perkara).

Tipologi Penelitian Yuridis-Normatif
(Tipe-tipe Penelitian Hukum Doktriner)

Dalam uraian di atas sudah dikemukakan bahwa aktivitas Dogmatika
Hukum atau llmu Hukum Dalam Arti Sempit pada dasarnya diarahkan
pada pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hal ini berarti bahwa
seseorang yang belajar Ilmu Hukum diharapkan mampu memiliki
pengetahuan dan ketrampilan dalam membentuk hukum ataupun
penyelesaian suatu kasus (penemuan hukum). Kedua macam keahlian di
bidang hukum itu tentu saja berkaitan dengan ketrampilan dalam
melakukan penelitian hukum. Beberapa tipologi penelitian hukum
normatif yang diuraikan di bawah ini berkaitan dengan kedua macam
aktivitas Dogmatika Hukum yang dikemukakan di atas.

Tipologi penelitian yuridis-normatif ada berbagai macam. Namun,
sampai sekarang masih belum ada kesepakatan para pakar hukum
mengenai tipologi penelitian hukum normatif tersebut. Perbedaan
pendapat di antara para pakar mengenai tipologi penelitian hukum
normatif tersebut akan penulis kemukakan di bawah ini.
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Salah seorang pakar hukum yang terkenal yaitu Soerjono Soekanto
mengemukakan ada 5 (lima) macam tipologi penelitian hukum normatif.
Kelima tipologi penelitian hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto
tersebut adalah:

1. Penelitian Terhadap Asas-asas 1 lukum,

2. Penelitian Terhadap Sislcmalik Hukum,

3. Penelitian ~ Terhadap  Sinkronisasi  Hukum  Vertikal
dan Horizontal,

4. Penelitian Pcrbandingan Hukum,

5. Penelitian Sejarah Hukum.

Pendapat Ronny Hanitijo Soemitro mengenai tipologi penelitian
hukum normatif sedikit berbeda dari Soerjono Soekanto di atas.**° Ronny
Hanitijo mengemukakan tipologi penelitian lain yang tidak disebut
Soerjono Soekanto yaitu penelitian Inventarisasi Hukum dan penelitian
Penemuan Hukum In Concreto. Jika pendapat kedua pakar hukum di atas
digabungkan akan diperoleh berbagai macam tipologi penelitian hukum
normatif yaitu:

Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum,

Tipologi Penelitian Untuk Penemuan Hukum In Concreto,
Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum,

Tipologi Penelitian Terhadap Sistematik Hukum,

Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan
Horizontal,

Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum,

7. Tipologi Penelitian Sejarah Hukum.

aprwdE

o

Tipe Penelitian Inventarisasi Hukum

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian inventarisasi
hukum positif merupakan kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat
mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe penelitian
hukum yang lain.*** Penelitian inventarisasi hukum positif sering
dianggap bukan penelitian. Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa
kerapkali ada anggapan bahwa kegiatan inventarisasi hukum positif
hanya merupakan kumpul-mengumpulkan peraturan-peraturan hukum
saja dan pekerjaan kumpul-mengumpulkan sukar dimasukkan sebagai
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kegiatan penelitian.**? Pandangan demikian lenlu saja tidak benar. Sebab,
penelitian inventarisasi hukum bukan sekedar pekerjaan fisik yaitu
mengumpulkan peraturan yang dilakukan tanpa didasari penguasaan
terhadap asas hukum, doktrin hukum atau teori hukum.

Penelitian inventarisasi hukum positif merupakan aktivitas
intelektual yang terarah baik dari segi maksud maupun tujuannya. Sebab,
peneliti harus menguasai doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum
supaya dapat melakukan penelitian inventarisasi hukum. Oleh karena itu,
kegiatan penelitian inventarisasi hukum tidak dapat dilakukan oleh orang
awam atau orang yang tidak belajar hukum. Di samping itu, dalam
penelitian Inventarisasi Hukum Positif, seorang peneliti mutlak harus
menguasai teori sumber-sumber hukum ataupun konsepsi-konsepsi
tentang hukum positif. Sebagai contoh, dalam penelitian Inventarisasi
Hukum Positif bidang Hukum Tata Negara, peneliti harus menguasai
teori sumber-sumber Hukum Tata Negara, doktrin-doktrin dan asas-asas
Hukum Tata Negara. Tanpa penguasaan teori, doktrin dan atau asas-asas
hukum tata negara, kegiatan inventarisasi hukum tata negara itu mustahil
dapat dilakukan. Semua hal-hal yang sudah disebut di atas yaitu doktrin
hukum ataupun asas-asas hukum dipergunakan oleh peneliti sebagai
pedoman atau penuntun dalam penelitian inventarisasi hukum positif.
Sudah barang tentu, penguasaan atas doktrin-doktrin hukum, asas-asas
hukum dan hal-hal lain yang sudah disebut dapat dimiliki jika peneliti
pernah belajar hukum.

Ronny Hanintijo Soemitro mengemukakan ada 3 (tiga) kegiatan
pokok dalam Penelitian Inventarisasi Hukum positif yaitu:

1. menetapkan kriteria identifikasi untuk mcnyeleksi norma-norma
yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang dianggap
bukan norma- norma hukum positif,

2. melakukanpengumpulannorma-normayangsudahdiidentifikasi
sebagai norma hukum tersebut,

3. melakukan  pengorganisasian ~ norma-norma  yang  sudah
di-identifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang
komprehensif (menyeluruh).'®?

Apa kriteria (patokan) dalam mcnyeleksi norma-norma hukum
positif? Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa kriteria untuk
menyeleksi norma-norma itu adalah konsepsi tentang hukum
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positif.*** Memang benar bahwa konsepsi tentang hukum positif dapat
dipergunakan sebagai sarana untuk memisahkan norma-norma hukum
dari bukan norma-norma hukum. Namun, dalam llmu Hukum, ada
berbagai macam konsepsi tentang hukum positif yaitu (a) Aliran
Legisme, (b) Aliran Hukum Bebas dan (c) Aliran Hukum Moderen.**®

Perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif yang
dikemukakan di atas muncul karena perbedaan aliran filsafat hukum.
Sebagaimana diketahui, ada beberapa mazhab atau aliran dalam Filsafat
Hukum vyaitu Mazhab Hukum Kodrat, Positivisme Hukum,
Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Sociological Jurisprudence dan
Realisme Hukum. Aliran filsafat hukum itu dalam bahasa filsafat ilmu
disebut sebagai paradigma sehingga perbedaan pandangan tentang
konsepsi hukum positif timbul karena perbedaan paradigma hukum yang
menjadi landasan berpijaknya.

Dalam aliran legisme yang dimaksud dengan hukum positif adalah
undang-undang. Undang-undang selalu merupakan norma-hukum yang
dituangkan dalam bentuk tertulis oleh negara. Undang-undang dibuat
oleh lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat sering juga
disebut badan legislatif karena salah satu fungsi lembaga perwakilan
rakyat adalah membuat undang-undang.

Legisme berpandangan bahwa undang-undang adalah hukum yang
sudah lengkap dan sempurna karena dibuat oleh lembaga yang berdaulat
yaitu wakil-wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan yang
tertinggi). Oleh sebab itu, undang-undang dianggap dapat dipergunakan
untuk menyelesaikan se-genap masalah hukum. Norma hukum yang lain
seperti hukum tidak tertulis atau hukum yurisprudensi dianggap tidak
diperlukan sehingga tidak diakui keberadaannya sebagai hukum positif
oleh Aliran Legisme. Menurut Arief Sidharta, pokok-pokok ajaran
Legisme adalah sebagai berikut:

1. Hukum terbentuk semata-mata melalui proses perundang-undangan,

2. Para hakim terikat pada undang-undang,

3. Kebiasaan hanya akan memiliki kekuatan sebagai hukum jika secara
tegas (eksplisit) oleh undang-undang dinyatakan sebagai peraturan
hukum,

4. Sangat menitikberatkan pada tujuan hukum untuk menciptakan dan
menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid).'4
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Jika konsepsi hukum positif menurut pandangan Legisme seperti
dikemukakan di atas dipakai sebagai paradigma dalam memilah-milah
norma-norma hukum positif dari norma-norma yang bukan hukum
positif, penelitian inventarisasi hukum positif itu akan cenderung
menjadi penelitian inventarisasi undang-undang. Namun, akan berbeda
halnya jika aliran hukum bebas tentang konsepsi hukum positif yang
dipergunakan sebagai titik tolak dalam menginventarisasi hukum positif.
Jika aliran hukum bebas dipakai sebagai paradigma dalam penelitian
inventarisasi hukum positif dengan sendirinya penelitian inventarisasi
hukum positif itu akan cenderung menjadi penelitian inventarisasi
hukum yurisprudensi.

Pandangan Aliran Hukum Bebas tentang hukum positif berbeda dari
pandangan aliran Legisme. Aliran Hukum Bebas menyatakan bahwa
pada pokoknya:

1. Hukum terbentuk oleh peradilan (rechtspraak),

2. Undang-undang dan kebiasaan hanyalah sarana pembantu bagi
hakim dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan
perkara-perkara atau kasus-kasus konkrct. Undang-undang dan
kebiasaan hanya berfungsi sebagai frame of reference atau kerangka
orientasi,

3. Titik berat dalam mewujudkan hukum adalah kegunaan sosial
(sociale doelmatigeheid).**

Dalam pandangan Aliran Hukum Bebas, tujuan hukum pada
dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan
atau kebutuhan hidup yang nyata.’*® Kepentingan-kepentingan yang
dianggap penting atau tidak penting bagi kehidupan bersama ditetapkan
oleh pembentuk undang-undang. Kepentingan yang dianggap Yaitu
kepentingan yang mempunyai nilai akan dilindungi dengan
undang-undang.’*® Jika terjadi sengketa atau konflik kepentingan di
antara anggota masyarakat, hakim yang diminta menyelesaikan konflik
harus membuat putusan berdasarkan nilai-nilai atau kepentingan-
kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Hakim tidak boleh
membuat keputusan sendiri untuk menentukan kepentingan yang harus
dilindungi dengan menyimpang dari kepentingan yang telah ditetapkan
oleh pembentuk undang-undang.

Masalah akan timbul kalau undang-undang tidak lengkap sehingga
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ada konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan karena belum
diatur dalam undang-undang. Hal itu terjadi karena masyarakat selalu
berkembang lebih dahulu daripada undang-undang sehingga berkembang
jenis dan macam kepentingan yang baru sesuai dengan perkembangan
jaman yang sama sekali belum terlindungi oleh hukum atau
undang-undang. Dalam hal demikian, undang-undang tidak dapat
dipergunakan  oleh  hakim  untuk  menyelesaikan  konflik
kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, harus diakui bahwa
undang-undang memang tidak pernah lengkap dan sempurna sehingga
tidak dapat berfungsi sebagai satu-satunya sumber hukum dalam
penyelesaian masalah hukum.

Jika undang-undang tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan
pegangan dalam penyelesaian suatu masalah berarti harus ada sarana lain
atau cara lain supaya suatu masalah dapat diselesaikan. Untuk itu, para
hakim atau pejabat hukum yang lain diberikan kebebasan bertindak yang
luas untuk menyelesaikan suatu konflik kepentingan. Bahkan, jika perlu,
hakim dan pejabat hukum yang dapat diberikan kebebasan untuk
menyimpang dari undang-undang.*® Dalam hal ini, hakim dan para
pejabat hukum yang lain harus diberi kewenangan atas dasar inisiatif
sendiri yang dalam bahasa Hukum Administrasi Negara disebut
"Freis-ermessen” yaitu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang
dianggap perlu untuk mewujudkan manfaat sosial sebesar-besarnya.*>

Jika konsepsi hukum positif menurut Aliran Hukum Kepentingan
atau Aliran Hukum Bebas dipakai sebagai patokan dalam penelitian
inventarisasi hukum positif, penelitian tersebut akan berbeda dengan
penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma legisme. Dalam
penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma Aliran Hukum
Bebas, kegiatan inventarisasi hukum positif akan cenderung sebagai
penelitian  inventarisasi hukum  yurisprudensi atau penelitian
inventarisasi hukum yang dibuat oleh badan peradilan.

Aliran Hukum Moderen mengemukakan pendapat yang berbeda dari
aliran Legisme dan Aliran Hukum Bebas. Menurut Aliran Hukum
Moderen, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Selain
undang-undang terdapat banyak faktor-faktor penting lain yang harus
diperhatikan dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum.
Dengan perkataan lain, menurut Aliran Hukum Moderen, ada berbagai
macam sumber hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
suatu masalah hukum. Aliran Hukum Moderan memiliki pokok-pokok
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pendirian sebagai berikut:

=

Hukum terbentuk melalui beberapa cara,

2. Pertama-tama, hukum terbentuk sebagai basil karya pembuat
undang-undang (wetgever),

3. Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis
yaitu hanya subsumsi kasus pada aturan,

4. Perundang-undangan (wetgeving) tidak pernah dan tidak mungkin
lengkap dan sempurna dan perundang-undangan sering
menggunakan istilah-istilah yang kabur,

5. Di samping oleh undang-undang dan peradilan, hukum juga
terbentuk melalui kebiasaan (gewoonte),

6. Kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum atau

rechtseenheid.%?

Jika konsepsi hukum positif menurut Aliran Hukum Moderen
ditetapkansebagaiparadigma penelitian inventarisasihulaim positif,
penelitian tersebut akan mencakup ruang lingkup yang lebih luas.
Penelitian inventarisasi hukum positif tersebut akan meliputi ketiga
subsistem hukum positif yaitu (a) hukum perundang-undangan, (b)
hukum tidak tertulis dan (c) hukum yurisprudensi.

Tahap kedua atau langkah kedua dalam penelitian inventarisasi
hukum positif sepertidikemukakanRonnyHanitijo Soemitro adalah
pengelompokan norma-norma hukum yang sudah diidentifikasi ke dalam
bidang-bidang hukum masing-masing. Pengelompokan norma-norma
hukum ke dalam bidang hukum masing-masing tidak dapat dilakukan
dengan berpedoman pada konsepsi hukum positif seperti dikemukakan di
atas tetapi dengan berpedoman pada kriteria atau patokan yang lain.
Menurut penulis, setidaknya ada 2 (dua) patokan atau kriteria yang dapat
dipakai untuk melakukan inventarisasi hukum positif ke dalam bidang
hukum masing-masing. Kedua patokan yang dimaksud adalah (a)
doktrin-doktrin hukum dan (b) teori sumber hukum.

Doktrin hukum adalah ajaran seorang ahli hukum berkenaan dengan
hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Ada
doktrin hukum yang bersifat universal sehingga berlaku secara luas
karena mendapat pengakuan dari kalangan hukum. Sebagai contoh,
doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan norma-norma hukum atau
doktrin Trias Politika Montesquieu. Akan tetapi, ada juga doktrin yang
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ruang lingkup berlakunya terbatas pada bidang hukum tertentu atau
terbatas pada kalangan hukum tertentu. Keberlakukan doktrin tentang
Hukum Tata Negara yang dikemukakan pakar Belanda terbatas pada
negara-negara yang berkiblat ke Belanda. Doktrin tersebut tidak diakui di
negara-negara lain seperti di Inggris. Sebab, para pakar Hukum Tata
Negara Inggris memiliki pandangan yang berbeda mengenai Hukum Tata
Negara dari pakar Belanda.

Ada pula ruang lingkup keberlakuan doktrin hukum yang terbatas
karena berlaku pada bidang-bidang hukum tertentu seperti doktrin
Hukum Tata Negara yang tidak berlaku dalam bidang Hukum Pidana
atau Perdata atau sebaliknya. Maka, andaikata hendak dilakukan
inventarisasi hukum positif daiam bidang Hukum la | a Negara, doktrin
atau pendapat pakar Hukum Tata Negara tersebut harus dikuasai oleh
peneliti. Peneliti kemudian akan memilih salah satu dari antara doktrin
yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Jika doktrin
Hukum Tata Negara tidak dikuasai oleh peneliti, peneliti yang
bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam memisahkan kelompok
norma-norma hukum Hukum Tata Negara dari kelompok norma-norma
hukum Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana,
Hukum Pedata dan lain-lain.

Seorang peneliti dapat melakukan penelitian inventarisasi hukum
positif di bidang Hukum Tata Negara dengan tujuan untuk
mengelompokkan dan memisahkan norma-norma Hukum Tata Negara
dari norma-norma hukum yang lain. Dalam rangka inventarisasi hukum
positif tersebut, peneliti berpedoman pada doktrin Hukum Tata Negara
menurut tradisi berfikir orang-orang Belanda sebagai titik tolak. Menurut
Logemann, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah-kaidah
hukum yang mengatur tentang:

Jabatan-jabatan dalam suatu susunan ketatanegaraan tertentu,
Pembentukanjabatan-jabatan,

Cara pengisian j abatan,

Tugas-tugasj abatan,

Wewenang hukum j abatan,

Hubungan kekuasaan j abatan antara satu dengan yang lain,

Di dalam batas-batas apa organisasi negara dan (bagian-bagiannya)
menjalankan tugasnya.'*®

NogakrowdPRE
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Jika bertitik tolak dari pendapat Logemann di atas, peneliti dapat
mengatakan bahwa seluruh norma-norma hukum yang mengatur hal-hal
yang disebut Logemann di atas termasuk dalam norma-norma Hukum
Tata Negara. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan norma Hukum Tata
Negara yang pertama dan terutama dalam kelompok norma-norma
Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, dalam UUD 1945 diatur susunan
j abatan ketatanegaraan negara Republik Indonesia dan wewenang scrta
tugas masing-masing lembaga negara seperti dikemukakan Logemann di
atas. Kemudian ada undang-undang yang mengatur lebih lanjut
keberadaan, wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara
seperti UU tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi
Yudisial, UU BPK, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD dan sebagainya. Kemudian ada undang-undang yang
mengatur sistem pengisian lembaga-lembaga negara seperti UU Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota MPR, DPR, DPD dan
DPRD. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain. Akhirnya, atas dasar
penelitian inventarisasi hukum positif yang dikemukakan di atas,
peneliti dapat mengelompokkan berbagai undang-undang yang termasuk
dalam bidang Hukum Tata Negara mulai dari UUD 1945 dan
undang-undang dan sekaligus memisahkannya dari undang-undang yang
tidak termasuk dalam kelompok norma-norma hukum Tata Negara.

Tahap ketiga atau langkah ketiga dalam penelitian inventarisasi
hukum positif seperti dikemukakan Ronny Hanitijop Soemitro adalah
melakukan pengorganisasian norma-norma hukum yang sudah
diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang
komprehensif (menyeluruh). Apakah yang dimaksud dengan sistem yang
komprehensif dalam konteks penelitian inventarisasi hukum positif?
Sistem yang komprehensif yang dimaksud adalah sistem tata hukum
yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Pengorganisasian
norma-norma hukum yang sudah diinventarisir ke dalam suatu sistem
yang komprehensif mengandung arti sebagai penataan norma-norma
hukum ke dalam suatu jaringan tata hukum. Tahap ketiga ini dalam
bahasa lain dapat disebut sebagai tahap sistematisasi norma-norma
hukum ke dalam tata hukum. Pada tahap ini, kelompok norma-norma
Hukum Tata Negara yang sudah di inventarisasi dimasukkan ke dalam
jaringan sistem hukum positif atau tata hukum. Tahap sistematisasi ini
penting untuk mengetahui kelompok norma-norma hukum tata negara
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yang sudah diinventarisasi dapat diterima atau lidak kc dalam sistem
hukum positif atau tata hukum. Sebab, ada kemungkinan bahwa
norma-norma hukum yang sudah diinventarisir ditolak atau diterima oleh
sistem hukum positif atau sistem tata hukum.

Norma-norma hukum yang diterima tata hukum menjadi bagian dari
tata hukum nasional. Ada 2 (dua) alasan norma-norma hukum dapat
diterima oleh tata hukum nasional yaitu (a) diterima dari sisi sistem
materil dan (b) diterima dari sisi sistem formalnya. Sebaliknya,
norma-norma hukum yang tidak diterima oleh tata hukum tetap berlaku
sebagai hukum positif berdasarkan sistem formalnya sekalipun dari sisi
sistem materilnya sesungguhnya bukan merupakan bagian dari tata
hukum. Oleh sebab itu, bagian yang sangat menentukan dari penelitian
inventarisasi hukum positif terletak pada tahap terakhir yaitu tahap
sistematisasi hukum positif. Sebab, pada akhirnya, hanya kelompok
norma-norma hukum yang diterima dalam tata hukum baik dari sisi
sistem materil maupun sistem formalnya yang dapat dianggap sebagai
hukum positif. Menurut logika hukum, norma-norma hukum yang
ditolak oleh tata hukum dari sisi sistem materil sesungguhnya harus
dianggap sebagai bukan hukum positif sehingga tidak memiliki hak
untuk hidup sebagai norma hukum positif.

Apa ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu norma hukum
dapat diterima atau ditolak oleh tata hukum? Ukuran yang dipergunakan
adalah sistem material norma hukum yang disebut asas-asas hukum.
Sebagaimana diketahui, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda
terhadap kaidah-kaidah hukum. Fungsi yang pertama bersifat konstitutif
dalam arti asas-asas hukum merupakan dasar pembentuk kaidah hukum
sehingga tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif tidak
mungkin ada. Fungsi kedua bersifat regulatif yakni sebagai batu penguji
untuk menilai norma-norma hukum memiliki kandungan norma yang
sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi landasan keberadaannya
yakni nilai keadilan atau tidak. Dalam hal ini, asas-asas hukum
merupakan ukuran untuk menilai norma-norma hukum mengandung
keadilan atau tidak. Penelitian inventarisasi hukum dapat dilakukan
dalam rangka pembentukan hukum atau dalam rangka penyelesaian
suatu kasus atau sengketa.

Tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum In Concreto
Apa yang dimaksud dengan penelitian untuk menemukan hukum in
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concreto'? Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian
untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto merupakan
usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna
menyelesaikan suatu perkara dan di mana bunyi peraturan hukum itu
dapat diketemukan.’® Bentuk penelitian hukum ini bertujuan untuk
menyelesaikan suatu kasus sehingga merupakan penelitian penemuan
hukum (rechtsvinding). Penelitian untuk menemukan hukum in concrete
sebenarnya adalah suatu bentuk aktivitas ilmiah di bidang hukum yang
disebut penemuan hukum {rechtsvinding).

Bentuk penelitian hukum seperti ini dapat dilakukan setelah
penelitian inventarisasi hukum positif selesai dilaksanakan.”® Pada
penelitian hukum untuk menemukan hukum in concreto yang dicari
adalah hukum positif yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkrit
untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Penerapan norma-norma
hukum terhadap suatu peristiwa konkrit merupakan suatu aktivitas
akal-budi yang dilakukan dengan cara mengurai norma-norma hukum
supaya norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum dapat
diterapkan terhadap suatu peristiwa kokrit. Penguraian itu bertujuan
untuk mengetahui ruang lingkup keberlakukan suatu norma hukum
meliputi peristiwa konkrit yang dimaksud atau tidak. Proses penguraian
norma-norma hukum itu akan dengan sendirinya bersinggungan dengan
bentuk-bentuk penalaran dalam logika. Bentuk penalaran yang relevan
dan lazim dipakai dalam penelitian untuk menemukan hukum in
concreto adalah silogisme.

Dalam silogisme, norma-norma hukum in abstracto (norma-norma
hukum yang terdapat dalam undang-undang) diposisikan sebagai premis
mayor. Fakta-fakta yang terungkap dalam peristiwa konkrit
berkedudukan sebagai premis minor. Atas dasar proses silogisme akan
diperoleh sebuah kesimpulan berdasarkan kedua premis yang sudah
disebut. Ruang lingkup keberlakukan kesimpulan itu akan selalu lebih
sempit dari premisnya. Wujud konkrit dari kesimpulan yang diperoleh
berdasarkan silogisme itu adalah keputusan hakim yang berfungsi
(berkedudukan sebagai) norma hukum positif yang diberlakukan
terhadap perkara yang bersangkutan. Vonis atau keputusan yang dibuat
oleh hakim merupakan hukum yang berlaku terhadap perkara dan
mengikat para pihak yang terkait dalam sengketa yang bersangkutan.
Oleh karena itu, jelas bahwa bentuk penalaran yang lazim dipergunakan
dalam penelitian untuk menemukan hukum in concreto adalah penalaran
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deduktif.

Van Der Burght dan Winkelma mengemukakan bahwa dalam rangka
penemuan hukum, ada 7 (tujuh) langkah atau kegiatan yang harus
dilaksanakan untuk menemukan hukum in concreto. Langkah-langkah
yang dimaksud tersebut adalah:

1. Meletakkan kasus dalam suatu peta (memetakan kasus) atau
memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar yang artinya memaparkan
secara singkat duduk perkara kasus tersebut,

2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis

(mengkualifikasi),

Melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan,

Analisis dan penafsiran (interpretasi) aturan-aturan hukum itu,

Penerapan aturan hukum terhadap kasus,

Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan

penyelesaian,

7. Perumusan (formulasi) penyelesaian.*®

oukw

Apa yang dimaksud dengan pemetaan kasus dalam penelitian hukum
untuk menemukan hukum in concreto? Suatu peristiwa konkrit
merupakan suatu rangkaian fakta-fakta yang didalamnya tersembunyi
suatu persoalan hukum.'® Suatu peristiwa konkrit ibarat teka-teki yang
harus dijawab dan yang berkewajiban menjawab teka-teki itu adalah
hakim yang mengadili perkara atau sengketa tersebut. Untuk menjawab
persoalan hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit, hakim
harus melakukan serangkaian kegiatan yang satu sama lain berkaitan dan
tidak selalu dapat diurut secara matematis. Sering kali dalam melakukan
satu kegiatan tertentu, hakim harus melakukan kegiatan yang lain
sekaligus.

Langkah pertama yang harus dilakukan hakim adalah pemetaan
kasus (skematisasi kasus). Maksud pemetaan kasus adalah pe-misahan
fakta yang relevan dari fakta yang tidak relevan. Fakta yang tidak relevan
dapat diabaikan scdangkan fakta yang relevan harus disusun berdasarkan
suatu skcma atau kcrangka umum yang logis dan kronologis dengan
maksud untuk memperjelas duduk perkara. Jika terjadi kesalahan dalam
proses pemetaan kasus dapat tcrjadi kesalahan dalam penetapan duduk
perkara. Oleh karena itu, kesalahan dalam penetapan peristiwa hukum
yang sesungguhnya (proses kualifikasi juridis) juga dapat terjadi.
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Selain kesalahan seperti dikemukakan di atas, kesalahan juga dapat
terjadi dalam proses penafsiran duduk perkara. Kesalahan itu akan
berakibat pada kesalahan dalam penetapan peristiwa hukum (proses
kualifikasi juridis). Sebagai contoh, pada suatu sore seorang laki-laki
sedang membongkar kunci sebuah mobil di suatu tempat yang sepi.
Sambil membongkar kunci, laki-laki itu melirik ke kiri dan ke kanan. Jika
ditafsirkan secara salah, laki-laki tersebut dapat dianggap seolah-olah
hendak mencuri mobil. Jika peristiwa pencurian yang disimpulkan
sebagai hasil penafsiran, hal itu merupakan suatu kesalahan karena
kejadian yang sesungguhnya tidaklah demikian. Laki-laki itu sedang
kebingungan karena kunci mobilnya ketinggalan dalam mobil sehingga
secara terpaksa harus merusak pintu mobil. Sambil membongkar pintu
mobil, laki-laki tersebut kemudian melirik ke kiri dan ke kanan untuk
mengetahui kalau-kalau ada orang yang dapat dimintai pertolongan.

Dalam proses pemetaan kasus, pola penalaran yang lazim dipakai
adalah penalaran induksi. Penalaran induksi dalam proses pemetaan
kasus merupakan proses penalaran yang bertujuan untuk melakukan
sintesis (penyimpulan) terhadap rangkaian fakta-fakta. Sebagai hasil
penyimpulan kemudian dapat ditarik kesimpulan dan menetapkan
peristiwa hukum apa yang sesungguhnya terjadi.

Atas dasar apa suatu fakta dianggap relevan sedangkan fakta yang
lain dianggap tidak relevan dalam suatu sengketa? Pemetaan kasus selalu
mengandaikan bahwa orang yang melakukan pemetaan kasus (termasuk
hakim) sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum
positif. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai aturan-aturan
hukum positif, proses pemetaan kasus tidak mungkin dilakukan. Jadi,
pengetahuan tentang aturan-aturan hukum positif merupakan dasar untuk
melakukan pemetaan kasus. Sebagai contoh, dalam contoh kasus
sewa-menyewa, hakim dapat dengan mudah melakukan pemetaan kasus
jika memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan-aturan hukum
positif di bidang hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian,
kesepakatan dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan mempunyai
ke-kualan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang
membuat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata). Oleh karena itu,
pemutusan hubungan hukum yang timbul berdasarkan perjanjian
sewa-menyewa tidak dapat dilakukan secara sepihak. Atas dasar
pemahaman demikian, hakim yang mengadili sengketa tersebut dapat
membuat suatu skema kasus.
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Apabila pemetaan kasus selesai dilakukan dan duduk perkara sudah
jelas, kegiatan yang harus dilakukan hakim adalah menerjemahkan
duduk perkara ke dalam istilah juridis. Langkah ini disebut
mengkualifikasi fakta ke dalam istilah juridis yang bertujuan untuk
menetapkan peristiwa hukumnya. Tanpa proses kualifikasi, peristiwa
hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit akan sulit
diketahui.

Bahasa yang dipakai dalam suatu kasus pada umumnya adalah
bahasa percakapan sehari-hari (bahasa orang awam). Hal itu berbeda
dari bahasa perundang-undangan yang disebut bahasa hukum. Oleh
karena itu, bahasa sehari-hari harus diterjemahkan ke dalam bahasa
hukum supaya dapat diketahui peristiwa hukum yang terjadi. Jika
berpedoman pada bahasa sehari-hari, problema hukum (problema
juridis) yang terkandung dalam suatu sengketa tidak mungkin dapat
diungkapkan dengan baik. Jadi, pengkualifikasian duduk perkara ke
dalam istilah-istilah juridis bertujuan untuk mengungkapkan persoalan
hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit.

Dalam proses pengkualifikasian harus dicari hubungan antara fakta
(duduk perkara) dengan hukum positif. Sebagai contoh, Si A mengambil
sepedamotor milik Si B yang sedang di parkir dihalaman rumah Si B.
Apakah ada hubungan antara fakta Si A mengambil sepeda motor milik
Si B dengan suatu aturan hukum tertentu? Untuk mengetahui hal itu,
hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
aturan-aturan hukum positif. Hubungan itu ternyata ada yakni seperti
diatur dalam Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP, orang yang
mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan tanpa ijin pemilik serta
bermaksud untuk memiliki barang itu dikualifikasikan sebagai perbuatan
mencuri dan dapat dihukum penjara. Jadi, kualifikasi juridis kasus ini
adalah Si A mencuri motor Si B sehingga Si A dapat dikenai pidana
penjara Maka, sama seperti dalam hal pemetaan duduk perkara yang
teliih dikemukakan, proses pengkualifikasian duduk perkara kc- dnliim
istilah-istilah juri juga membutuhkan positif yang memadai. Tanpa
pengetahuan itu, pengkualifikasian kasus terhadap istilah juridis
mustahil dapat dilakukan atau setidaknya akan sangat sulit dilakukan.

Beberapa contoh cara pengkualifikasian peristiwa konkrit ke dalam
istilah-istilah juridis akan dikemukakan berikut ini. Kolom sebelah kiri
merupakan fakta yang dirumuskan dalam bahasa sehari-hari sedangkan
kolom sebelah kanan merupakan kualifikasi dari segi juridisnya.
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Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan seleksi
aturan-aturan hukum yang relevan. Dalam rangka seleksi aturan-aturan
hukum, pengetahuan tentang sumber-sumber hukum formal adalah
sangat penting. Sudah barang tentu penguasaan yang baik mengenai tata
hukum dan bidang-bidang tata hukum merupakan syarat mutlak. Bagi
seorang awam, tata hukum adalah ibarat rimba raya yang sangat sulit
untuk dilalui sehingga jika memasuki rimba raya tersebutr tanpa
pengetahuan yang baik dapat tersesat. Akan tetapi, bagi orang yang
berpengalaman, rimba raya tidak menakutkan tetapi menyajikan
panorama yang sangat indah. Pertanyaan penting yang dapat diajukan
dalam rangka seleksi aturan-aturan hukum adalah sebagai berikut. Di
mana dan dengan cara apa dapat ditemukan aturan-aturan hukum yang
relevan yang dapal dilcrapkan dalam suatu kasus atau sengketa? Apakah
aturan-aturan hukum itu tercantum dalam undang-undang, peraturan
pemerintah, putusan pengadilan atau peraturan yang lain?

Aturan-aturan hukum yang tercantum dalam bentuk undang-undang
atau bentuk peraturan lainnya tidak selamanya jelas dan mudah
dipahami. Ada kalanya, istilah-istilah yang dipergunakan dalam
undang-undang tidak jelas sehingga norma hukum yang terkandung
dalam aturan juga tidak jelas. Maka, undang-undang atau peraturan itu
harus ditafsirkan lebih dahulu supaya dapat ditentukan maknanya
sehingga dapat ditetapkan norma hukumnya.’® Untuk menafsirkan
ketentuan undang-undang harus dikuasai pengetahuan tentang
istilah-istilah teknis hukum seperti istilah pengalihan atau overdracht,
istilah itikad baik atau to goeder trouw ataupun istilah yang lain. Dalam
hubungan ini kamus hukum menjadi besar manfaatnya. Akan tetapi,
syarat mutlak untuk dapat menafsirkan undang-undang atau peraturan
adalah penguasaan metode-metode penafsiran hukum.

Dalam Ilmu Hukum terdapat berbgai macam metode penafsiran.
Beberapa metode penafsiran hukum yang berkembang sampai dengan
sekarang antara lain adalah (1) penafsiran gramatika (penafsiran dari
sudut bahasa), (2) penafsiran historis (penafsiran dari sudut sejarah), (3)
penafsiran sistematis dan (4) penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis
atau penafsiran menurut tujuan), penafsiran subsumtif, penafsiran
komparatif, penafsiran antisipatif atau futuristis.*

Jika makna suatu aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang
terkait sudah ditetapkan, tindakan yang harus dilakukan oleh hakim
selanjutnya adalah penerapan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit.
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Sebagai contoh, Si A menyetel radio miliknya dengan sangat keras
sehingga kaca rumah tetangga sebelah pecah. Tetangga itu menggugat Si
A di pengadilan dan meminta sejumlah uang ganti kerugian. Hakim yang
mengadili perkara lalu melakukan langkah-langkah seperti sudah
dikemukakan dan akhirnya setelah menyeleksi aturan hukum diperoleh
kesimpulan bahwa pasal yang dapat diberlakukan terhadap kasus adalah
Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagaimana telah dikemukakan, pada tahap
keempat, hakim menafsirkan pasal dan menentukan makna istilah
perbuatan melanggar hukum vyang terdapat dalam Pasal 1365
KUHPerdata supaya dapat menentukan norma hukumnya. Setelah
penafsiran dan penentuan makna perbuatan melanggar hukum dan
penentuan norma hukumnya selesai dilakukan, tugas hakim dalam tahap
kelima adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut ke dalam
peristiwa konkrit yang dikemukakan.

Argumen yang disusun untuk membuat suatu putusan hukum (vonis)
dalam menyelesaikan suatu sengketa (kasus) hams dikaji secara
mendalam. Pengkajian perlu dilakukan untuk menguji argumentasi yang
paling masuk akal (paling adekuat) dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu
negara atau masyarakat. Ada beberapa argumentasi yang dapat
dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa. Dalam lImu
Hukum ada beberapa metode penafsiran sehingga metode penafsiran
yang berbeda dapat menghasilkan argumentasi yang berbeda sehingga
hams dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan tersebut.
Argumentasi yang disusun berdasarkan penafsiran gramatika dapat
berbeda atau akan berbeda dari argumentasi yang disusun berdasarkan
penafsiran historis atau teleologis. Hal ini menunjukkan bahwa dari suatu
ketentuan undang-undang bisa muncul lebih dari satu makna.

Dalam suatu sengketa, masing-masing pihak menafsirkan ketentuan
undang-undang sesuai dengan kepentingannya. Atas dasar itu, pihak
yang bersangkutan akan mengemukakan argumentasi dengan bertitik
tolak dari kepentingan tersebut. Para pihak dapat secara bebas
menentukan metode penafsiran yang dipakai untuk menentukan makna
undang-undang. Sebab, dalam hukum positif tidak ada aturan yang
membatasi metode penafsiran yang hams dipakai untuk memaknai
undang-undang. Tujuan akhir dari argumentasi para pihak dalam suatu
perkara tentu saja untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim supaya
mengambil putusan sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan.
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Cara seperti ini adalah lazim terjadi di pengadilan dan diperbolehkan oleh
undang-undang. Hakim juga memiliki penafsiran sendiri terhadap
ketentuan undang-undang sehingga sebelum menetapkan suatu putusan
sudah barang tentu hakim hams mengkaji argumentasi yang
dikemukakan k ed ua bclah pihak. Setelah itu, hakim akan menetapkan
argumentasi sciuliri dan membuat putusan berdasarkan argumentasi yang
paling masuk akal dan paling dapat dipertanggungjawabkan dari
berbagai segi seperti dari segi kesusilaan (moral) dan temtama dari segi
tata hukum (hukum positif).

Langkah terakhir dalam penyelesaian suatu peristiwa konkrit adalah
penetapan formulasi putusan. Putusan seorang hakim dalam suatu kasus
sesungguhnya adalah suatu pendapat hukum {legal opinion) sehingga
tidak berbeda dari pendapat hukum yang lain dari segi materinya.
Perbedaan vonis dengan pendapat hukum yang lain seperti pendapat
hukum seorang konsultan hukum adalah dari segi bentuk formalnya dan
kekuatan mengikatnya. Secara formal, vonis dirumuskan dalam bentuk
suatu format putusan yang sudah baku dan standard. Dari segi kekuatan
mengikat, vonis memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dari
pendapat hukum seorang ahli hukum (doktrin) karena penerapan vonis
hakim didukung oleh kekuasaan negara. Dengan perkataan lain, vonis
memiliki kekuatan mengikat dan memaksa yang lebih besar daripada
pendapat hukum yang lain.

Pendapat hukum yang dibuat oleh seorang hakim dalam suatu
perkara yang bentuk formalnya adalah vonis hams diformulasikan dalam
bahasa yang jelas dan sederhana supaya para pihak yang terkait dengan
kasus tersebut dapat dengan mudah memahami isi vonis. Vonis tidak
boleh dimmuskan dalam bahasa ilmiah yang sangat ramit ataupun terlalu
teknis karena akan menimbulkan kesulitan untuk memahaminya
temtama orang awam yang tidak memahami hukum. Oleh karena itu,
dalam perumusan atau formulasi putusan pengetahuan mengenai bahasa
sebaiknya wajib dimiliki oleh hakim supaya hakim dapat membuat
perbedaan antara bahasa ilmiah dan bahasa keputusan (vonis).

Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum

Apa yang dimaksud dengan penelitian asas-asas hukum? Penelitian
asas-asas hukum merupakan bentuk penelitian hukum dogmatik atau
penelitian hukum doktriner yang bertujuan untuk menemukan asas
hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.*® Penelitian asas-asas
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hukum dilaksanakan dengan cara mengindentifikasi kaidah-kaidah
hukum yang telah dimmuskan dalam perundang-undangan.'®* Hasil
penelitian asas-asas hukum antara lain dapat dipergunakan untuk
menyelesaikan suatu perkara konkrit (sengketa) khususnya sengketa di
bidang hukum perdata. Sebab, asas-asas hukum memainkan peranan
penting dalam penemuan hukum.®* Pemanfaatan asas-asas hukum
dalam penyelesaian suatu masalah konkrit dalam bidang hukum perdata
antara lain dapat dilakukan berdasarkan metode penemuan hukum.
Sebab, penemuan hukum adalah suatu bentuk metode (cara) untuk
menemukan norma hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dalam
hal tidak ada suatu pasal undang-undang yang dapat secara langsung
diterapkan terhadap suatu kasus atau peristiwa konkrit.

Penelitian asas-asas hukum akan lebih mudah dilakukan jika peneliti
memahami pengertian asas-asas hukum. Namun, apa yang dimaksud
dengan asas-asas hukum? Ada berbagai pendapat mengenai asas-asas
hukum. Abdul Kadir Besar mengemukakan "Asas hukum adalah
dasar-dasar normatif pembentukan hukum; tanpa asas hukum, hukum
positif tak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya,
sedang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridik untuk
menjadi aturan hukum positif."'®® Ada pula definisi lain mengenai
asas-asas hukum. Ruslan Saleh mengemukakan "Asas hukum . . . dapat
kita dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan yang
bersifat umum menjadi fundamental dari suatu sistem hukum, walaupun
tidak selurunnya masuk ke dalamnya."** Namun, Ruslan Saleh juga
mengemukakan "Asas-asas hukum adalah dasar dari suatu lembaga
hukum dan berfungsi untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian di antara
peraturan-peraturan hukum yang terhimpun didalamnya."*¢®

Asas-asas hukum memiliki ciri-ciri tertentu sehingga berdasarkan
ciri-ciri itu asas hukum dapat dibedakan dari norma hukum. Beberapa
ciri asas hukum yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia
adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,

2. asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan
undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, oleh karena
ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah
penjabaran dari asas-asas hukum,

3. beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum,
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beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum (atau tata
hukum positif — pen.) itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai
pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.'¢®

Selain ciri-ciri yang dikemukakan di atas, ada ciri lain asas hukum.
Beberapa ciri lain asas-asas hukum menurut Roeslan Saleh adalah
sebagai berikut:

1. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen
dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari
sistem hukum,

2. Selanjutnya, dia menunjukkan bahwa asas asas hukum bersifat lebih
umum daripada ketentuan undang-undang clan keputusan-keputusan
hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,

3. Akhirnya, dia menunjukkan bahwa beberapa asas hukum berada
sebagai dasar dari sistem hukum: beberapa lagi dibelakangnya, jadi
di luar sistem hukum itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai
pengaruh terhadap sistem hukum. ¢’

Tiap-tiap bidang hukum (subbidang hukum) memiliki asas-asas
hukum. Beberapa asas hukum dari berbagai bidang hukum (subbidang
hukum) yang dapat disebut adalah Asas Hakim Aktif, Asas Hakim Pasif,
Asas Praduga Tak Bersalah, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas
Monogami, Asas Pemisahan Kekuasaan™ dan sebagainya.

Asas-asas hukum memiliki fungsi tertentu dalam pembentukan
normahukum, keputusanhakimataukeputusanpejabatadministrasi.
Asas-asas hukum umum dan abstrak memberi ukuran nilai-nilai yang
dengan ukuran itu orang dapat sampai kepada pedoman-pedoman yang
konkrit.**® Ukuran nilai-nilai yang diberikan asas-asas hukum terhadap
norma-norma hukum ada 2 (dua) macam. Pertama, ukuran nilai-nilai
yang bersifat konstitutif. Kedua, ukuran nilai-nilai yang bersifat regulatif.

Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang
bersifat konstitutif disebut asas-asas hukum konstitutif.’®® Asas-asas
hukum konstitutif merupakan asas pembentuk norma-norma hukum.
Oleh karena itu, asas hukum konstitutif merupakan asas-asas hukum
yang mutlak harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Sebab, asas
hukum konstitutif adalah dasar pembentukan norma-norma hukum.
Pembentukan norma-norma hukum yang tidak berdasar pada asas hukum
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konstitutif dengan sendirinya menghasilkan kaidah-kaidah hukum yang
secara material bukan merupakan kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum
yang dibentuk di luar asas-asas hukum konstitutif sesungguhnya berada
di luar tatanan hukum positif atau berada di luar jaringan sistem hukum
sehingga tidak memiliki hak hidup untuk diakui sebagai norma-norma
hukum positif secara material.

Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang
bersifat regulatif disebut sebagai asas-asas hukum regulatif.'”® Asas
hukum regulatif adalah asas hukum yang menilai atau yang menguji
norma-norma yang harus ada supaya dihasilkan kaidah-kaidah hukum
yang bersifat adil. Pembentukan norma-norma hukum yang tidak
didasarkan pada asas-asas hukum regulatif akan menghasilkan
norma-norma hukum yang tidak adil. Dalam hal ini, asas-asas hukum
regulatif berfungsi sebagai batu penguji atau pembanding untuk
mengetahui norma-norma hukum mengandung nilai keadilan yang
terkandung dalam asas-asas hukum yang menjadi dasar pembetuk
norma-norma hukum tersebut atau tidak. Jika nilai keadilan dalam
asas-asas hukum ternyata tidak terdapat pada norma-norma hukum yang
dibentuk berdasarkan asas-asas hukum itu dengan sendirinya berarti
bahwa norma hukum tersebut tidak mengandung keadilan. Jadi, dalam
hal ini, asas-asas hukum berfungsi regulatif (berfungsi mengatur)
norma-norma hukum. Oleh sebab itu, jika dipandang dari sudut
fungsinya terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dapat dibagi
atas 2 (dua) macam yaitu asas hukum konstitutif dan asas hukum
regulatif.*™

Jika ditinjau dari aspek strukturnya, ada kesamaan antara asas-asas
hukum dengan norma-norma hukum positif. Sama seperti norma-norma
hukum yang tertata dalam suatu tatanan yang berjenjang, asas-asas
hukum juga tersusun secara berjenjang (bertingkaf). Struktur asas-asas
hukum dimulai dari asas hukum yang tertinggi dan yang paling abstrak
serta paling luas ruang lingkupnya sampai pada asas hukum yang paling
rendah, paling konkrit dan paling terbatas ruang lingkupnya. Dengan
perkataan lain, dalam struktur asas-asas hukum itu sendiri terdapat
pertingkatan asas-asas hukum. Dalam hubungan ini, Roeslan Saleh
mengemukakan:

1. Asas-asas hukum yang kurang fundamental sifatnya adalah yang
telah dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan,
2. Yang kedua terdiri atas asas-asas hukum yang menjadi dasar dari
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berbagai peraturan perundang-undangan,

3. Yang ketiga terdiri atas asas-asas hukum yang merupakan anggapan
untuk suatu daerah hukum. Misalnya dalam hukum acara: kesamaan
pihak-pihak yang berperkara atau dalam hukum pidana tidak dipidana
jika tidak ada kesalahan,

4. Yang keempat adalah asas-asas hukum yang lebih tinggi. Dia bukan
lagi anggapan untuk daerah hukum tertentu tetapi untuk keseluruhan
stelsel hukum positif,

5. Yang kelima: asas-asas hukum yang paling fundamental. Yang
berlaku bagi tiap-tiap sistem hukum positif."?

Asas-asas hukum juga disebut sebagai sistem material suatu sistem
hukum atau lembaga hukum.™Sistem material mengandung arti sebagai
unsur material yang membentuk suatu lembaga hukum atau sistem
hukum. Jika unsur material tidak ada dengan sendirinya suatu lembaga
hukum atau suatu sistem hukum tidak mungkin ada. Sistem material
suatu tata hukum meliputi berbagai asas hukum seperti asas negara
hukum, asas legalitas, asas persamaan di depan hukum dan lain-lain.
Asas-asas hukum menjadi titik tolak dalam pembentukan kaidah-kaidah
hukum dalam berbagai bidang hukum sehingga asas hukum mempunyai
fungsi konstitutif terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum. Dalam
bahasa yang lain dapat dikemukakan bahwa tanpa asas hukum,
norma-norma hukum tidak akan pernah ada.

Selain sistem material tata hukum atau lembaga hukum, ada juga
sistem formal tata hukum atau lembaga-lembaga hukum. Sistem formal
lembaga hukum atau sistem hukum adalah rangkaian bentuk-bentuk
kaidah hukum yang membentuk suatu lembaga hukum atau tata hukum
sehingga kaidah hukum tidak saling bertentangan. Sebagai contoh,
sistem formal sistem tata hukum Indonesia meliputi berbagai bentuk
kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk kaidah hukum
itu bertingkat-tingkat (berjenjang) mulai dari yang tertinggi sampai yang
paling rendah yaitu UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota, Peraturan
Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa.

Apa sebab penelitian asas-asas hukum perlu dilakukan? Salah satu
tujuan penelitian asas-asas hukum adalah untuk penyelesaian suatu
perkara. Penelitian asas-asas hukum dilakukan dalam rangka penemuan
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hukum untuk penyelesaian suatu perkara yang tidak ada aturannya
karena terjadi kekosongan undang-undang. Jika asas hukum sudah
ditemukan, asas hukum itu dapat dipergunakan sebagai dasar untuk
penyelesaian perkara seperti layaknya sebuah undang-undang yang
diterapkan terhadap sebuah peristiwa konkrit. Proses penelitian terhadap
asas-asas hukum itu dapat dijelaskan dalam paparan berikut.

Ada kalanya, sistem material norma hukum yang hendak dipakai
untuk menyelesaikan suatu perkara tidak secara tegas dinyatakan dalam
undang-undang. Dalam keadaan seperti ini, hakim harus berusaha
menemukan sistem material yang dimaksud pembentuk undang-undang.
Untuk menemukan hal itu, hakim dapat melakukan perbandingan antara
berbagai ketentuan hukum di dalam suatu lembaga hukum yang
dianggap memiliki kesamaan-kesamaan. Sebagai contoh, Pasal 279
KUHPidana menyebutkan "Seseorang diancam dengan pidana 5 (lima)
tahun bila mengadakan hubungan perkawinan, pada hal ia seharusnya
menyadari bahwa perkawinan yang sudah ada merupakan penghalang
baginya untuk menikah
lagi."

Pasal 279 KUHPidana tidak menyebutkan bagi siapa pasal tersebut
berlaku. Apakah pasal itu berlaku bagi orang yang beragama Kristen,
Islam, Hindu atau Buddha? Untuk mengetahui hal itu, hakim dapat
melakukan perbandingan dengan pasal lain dalam tata hukum Indonesia.
Pasal 279 KUHPidana mirip dengan Pasal 27 KUHPerdata yang
menyatakan "Dalam waktu yang sama, seorang pria hanya boleh
memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu
orang suami." Asas monogami mutlak berlaku hanya bagi orang yang
beragama Kristen. Jika ketentuan Pasal 27 KUHPerdata dibandingkan
dengan ketentuan Pasal 279 KUHPidana akan diperoleh kesimpulan
bahwa sistem material yang melandasi kedua pasal adalah sama yaitu
Asas Monogami Mutlak. Jika sistem materialnya sudah diketahui akan
mudah untuk mengetahui pihak-pihak yang terkena larangan Pasal 279
KUHPidana tersebut. KUHPerdata pada dasarnya berlaku hanya bagi
orang Eropa dan orang Indonesia yang beragama Kristen. Dengan
demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 279 KUHPidana yang
sistem materialnya menganut asas monogami mutlak sama seperti asas
monogami mutlak dalam Pasal 27 KUHPerdata berlaku hanya bagi orang
Indonesia yang beragama Kristen sedangkan bagi orang Indonesia yang
beragama Islam pasal itu tidak berlaku.
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Dari sudut pandang (perspektif) epistemologi hukum dapat
diketahui  bahwa benliik penalaran yang dipergunakan dalam
penelitian terhadap asas-asas hukum seperti dikemukakan di atas adalah
penalaran induktif. Sebab, penelitian yang dilakukan terhadap
kaidah-kaidah hukum tersebut bertujuan untuk mencari dan menetapkan
asas hukum yang bersifat umum sehingga menunjukkan proses berpikir
yang bersifat sintesis yaitu membuat kesimpulan yang bersifat umum
dari hal-hal yang bersifat khusus. Asas-asas hukum yang bersifat umum
tersebut akan mengikat dan membawahi segenap norma hukum yang
berada dalam ruang lingkup keberlakukan asas-asas hukum yang
bersangkutan. Jadi, asas hukum itu sebenarnya adalah bentuk abstraksi
dari norma-norma hukum yang lebih konkrit sehingga kandungan
asas-asas hukum lebih abstrak dan umum. Dari sudut logika, pencarian
asas hukum dengan model seperti ini pada hakikatnya tidak lain dari
suatu bentuk generalisasi.

Tipologi Penelitian Terhadap Sistematik Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian terhadap sistematik hukum
adalah penelitian terhadap pengertian-pengertian dasar dari sistem
hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.t™
Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum antara lain
mencakup pengertian masyarakat hukum, subjek hukum, hak,
kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.'”
Penelitian sistematik hukum adalah penelitian yang khusus dilakukan
terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.’® Sebab,
konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem
hukum terdapat dalam bahan-bahan hukum primer seperti tertuang dalam
undang-undang atau terdapat dalam bahan-bahan hukum sekunder yaitu
dalam bentuk doktrin-doktrin hukum.

Dalam rangka penelitian sistematik hukum, konsep-konsep hukum
atau yang juga disebut bangunan-bangunan yuridis yang dipergunakan
dalam peraturan perundang-undangan seperti subjek hukum, objek
hukum, hubungan hukum dan sebagainya ditelaah secara sedemikian
rupa supaya maknanya, batas-batasnya dan daya jangkaunya dapat
diketahui. Jika makna, batas-batas dan daya jangkaunya diketahui,
hubungan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lain dapat ditetapkan sehinggajaringan sistem
peraturan perundang-undangan atau hukum dapat diketahui.
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Soerjono Soekantolebihlanjutmengemukakanbahwapenelitian
terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu atau
beberapa bidang yang saling berkaitan.'’” Peraturan perundang-
undangan yang hendak diteliti lebih dahulu dikumpulkan lalu
diklasifikasi berdasarkan patokan tertentu seperti menurut urutan waktu
atau menurut bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut atau
berdasarkan kriteria yang lain. Soerjono Soekanto mengemukakan "Di
sini si peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut
penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah
pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan tersebut."*® Setelah itu dilakukan
analisis dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem
hukum yang telah disebut di atas.'” Penelitian terhadap sistematik
hukum perlu dilakukan baik dalam rangka penemuan hukum untuk
menyelesaikan suatu perkara konkrit oleh hakim maupun dalam rangka
pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang.

Apa sebab konsep-konsep hukum dalam peraturan perundang-
undangan perlu diteliti? Penelitian terhadap sistematik hukum
merupakan penelitian terhadap suatu atau beberapa peraturan
perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui sistem tertentu
yang terdapat dalam suatu tata hukum ataupun dalam suatu sub bidang
hukum tertentu.’® Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui isi,
batas-batas dan daya jangkau pengertian-pengertian dasar yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan. Jika isi, batas dan daya jangkau
pengertian dasar suatu konsep hukum dapat diketahui dengan sendirinya
akan dapat ditetapkan hubungan dan kedudukan peraturan
perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan
yang lain dalam suatu bidang hukum atau dalam suatu tata hukum.

Hubungan dan kedudukan tiap peraturan perundang-undangan atau
norma hukum dalam suatu tata hukum atau bidang hukum perlu
diketahui. Sebab, tiap kaidah hukum selalu memiliki kedudukan tertentu
di dalam suatu himpunan kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu hal
tertentu.’® Kedudukan suatu norma hukum menentukan hubungan
norma hukum itu dengan norma hukum yang lain. Dengan perkataan
lain, makna suatu norma hukum dalam suatu tata hukum atau bidang
hukum bergantung kepada kedudukan dan hubungan norma hukum itu
dengan norma-norma hukum yang lain. Di luar hubungan dengan norma
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hukum yang lain, suatu norma hukum tidak memiliki makna atau arti
sama sekali. Sudikno Mertokusumo mengemukakan "Di luar sistem
hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang
lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti."**’Hal itu terjadi
karena tiap peraturan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari suatu
keseluruhan sistem norma-norma hukum sehingga tiap norma hukum
tidak mungkin berdiri (hidup) sendiri.

Sistem tata hukum itu sendiri pada dasarnya terdiri atas sistem
material dan sistem formal.'®® Sistem material tata hukum disebut juga
asas-asas hukum. Sistem material tata hukum atau asas-asas hukum
berfungsi untuk mengikat kaidah-kaidah hukum yang objek
pengaturannya sama atau memiliki kesamaan sehingga membentuk suatu
lembaga hukum. Sebagai contoh, lembaga Hukum Perjanjian yang terdiri
atas sejumlah pasal-pasal dibentuk oleh beberapa asas-asas hukum yang
terdapat dalam bidang hukum perjanjian seperti asas kebebasan
berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata) dan asas konsensualitas
atau asas kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata).

Sistem formal tata hukum berfungsi untuk membentuk suatu jaringan
norma-norma hukum supaya kemungkinan pertentangan di antara
norma-norma hukum sedapat mungkin dapat dicegah. Sistem formal tata
hukum terwujud dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan
yang tertata secara harizontal dan vertikal dalam suatu jaringan
norma-norma hukum yang disebut tata hukum. Penelitian terhadap
sistem formal suatu tata hukum bertujuan untuk mengetahui kedudukan
dan hubungan suatu norma hukum dengan berbagai peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur bidang yang sama atau bidang
yang berkaitan.

Penelitian terhadap sistem formal tata hukum menj adi penelitian
terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum
dimulai dari analisis terhadap konsep-konsep hukum atau
pengertian-pengertian dasar sistem hukum yang dipakai dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dipertanyakan apakah
konsep-konsep hukum vyang dipergunakan dalam suatu peraturan
perundang-undangan mengandung pengertian, isi dan daya jangkau yang
sama dengan konsep hukum vyang sama dalam peraturan
perundangan-undangan lain dalam bidang hukum yang sama? Sebagai
contoh, apakah konsep hak milik dalam Hukum Perdata mempunyai
pengertian, isi dan daya jangkau yang sama dengan konsep hak milik
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dalam Hukum Dagang dan Hukum Agraria?

Analisis terhadap konsep hukum hak milik seperti dikemukakan di
atas bertujuan untuk memahami pengertian, isi, batas-batas dan ruang
lingkup hak milik sebagai suatu konsep hukum. Dalam hal ini yang dapat
dipertanyakan antara lain adalah sebagai berikut. Apakah hak milik
sebagai suatu konsep hukum bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut
oleh negara atau sebaliknya? Apakah hak milik sebagai suatu konsep
hukum mencakup (meliputi) benda bergerak, benda tidak bergerak atau
kedua-duanya? Apakah hak milik sebagai suatu konsep hukum meliputi
(mencakup) benda yang berwujud konkrit, abstrak atau kedua-duanya?

Isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik perlu ditetapkan
supaya dipcroleh gambaran tentang hubungan dan kedudukan norma
norma hukum yang mengatur hak milik dalam bidang hukum yang sama
atau bidang hukum yang terkait. Oleh sebab itu, lulak salali kalau
dikalakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum alau peuelilian
terhadap pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum dapat juga
disebut sebagai penelitian yang bersifat analitis.'®* Sebab, maksud utama
penelitian hukum dengan metode pendekatan yang bersifat analitis
menurut Johny Ibrahim adalah untuk mengetahui makna yang dikandung
dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional dan
sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek hukum.® Jadi,
sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat analitis, tugas utama
penelitian dengan metode pendekatan analisis hukum adalah
menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem
hukum dan berbagai konsep yuridis seperti subjek hukum, objek hukum,
hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli,
prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan
sebagainya. %

Penelitian terhadap sistematika hukum dengan pendekatan analitis
perlu dilakukan karena seperti dikemukakan Johny Ibrahim "Tidak jarang
sebuah kata atau defmisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan
hukum tidak jelas maknanya."'®” Jika konsep atau definisi suatu aturan
hukum tidak jelas dengan sendirinya akan sulit diketahui kandungan
norma aturan hukum tersebut. Kandungan norma aturan hukum yang
tidak jelas dapat menimbulkan kesulitan atau kesalahan dalam
memahami makna aturan hukum tersebut. Kesalahan dalam memberi
makna terhadap suatu aturan hukum akan menimbulkan kesulitan atau
kesalahan dalam memahami hubungan norma hukum itu dengan aturan
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hukum yang lain dan sekaligus dapat menimbulkan kesalahan dalam
melaksanakan norma hukum tersebut. Jadi, makna suatu definisi, kata
atau konsep yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang perlu
diungkapkan supaya makna aturan hukum dan hubungannya dengan
aturan hukum vyang lain dapat diketahui sehingga sistem yang
mcmbcntuk jaringan norma-norma hukum itu dapat diketahui. Sekaligus
dengan itu, penerapan suatu konsep hukum yang terdapat dalam suatu
peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa konkrit
diharapkan juga dapat dilakukan dengan mudah dan secara tepat.

Aktivitas intelektual yang dikemukakan di atas merupakan aktivitas
di bidang hukum (praksis hukum) yang bersifat teoretis dan berlangsung
dalam ruang lingkup atau wilayah kerja llmu Pengertian Hukum. IImu
Pengertian Hukum memperbincangkan konsep-konsep hukum yang
dipakai dalam tata hukum. Ilmu Pengertian Hukum merupakan bagian
dari Dogmatika Hukum bersama-sama dengan llmu Kaedah Hukum.
Jadi, penelitian terhadap sistematik hukum merupakan aktivitas
intelektual dalam konteks Dogmatika Hukum sebagai salah satu bentuk
praksis hukum yang bersifat teoretis selain Teori Hukum dan Filsafat
Hukum.

Penelitian konsep-konsep hukum dapat juga menjadi objek
penelitian Teori Hukum sekalipun dengan cara pendekatan yang
berbeda. Penelitian konsep-konsep hukum dalam rangka Dogmatika
Hukum bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang tepat
tentang bangunan-bangunan yuridikal dalam lingkup suatu tata hukum.
Hal ini berbeda dengan penelitian konsep-konsep hukum dalam rangka
Teori Hukum. Dari perspektif Teori Hukum, konsep-konsep hukum
tidak hanya dipahami dalam suatu kerangka tata hukum tetapi dipahami
dalam konteks yang lebih luas daripada tata hukum yakni dalam konteks
yang mencakup latar belakang ekonomikal, historikal dan lain-lain.'¢®
Oleh sebab itu, penelitian konsep-konsep hukum dari pespektif Teori
Hukum tidak semata-mata bersifat dogmatis tetapi dalam derajat tertentu
memiliki juga segi-segi empiris.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan bahwa maksud
utama penelitian terhadap sistematik hukum atau penelitian terhadap
bangunan-bangunan yuridis ada 3 (tiga) hal. Ketiga hal yang dimaksud
oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah untuk menentukan
dengan secermat mungkin (1) isi dari konsep-konsep hukum yang
dianalisis, (2) batas-batas konsep hukum yang dianalisis dan (3) daya
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jangkau (draagwijdie) konsep hukum yang dianalisis."

Pendapat yang dikemukakan di atas kiranya akan lebih jelas jika
disertai dengan satu atau beberapa contoh seperti akan diuraikan berikut
ini. Sebagai contoh, konsep hak milik dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam rangka
penelitian sistematik hukum, tugas pertama yang harus dilakukan
menurut pendapat Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan
isi konsep hak milik sebagai suatu konsep hukum. Sebab, isi, batas-batas
dan daya jangkau hak milik sebagai suatu konsep hukum tidak selalu
sama pada tiap tata hukum. Sebagai contoh, isi, batas-batas dan daya
jangkau konsep eigendom dalam sistem hukum agraria di jaman Hindia
Belanda berbeda dari pengertian dan isi konsep hak milik dalam UU
Nomor 5 Tahun 1960. Subekti mengatakan "Eigendom adalah hak yang
paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak
eigendom (hak milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja terhadap
benda itu asal saja tidak melanggar undang-undang atau hak orang
lain,"%°

Konsep hak eigendom seperti disebut di atas tentu saja berbeda dari
konsep hak milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 20 UU Nomor
5 Tahun 1960 menyebutkan "Hak Milik adalah hak turun temurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6." Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960
lebih lanjut mengemukakan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial." Dengan demikian, hak milik harus dipahami selalu dalam
konteks Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 sehingga hak milik
mempunyai fungsi sosial. Pengertian hak atas tanah yang mempunyai
fungsi sosial dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 5
Tahun 1960 yang menetapkan "Untuk kepentingan umum termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat,
hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang
layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang." Maka,
dengan ketentuan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa
konsepsi hukum Hak Milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak
bersifat mutlak karena demi kepentingan umum hak milik dapat dicabut
oleh negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 yaii)>, k-lah
disebutkan di atas.
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Perbedaan isi, batas-batas dan daya jangkau konsepsi eigendom dan
hak milik itu ada hubungannya dengan perbedaan teori-teori Ilmu Negara
Khusus Belanda (Hindia Belanda) dengan Indonesia khususnya teori
tentang berdirinya negara. Menurut teori IImu Negara Khusus Indonesia,
negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia seperti dapat
disimpulkan dari teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari
teks proklamasi itu dapat diderivasi (diturunkan) suatu pengertian
tentang teori bernegara bangsa Indonesia.

Dalam teori bernegara bangsa Indonesia, kepentingan bangsa selalu
ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan
individu. Oleh sebab itu, kepentingan individu harus dikalahkan demi
kepentingan umum (bangsa). Prinsip ini dengan sendirinya akan
membawa dampak atau konsekuensi terhadap pengertian atau isi,
batas-batas dan daya jangkau segenap konsep hak dalam tata hukum
Indonesia termasuk konsep milik dalam kerangka teori bernegara bangsa
Indonesia. Hak milik menurut tata hukum Indonesia sesuai dengan teori
bernegara bangsa Indonesia tidak bersifat mutlak. Hak milik pribadi
sewaktu-waktu harus berkorban atau ditundukkan kepada kepentingan
bersama (bangsa). Hak milik yang berkarakter individual harus selalu
siap berkorban demi dan untuk kepentingan umum (bangsa). Pengertian
hak milik seperti dikemukakan di atas kemudian dituangkan dalam
norma-norma atau tata hukum. Dengan demikian, atas dasar argumentasi
yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa kandungan konsepsi
hak milikmermrut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak bcrsifat mutlak. Sebab,
demi kepentingan umum (bangsa) hak milik selalu dapat dicabut oleh
negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor Tahun 1960.

Setelah isi atau pengertian dari konsep hak milik seperti
dikemukakan di atas berhasil diungkapkan, tugas berikutnya menurut
Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan batas-batas
konsepsi hak milik dalam kerangka atau menurut pengertian tata hukum
Indonesia. Batas-batas hak milik sebagai suatu konsep hukum tcrnyala
mcliputi benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda
bergerak seperti kenderaan bermotor dan sebagainya. Hak milik itu juga
mencakup pengertian hak atas benda yang berwujud konkrit atau
abstrak. Hal itu dapat diketahui dari berbagai peraturan
perundang-undangan Indonesia.
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Tugas yang terakhir menurut Jan Gij ssels dan Mark Van Hoecke
adalah penentuan daya jangkau (draagwijdie) konsep hak milik menurut
sistem tata hukum Indonesia. Hak milik sebagai konsep hukum dalam
tata hukum Indonesia mempunyai daya jangkau yang bersifat mutlak.
Daya jangkau suatu macam hak sebagai suatu konsep hukum ditentukan
oleh patokan kepada siapa hak itu dapat dipertahankan. Jika suatu hak
dapat dipertahankan hanya kepada orang tertentu, hak itu disebut
memiliki daya jangkau yang bersifat relatif. Sebagai contoh, hak seorang
penjual hanya dapat dipertahankan (dituntut untuk dilaksanakan) kepada
pembeli. Hak itu tidak dapat dituntut untuk dilaksanakan oleh pihak lain.
Namun, jika suatu suatu hak dapat dipertahankan kepada siapa pun, hak
itu disebut memiliki daya jangkau yang bersifat mutlak. Hak milik
merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam hak yang bersifat mutlak.
Ketiga hak mutlak yang dimaksud adalah hak-hak asasi, hak publik
mutlak dan hak keperdataan mutlak.***

Ada yang mengemukakan bahwa penelitian analitis hukum dapat
disejajarkan dengan penelitian analisis isi dalam penelitian komunikasi.
Penelitian analisis konten atau analisis isi yang paling mendekati
penelitian analisis hukum adalah penelitian analisis konten dengan unit
analisis kata seperti analisis konten dari kata keadilan, jual beli, leasing
dan sebagainya.*®

Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal
dan Horizontal

Penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk
mengungkapkan  kenyataan ~ sampai  sejauh  mana  suatu
perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai
keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan
yang sederajat mengenai bidang yang sama.'® Sesuai dengan pendapat
yang dikemukakan di atas, penelitian sinkronisasi hukum merupakan
kegiatan untuk mensinkronkan peraturan perundang-undangan yang
sederajat atau peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat. Oleh
sebab itu, ada 2 (dua) jenis penelitian sinkronisasi hukum. Pertama,
penelitian dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal. Kedua,
penelitian dalam rangka sinkronisasi hukum vertikal.

Penelitian sinkronisasi hukum vertikal merupakan penelitian yang
meliputi ruang lingkup berbagai peraturan perundang-undangan yang
berbeda derajatnya tetapi mengatur bidang yang sama.'® Dalam
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penelitian  sinkronisasi  hukum  vertikal yang diteliti adalah
perundang-undangan dalam suatu bidang hukum tertentu dalam
perspektif hierarkhisnya.'® Sebagai contoh, seorang peneliti dapat
melakukan penelitian sinkronisasi hukum vertikal mengenai hukum
pemerintahan daerah. Dalam rangka penelitian itu, peneliti meneliti
norma-norma hukum yang mengatur pemerintahan daerah. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah mulai dari
UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai PP, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri dan Perda-perda yang dibuat oleh tiap daerah. Dalam
hal ini, peneliti meneliti kesesuaian norma-norma hukum pemerintahan
daerah yang tertinggi vyaitu UUD 1945 dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah sampai yang paling rendah.
Dalam hal ini yang menjadi masalah penelitian adalah sebagai berikut.
Apakah norma-norma UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan
daerah sudah dijabarkan secara tepat oleh peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah?

Penelitian sinkronisasi hukum horizontal dapat dilakukan secara
lebih terinci dengan mengadakan inventarisasi hukum yang sejajar.*®®
Soerjono  Soekanto  mengemukakan  "Dengan  me-nempatkan
perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar akan lebih
mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap sinkronisasinya yang
rendah, sedang alau tinggi."**" Penelitian hukum sinkronisasi horizontal
perlu diadakan karena menurut teori hukum, segenap norma-norma
hukum dalam suatu tata hukum harus sinkron atau saling berketeguhan
satu sama lain. Norma-norma hukum (undang-undang) yang
kedudukannya sederajat tidak boleh mengandung norma yang berbeda
jika mengatur hal yang sama. Jika ada 2 (dua) norma hukum yang
berbeda tetapi mengatur hal yang sama, salah satu dari norma hukum itu
harus dilikuidasi (ditiadakan). Jika tidak ditiadakan akan terjadi konflik
norma-norma hukum positif. Keadaan norma-norma hukum yang
konfliktual akan menimbulkan ketidakutuhan tata hukum, kekacauan
hukum dan ketidakpastian hukum.

Jika ada sinkronisasi pada segenap peraturan perundang-undangan
yang sederajat dan mengatur suatu hal yang sama berarti bahwa derajat
sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu adalah derajat tinggi.
Sebagai contoh, seorang peneliti dapat melakukan penelitian sinkronisasi
hukum horizontal mengenai peraturan perundang-undangan yang
mengatur masalah agraria. Dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal,
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peneliti meneliti norma-norma hukum yang mengatur bidang keagrarian
yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang dan undang-undang yang lain. Dalam hal
ini yang menjadi pertanyaan pokok penelitian apakah segenap peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang agraria sudah sinkron
(berketeguhan) satu sama lain? Jika ternyata ketiga undang-undang di
atas satu sama lain saling meneguhkan (saling menguatkan), peraturan
perundang-undangan tersebut memiliki derajat sinkronisasi yang tinggi.
Namun, jika di antara ketiga peraturan perundag-undangan itu terdapat
pertentangan  berarti  bahwa  derajat  sinkronisasi  peraturan
perundang-undangan lersebut termasuk dalam Kkategori derajat
sinkronisasi yang sedang alau rendah.

Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum

Apa vyang dimaksud dengan penelitian perbandingan hukum?
perbandingan hukum adalah penelitian hukum yang meneliti
persamaan dan perbedaan 2 (dua)

Sistem hukum yang berbeda. Jika seorang peneliti berusaha
memperbandingkan dua sistem hukum yang berbeda akan ada unsur
yang sama dan unsur yang berbeda pada kedua sistem hukum yang
berbeda tersebut.'®® Perbandingan hukum dapat dilakukan dalam
bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik. Bahkan,
dapat pula dilakukan perbandingan mengenai suatu lembaga hukum di
masa lampau dengan lembaga hukum yang sama di masa sekarang.®°
Sebagai contoh, lembaga hukum hak eigendom menurut BW yang dulu
berlaku di Hindia Belanda dapat diperbandingkan dengan lembaga
hukum hak milik menurut versi UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku
sekarang.

Persamaan-persamaan yang terdapat pada 2 (dua) sistem hukum
yang berbeda yang diperbandingkan dapat terjadi karena berbagai faktor
penyebab. Beberapa faktor penyebab yang dimaksud adalah (a)
persamaan dalam pola politik dan atau pola kebudayaan di kedua negara,
(b) pertukaran atau pengoperan kebudayaan di antara kedua bangsa, (c)
penyusupan (infiltrasi) dari suatu sistem hukum pada sistem hukum yang
lain, (d) kebutuhan masyarakat yang bersifat universal dan sebagainya.
Di lain pihak, perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 2 (dua) sistem
hukum yang berbeda dapat terjadi karena (a) keadaan tanah dan iklim
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yang berbeda di antara dua negara, (b) pertumbuhan dan perkembangan
yang berbeda dari dua bangsa, (c) pengaruh dari orang-orang tertentu, (d)
keadaan sosial-ekonomi yang berbeda pada negara-negara yang
bersangkutan, (e) perbedaan agama, (6) perbedaan pola politik dan atau
pola kebudayaan bangsa-bangsa yang bersangkutan dan sebagainya.

Dari sudut pandang tertentu, penelitian Perbandingan Hukum dapat
dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) Penelitian Perbandingan Hukum
Umum dan (2) Penelitian Perbandingan Hukum Khusus. Penelitian
Perbandingan Hukum Umum  adalah penelitian yang
memperbandingkan tata hukum dari berbagai negara atau daerah atau
golongan warga negara dari suatu zaman tertentu. Sebagai contoh,
penelitian perbandingan hukum Indonesia dengan hukum yang berlaku
di negara lain seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain. Penelitian
Perbandingan ~ Hukum  Khusus  adalah  penelitian  yang
memperbandingkan lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara atau
daerah atau golongan warga negara dari suatu zaman tertentu. Sebagai
contoh, penelitian perbandingan lembaga hukum perkawinan menurut
BW dan Hukum Adat.

Selain  pembagian penelitian  perbandingan hukum  yang
dikemukakan di atas, penelitian perbandingan hukum juga dapat dibagi
atas 2 (dua) macam yaitu (1) Penelitian Perbandingan Hukum Horizontal
dan (2) Penelitian Perbandingan Hukum Vertikal. Penelitian
Perbandingan Hukum Horizontal adalah penelitian perbandingan hukum
antara dua sistem hukum yang berbeda pada masa yang sama. Sebagai
contoh, perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dan Vietnam
sekarang ini. Penelitian Perbandingan Hukum Vertikal adalah penelitian
perbandingan hukum mengenai suatu sistem hukum pada masa yang
berbeda. Sebagai contoh, perbandingan sistem hukum Indonesia yang
berlaku pada jaman kolonial dengan sistem hukum pada jaman
kemerdekaan.

Tipologi Penelitian Sejarah Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakanbahwa penelitian sejarahhukum
(lembaga-lembaga hukum) tertentu dapat ditelaah dalam pelbagai bahan,
baik bahan hukum maupun bahan-bahan nonhukum.?® Jika yang diteliti
bahan-bahan hukum, penelitian sej arah hukum itu dapat dikategorikan
sebagai penelitian hukum normatif karena meneliti bahan-bahan hukum
yang sudah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum primer
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maupun bahan hukum yang lain. Dalam hubungan ini, Soerjono
Soekanto mengemukakan "Kalau yang dipergunakan adalah bahan
hukum primer, misalnya sejarah suatu lembaga tertentu dapat ditelaah
dengan cara meneliti perundang-undangan yang mengatur lembaga
tersebut sejak semula ada."® Sebagai contoh, Soerjono Soekanto
mengemukakan penelitian sejarah pemerintahan desa di Indonesia yang
dapat ditelaah dari pelbagai peraturan perundang-undangan semenjak
zaman Hindia Belanda. Namun, jika yang diteliti bahan-bahan
nonhukum, penelitian sejarah hukum itu dapat dikategorikan sebagai
penelitian hukum empiris karena meneliti bahan-bahan nonhukum yang
digali dari sumber-sumber data primer secara langsung. Dengan bertitik
lolak dari cara yang sama dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas,
penelitian sejarah suatu sistem (tata hukum) juga dapat dilakukan dengan
cara menelaah bahan-bahan hukum atau bahan-bahan nonhukum.

Penelitian sejarah hukum pada dasarnya merupakan penelitian
mengenai asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum
atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.??
Sebagai contoh, seorang peneliti dapat meneliti sejarah perkembangan
sistem Hukum Sipil berlaku di Hindia Belanda dan sampai sekarang
berlaku di Republik Indonesia. Dalam nada yang sama, Soerjono
Soekanto juga mengemukakan bahwa penelitian sejarah hukum berusaha
untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan
sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap
tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.?® Penelitian
sejarah hukum perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang baik
mengenai sistem hukum (tata hukum) atau undang-undang yang
mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah
perkembangan sistem hukum (tata hukum) atau lembaga hukum tertentu
tersebut.

Penelitian sejarah hukum dapat dibagi atas 2 (macam) yaitu
penelitian sejarah hukum dalam arti luas dan penelitian sejarah hukum
dalam arti sempit. Penelitian sejarah hukum dalam arti luas adalah
penelitian untuk memahami taraf-taraf perkembangan suatu sistem
hukum (tata hukum) yang berlaku pada suatu masa. Sebagai contoh,
Soetandyo Wignjosoebroto melakukan penelitian terhadap taraf-taraf
perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak jaman kolonial hingga
jaman nasional.?*

Penelitian sejarah hukum dalam arti sempit adalah penelitian untuk
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memahami taraf-taraf perkembangan perundang-undangan pada bidang
tertentu yang berlaku pada masa tertentu. Sebagai contoh, seorang
peneliti dapat meneliti tahap-tahap perkembangan kekuasaan kehakiman
Indonesia sejak jaman awal kemerdekaan hingga jaman sekarang.?® Dari
penelitian sejarah kekuasaan kehakiman tersebut dapat diketahui banyak
hal mengenai kekuasaan kehakiman Indonesia. Peneliti dapat
mengetahui struktur kekuasaan kehakiman pada kedua masa,
tahap-tahap perkembangan fungsi kekuasaan kehakiman, konflik yang
terjadi antara kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan yang lain,
problematik dan kendala yang dialami untuk menegakkan kekuasaan
kehakiman sebagai suatu cabang kekuasaan negara yang merdeka dan
lain-lain.
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Bab 6

Metode Penelitian Yuridis-Empiris Atau
Metode Penelitian Yuridis-Sosiologis

dalam suatu negara atau masyarakat adalah norma-norma hukum yang
bersifat otonom. Hukum yang bersifat otonom mengandung arti bahwa
hukum sebagai suatu tatanan norma hukum dianggap terpisah dari
masyarakat sehingga norma-norma hukum itu tidak dipengaruhi oleh
aspek-aspek lain yang terdapat dalam masyarakat seperti aspek ekonomi,
budaya, politik dan lain-lain. Oleh karena itu, studi demikian ini disebut
sebagai studi hukum yang bersifat yuridis-normatif. Metode penelitian
yang dipergunakan dalam studi yuridis-normatif adalah metode
penelitian yuridis-normatif. Tentang metode penelitian yuridis-normatif
ini sudah diuraikan secara panjang lebar pada bagian terdahulu.

Studi mengenai law in action merupakan studi ilmu sosial yang
non-doktrinal dan bersifat empiris.?®® Sebagai studi tentang hukum yang
bertitik tolak dari sudut pandang Ilmu-ilmu Sosial, penelitian tentang
law in action atau penelitian yuridis-empiris menggunakan perangkat
metodologi di lingkungan ilmu-ilmu sosial khusushya sosiologi dan
anthropologi.?® Penggunaan perangkat metodologi penelitian lImu-ilmu
Sosial dalam studi hukum seperti disebut di atas mengandung
konsekuensi-konsekuensi tertentu terhadap segenap aspek penelitian
baik mengenai hal-hal yang bersifat hakiki maupun hal-hal yang bersifat
teknis.

Salah satu perbedaan hakiki antara penelitian yuridis-normatif
dengan penelitian yuridis-empiris berkenaan dengan hakikat keberadaan
norma-norma hukum yang menjadi objek kajian. Sebagaimana sudah
dikemukakan, dalam penelitian yuridis-normatif, norma-norma hukum
yang tercantum dalam undang-undang adalah bersifat otonom karena
norma-norma hukum itu dipandang terpisah dari masyarakat. Namun,
dalam penelitian yuridis-empiris yang menggunakan metodologi
penelitian lImu-ilmu Sosial, norma-norma hukum yang berlaku dalam
suatu negara atau masyarakat seperti tercantum dalam Kkitab
undang-undang lidak dipandang terpisah dari masyarakat. Akan tetapi,
sebagai suatu kenyataan yaitu bahwa norma-norma tersebut merupakan
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siilali satu aspek kemasyarakatan. Sebagai salah satu aspek
lu-masyarakatan dengan sendirinya hukum akan mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh aspek kemasyarakatan yang lain. Achmad AH
mengemukakan "Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat
hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah bahwa hukum itu
tidak otonom seperti yang dianut oleh kaum dogmatik. Hukum tidak
otonom alias tidak mandiri berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh
timbal balik dengan keseluruhan aspek

yang ada di dalam masyarakatnya, tercakup didalamnya _ aspek
ekonomi, politik . . . dan sebagainya.?'*"

Studi mengenai hukum sebagai salah satu aspek kemasyarakatan
(penelitian hukum sosiologis/empiris) mulai dikembangkan pada
pertengahan abad kedua puluh sebagai hasil interaksi llmu Hukum
Dogmatik dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya khususnya ilmu sosial
dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.?** Perkembangan
itu terjadi karena hasil-hasil yang dicapai oleh IImu Hukum Normatif
(Dogmatika Hukum) sering dianggap tidak memuaskan. Ilmu Hukum
Normatif  (Dogmatika Hukum) misalnya dianggap mampu
mengungkapkan penyebab norma-norma hukum tidak dipatuhi dalam
kenyataan. Kekecewaan terhadap Ilmu Hukum Normatif itulah yang
mendorong kelahiran kajian-kajian terhadap hukum dari sudut pandang
lain yang berbeda dari sudut pandang Dogmatika Hukum.

Penelitian yuridis-empiris merupakan studi yang mencoba untuk
memahami hukum secara membumi dalam arti melihat hukum bekerja
dalam kenyataan. Dalam penelitian yuridis-empiris hendak diketahui
apakah hukum dipatuhi atau tidak oleh masyarakat atau pakah hukum
dapat mengarahkan masyarakat atau tidak. Dengan demikian, tujuan
penelitian yuridis-empiris bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan
suatu masalah hukum tertentu (rechtsvinding) ataupun dalam rangka
pembentukan undang-undang (rechtsvorming). Oleh karena itu, jelas
bahwa tujuan penelitian yuridis-empiris berbeda dengan tujuan
penelitian yuridis-normatif. Lili Rasjidi mengemukakan "Berbeda
dengan penelitian hukum normatif, tujuan dilakukannya penelitian
hukum-empiris ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bckerjanya
hukum di dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini akan dapat
diketahui pula sejauh mana pengaruh hukum itu terhadap masyarakat dan
sebaliknya."?*

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat
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dipelajari dari (2) dua sudut pandang yang berbeda optiknya. Jika hukum
dipelajari sebagai suatu gejala yang dapat menimbulkan akibat-akibat
pada berbagai kehidupan sosial, dalam posisi ini, hukum dipelajari
sebagai variabel penyebab {independent variable)."Studi seperti ini
disebut studi tentang hubungan hukum dan masyarakat atau penelitian
yuridis-empiris. Namun, di pihak lain, hukum juga dapat dipelajari
sebagai gejala yang menerima akibat dari gejala sosial yang lain. Dalam
kedudukan seperti ini, hukum disebut sebagai variabel akibat {dependent
variable).?** Studi tentang hubungan dan akibat aspek-aspek
kemasyarakatan terhadap hukum bukan merupakan penelitian
yuridis-empiris melainkan studi Sosiologi Hukum.

Perbedaan sudut pandang mengenai hakikat keberadaan hukum
dalam penelitian yuridis-normatif dan penelitian hukum sosiologis
(yuridis-empiris) mengakibatkan perbedaan pada langkah-langkah teknis
penelitian yang harus dilakukan dan pada disain-disain penelitian yang
harus dibuat.®® Dalam kerangka yuridis-empiris yang mengikuti
kerangka penelitian llmu-ilmu Sosial seperti disebut di atas, hukum
dipandang sebagai suatu variabel penelitian yaitu variabel bebas. Hukum
sebagai variabel bebas mempengaruhi variabel lain yang disebut sebagai
variabel dependen (variabel terikat). Oleh sebab itu, Bagir Manan
mengemukakan "Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang
mengkaji korelasi antara hukum dengan lingkungan di tempat mana
hukum itu berlaku."** Kerangka berfikir penelitian yuridis-empiris yang
dikemukakan di atas j elas berbeda dari kerangka berfikir penelitian
yuridis-normatif. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk
mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Dengan
pengetahuan ini akan dapat diketahui pula sejauh mana pengaruh hukum
terhadap masyarakat dan sebaliknya.?’

Dalam studi terhadap hukum yang bersifat non-doktrinal (penelitian
yuridis-empiris), hukum selalu diposisikan sebagai
variablepenyebab{independentvariable).?*Sebagai variabelbebas,
hukum selalu menjadi titik tolak dalam penelitian yuridis-empiris
sedangkan masyarakat selalu menjadi variabel akibat {dependent
variable). Oleh sebab itu, studi mengenai law in action sering juga
disebut sebagai studi tentang hukum dan masyarakat. Dalam studi hukum
dan masyarakat atau penelitian yuridis-empiris (penelitian sosiologis),
hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang tidak otonom karena
merupakan bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat,
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hukum  memiliki  hubungan fungsional dengan aspek-aspek
kemasyarakatan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari
masyarakat, hukum dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, sosial,
budaya, politik, dan lain-lain.

Metode lImiah Penelitian Yuridis-Empiris

Sebagaimana diuraikan pada halaman sebelumnya, penelitian selalu
dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahapan yang sudah baku atau
standard. Prosedur atau tahap-tahapan penelitian baku tersebut disebut
sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah berfungsi sebagai pedoman yang
mengarahkan aktivitas penelitian supaya kegiatan dapat mencapai
sasaran. Tanpa metode ilmiah dapat dipastikan bahwa suatu penelitian
tidak akan dapal mencapai sasaran yang diinginkan sehingga penelitian
itu akan mengalami kcgagalan.

Demikian pula dengan penelitian yuridis-empiris harus dilakukan
berdasarkan suatu metode ilmiah. Metode ilmiah penelitian
yuridis-empiris mengikuti metode ilmiah penelitian lImu-ilmu Sosial.
Sebab, sebagaimana juga sudah dikemukakan, penelitian yuridis-empiris
pada hakikatnya merupakan penelitian llmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah
penelitian llmu-ilmu Sosial pada dasarnya terdiri atas (a) perumusan
masalah, (b) perumusan dugaan sementara (hipotesis), (¢) pengumpulan
data, (d) analisis data dan (e) perumusan kesimpulan dan (f) penulisan
laporan hasil penelitian.?*® Dalam hubungan dengan metode ilmiah
penelitian  yuridis-empiris, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa
tahap-tahapan penelitian yuridis-empiris terdiri atas (a) perumusan
(penetapan) masalah, (b) penyusunan kerangka pemikiran, (c) perumusan
hipotesis, (d) pengujian hipotesis dan (e) penarikan kesimpulan.??
Sebagai tambahan, penulis mengemukakan bahwa setelah penarikan
kesimpulan, kegiatan terakhir yang harus dilakukan oleh seorang peneliti
adalah penulisan laporan penelitian.

Masalah Penelitian Yuridis-Empiris

Sebelum masalah penelitian dirumuskan, menurut urutan logika ada
baiknya ditetapkan lebih dahulu judul penelitian.?* Namun, dalam
praktik seringkali masalah penelitian ditetapkan lebih dahulu baru judul
penelitian menyusul kemudian. Bahkan, judul penelitian dapat berubah
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setelah data penelitian berhasil dikumpulkan. Judul penelitian
yuridis-empiris  berbeda dari judul penelitian yuridis-normatif
(yuridis-dogmatis). Judul penelitian yuridis-normatif tidak perlu
mengandung variabel. Sebab, penelitian yuridis-normatif merupakan
penelitian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam
suatu negara dan bukan meneliti gejala-gejala sosial.

Judul penelitian yuridis-empiris secara lazim selalu mengandung 2
(dua) macam variabel. Kedua macam variabel dalam judul penelitian
memiliki kedudukan yang berbeda. Variabel pertama disebut variabel
bebas sedangkan variabel kedua disebut variabel tergantung. Sebagai
contoh judul penelitian yuridis-empiris yang dapat dikemukakan adalah
sebagai berikut "Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat." Dalam judul
yang dikemukakan di atas ada 2 (dua) variabel. Variabel norma-norma
hukum disebut sebagai variabel bebas {independent variable) sedangkan
kesejahteraan masyarakat disebut variabel terikat {dependent variable).
Ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena ada juga penelitian
yuridis-empiris yang tidak mengandung variabel seperti penelitian
inventarisasi hukum tidak tertulis.

Sesuai dengan urutan logika, setelah judul penelitian ditetapkan
barulah masalah penelitian kemudian dirumuskan. Apa yang menjadi
masalah dalam penelitian yuridis-empiris? Sebagaimana diketahui,
kesenjangan akan muncul jika terjadi perbedaan antara keadaan yang
seharusnya {das sollen) dengan keadaan yang nyata {das seiri).
Perbedaan atau kesenjangan antara dua keadaan yang dikemukakan di
atas itulah yang menimbulkan masalah. Dalam penelitian
yuridis-empiris, kesenjangan kan terjadi jika keadaan-keadaan yang
seharusnya yang dirumuskan dalam norma-norma hukum {das sollen)
berbeda dengan keadaan-keadaan yang nyata yang terwujud dalam
perilaku masyarakat {das sein). Dalam penelitian yuridis-empiris,
keadaan ideal {das sollen) menurut Donald Black terdapat dalam kaidah
hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim
{law in books).??Keadaan yang nyata atau realitas hukum terwujud
dalam tindakan {law in action).?* Kesenjangan antara law in books
dengan law in action itulah yang menimbulkan masalah-masalah hukum
empiris.
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Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional serta Definisi
Operasional

Jika rumusan masalah penelitian telah ditetapkan oleh peneliti, langkah
berikutnya yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka teori,
kerangka konsepsional dan definisi-definisi operasional.?** Kerangka
konsepsional {conceptualframework) atau kerangka teori {theoretical
framework) adalah kerangka berlikir peneliti yang bersifat teoretis atau
konsepsional mengenai masalah yang akan diteliti.”® Kerangka teori,
kerangka konsepsional dan definisi-definisi operasional pada hakikatnya
memiliki kesamaan. Perbedaan di antara hal-hal tersebut tcrletak pada
lingkatan abstraksinya. Kerangka teori menggambarkan kerangka
berlikir peneliti yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Oleh karena itu,
penelitian belum dapat dilaksanakan jika hanya berpedoman kepada
kerangka teori. Kerangka teori yang bersifat abstrak dan mencakup ruang
lingkup yang sangat luas kemudian hams dijabarkan dalam bentuk yang
lebih konkrit dan lebih sempit cakupannya yang disebut kerangka
konsepsional. Kerangka konsepsional kemudian harus dijabarkan lagi
menjadi definisi-definisi operasional yang lebih konkrit. Definisi
operasional bersifat lebih konkrit karena merupakan gejala yang sudah
dapat diukur dengan angka-angka.

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa setiap penelitian
selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis.?® Pemikiran-
pemikiran teoretis ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu
penelitian. Kerangka teori adalah titik tolak bagi peneliti dalam
melakukan penelitian. Kerangka teori adalah landasan teori yang
dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Bahkan, menurut
Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoretis mempunyai beberapa
kegunaan seperti umpamanya untuk lebih mempertajam atau lebih
mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.??’
Di samping itu, teori juga sangat berguna untuk mengembangkan sistem
klasifikasi ~ fakta, = membina  struktur  konsep-konsep  serta
memperkembangkan definisi-definisi dan sebagainya.??®

Sebagai contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian yuridis
sosiologis/empiris tentang hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam
hal ini peneliti akan meneliti hubungan variabel norma-norma hukum
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti
memiliki jalan pikiran bahwa norma-norma hukum sebagai suatu gejala
sosial dianggap memiliki kaitan dengan kesejahteraan masyarakat
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sebagai gejala sosial yang lain. Bahkan, norma-norma hukum sebagai
suatu gejala sosial diduga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan
jaminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan jalan pikiran
yang dikemukakan di atas, peneliti menyusun suatu kerangka teori
sebagai berikut "Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat." Namun,
penelitian belum dapat

dilaksanakan karena kedua varibel penelitian tersebut masih sangat
abstrak karena kedua variabel belum dapat diukur dengan angka-angka.
Di satu pihak, variabel norma-norma hukum belum dapat dinyatakan
dengan angka-angka. Di lain, pihak variabel kesejahteraan masyarakat
juga belum dapat diukur dengan angka-angka. Sebab, ukuran mengenai
sejahtera dalam kerangka teori di atas masih sangat abstrak. Dalam hal
ini, peneliti harus mengingat bahwa dalam penelitian hukum
empiris/sosiologis, semua variabel (gejala) yang diteliti harus dapat
diukur atau dinyatakan dengan angka. Oleh sebab itu, kedua variabel
yaitu variabel hukum dan kesejahteraan masyarakat harus dibuat lebih
konkrit supaya penelitian dapat dilaksanakan. Rumusan kerangka teori
yang lebih konkrit itu dirumuskan dalam bentuk kerangka konsepsional.

Apa yang dimaksud dengan Kerangka Konsepsional dalam suatu
penelitian? Soerjono Soekanto mengemukakan "Suatu kerangka
konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.?® Kerangka
konsepsional adalah kerangka berpikir yang bersifat konsepsional
mengenai masalah yang diteliti®® Kerangka konsepsional
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel
yang akan diteliti.®* Pada dasarnya, kerangka teoretis dan kerangka
konsepsional adalah sama. Keduanya, sebagaimana dikemukakan di atas
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti
meskipun tingkat abstraksinya berbeda. Kerangka teoretis merupakan
teori yang dibuat oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang
sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.?*? Konsep-konsep yang
dipakai dalam kerangka teoretis lebih abstrak dari konsep-konsep yang
dipakai dalam kerangka konsepsional.?*

Variabel Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat dalam kerangka
teori yang dikemukakan di atas harus dibuat menjadi kerangka
konsepsional yang lebih konkrit menjadi  "Hukum Perburuhan
dan Kesejahteraan Buruh." Kedua variabel dalam kerangka konsepsional
yang dikemukakan di atas juga dianggap masih terlalu abstrak sehingga

118



belum dapat diukur. Oleh sebab itu, penelitian masih belum dapat
dilaksanakan. Dengan demikian, kerangka konsepsional tersebut harus
dibuat lebih konkrit lagi supaya menj adi kerangka operasional yang
dapat diukur. Oleh sebab itu, kerangka konsepsional "Hukum
Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh" tersebut harus dibuat menjadi
definisi-definisi operasional yang sudah lebih konkrit.

Definisi operasional merupakan tingkatan terakhir dari pen-jabaran
kerangka teori. Artinya, definisi operasional harus sudah merupakan
definisi yang menggambarkan variabel-variabel yang sudah terukur atau
dapat dinyatakan dengan angka-angka. Dengan demikian, jika sudah
sampai pada tahap definisi operasional sesungguhnya penelitian sudah
dapat dilaksanakan karena yang hendak diukur sudah jelas. Definisi
operasional kedua variabel yang hendak diukur seperti disebut di atas
diubah menjadi variabel "Hubungan Ketentuan Upah Minimum dengan
Biaya Hidup Buruh Setiap Bulan.” Jumlah upah minimum yang diterima
buruh setiap bulan dan biaya hidup setiap bulan adalah satuan-satuan
yang sudah dapat diukur dengan angka-angka. Sebab, upah minimum
misalnya dapat dinyatakan dengan angka Rp. 1.500.000 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) sedangkan biaya hidup buruh dapat dinyatakan dengan
angka Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hipotesa atau Jawaban Sementara

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas kemudian dirumuskan
masalah penelitian sebagai berikut. Apakah betul ada hubungan antara
tingkat upah minimum yang diterima oleh buruh dengan tingkat
kesejahteraan buruh tersebut? Jika masalah penelitian sudah dirumuskan,
langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah
merumuskan hipotesis atau dugaan sementara.”®* Hipotesa adalah
jawaban sementara permasalahan. Ada 2 (dua) kemungkinan mengenai
pengujian hipotesa ini. Dalam hal liipotesa terbukti kebenarannya,
hipotesa itu akan berubah menjadi tesis. Dalam hal hipotesa tidak
terbukti kebenarannya lu-iarti hahwa hipotesa harus dirumuskan kembali
supaya lebih baik. Proses pengujian hipotesa ini disebut proses verifikasi.
Hipotesa harus diuji kebenarannya secara empiris dengan data yang
diperoleh dari sumber data lapangan.

Dalam contoh masalah penelitian yang dikemukakan di atas,
hipotesa yang dapat dikemukakan adalah sangat sederhana. Pertama,
bahwa norma-norma hukum perburuhan yang mengatur tentang upah
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minimum buruh seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan
memiliki hubungan yang erat dengan jaminan kesejahteraan buruh.
Kedua, norma-norma hukum perburuhan yang mengatur tentang
ketentuan upah minimum tidak memiliki hubungan dengan jaminan
kesejahteraan buruh. Hipotesa yang dikemukakan di atas harus diuji
secara empiris untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya.
Pengujian hipotesa secara empiris dilakukan dengan data. Untuk itu
harus digali data yang dapat membenarkan atau mendukung hipotesis
yang dikemukakan atau sebaliknya yang tidak mendukung. Jika
pengujian secara empiris telah dilakukan dan ternyata bahwa data
mendukung pernyataan dalam hipotesa berarti bahwa hipotesa itu akan
berubah menjadi tesis. Hakikat dari tesis itu adalah suatu bentuk
proposisi (pernyataan) mengenai sesuatu.

Apakah setiap penelitian hukum harus memiliki hipotesa? Dalam
penelitian yuridis-normatif (doktriner), hipotesa jelas tidak diperlukan.
Namun, bagaimana dengan penelitian hukum dengan tipologi penelitian
yuridis-empiris/sosiologis? Apakah hipotesa harus ada dalam penelitian
hukum dengan tipologi penelitian yuridis-empiris/sosiologis? Hipotesa
perlu ada dalam penelitian yuridis-empiris/sosiologis yang bertujuan
untuk menguji hubungan sebab akibat antara gejala hukum dengan
gejala kemasyarakatan yang lain. Dalam hubungan ini, Soerjono
Soekanto mengemukakan bahwa hipotesa harus ada jika tujuan
penelitian untuk menguji hubungan sebab-akibat antara gejala-gejala
tertentu.”®® Penelitian yang bersifat eksploratif tidak memerlukan
hipotesa karena penelitian eksploratif masih bersifat penelitian
pendahuluan. Demikian pula dengan penelitian yang bersifat deskriptif
tidak perlu ada hipotesa. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan
bahwa tidak semua penelitian harus mempunyai hipotesa.

Setiap hipotesa pada hakikatnya mengungkapkan suatu hubungan
atau pertalian antara dua gejala (konsep/variabel) atau lebih. Dalam
hubungan antara kedua gejala tersebut masing-masing gejala memiliki
kedudukan yang berbeda. Gejala pertama merupakan penyebab bagi
gejala yang lain. Ada 2 (dua) macam jenis hipotesa yang biasa
dirumuskan oleh peneliti yaitu (a) Hipotesa kerja dan (b) Hipotesa Nol.

Hipotesa kerja (biasa disingkat dengan Ha) adalah hipotesa yang
menyatakan ada hubungan atau pertalian atau perbedaan antara suatu
variabel dengan variabel yang lain. Contoh hipotesa kerja antara lain
adalah sebagai berikut (1) Jika harga barang naik, permintaan akan
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barang tersebut menurun, (2) Ada perbedaan antara pria dan wanita
dalam hal rata-rata gaji yang diterima, (3) Ada pengaruh pembukaan
jalan desa terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat desa
tersebut, (4) Makin lama bekerja di luar negeri, makin besar investasi
yang dilakukan tenaga yang bersangkutan.

Hipotesis kerja biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat
sebagai berikut (a) Jika .... maka .... (Sebagai contoh, semakin banyak
makan, maka berat badan akan semakin naik), (b) Ada perbedaan antara
....dan .... dalam hal ... . (Sebagai contoh, ada perbedaan antara penduduk
kota dan desa dalam hal cara penggunaan waktu luang), (c) Ada
pengaruh .... Terhadap . . . . ( Sebagai contoh, ada pengaruh pembukaan
jalan X terhadap perkembangan ekonomi desa Y).

Hipotesa Nol (yang biasa disingkat dengan Ho) adalah hipotesa yang
berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesa kerja. Jika li ipotesa kerja
menyatakan ada hubungan, perbedaan atau pengaruh anlara variabel
yang satu dengan yang lain, sebaliknya hipotesa nol mcnyangkal hal itu.
Artinya, hipotesa nol menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada
perbedaan atau tidak ada pertalian atau | id a k ada pengaruh antara
variabel yang satu terhadap vai label yang lain. Contoh hipotesa Nol
adalah sebagai berikut i1) krnaikan harga barang dan permintaan atas
barang tidak ada I ml Mine an, (2) Tidak ada perbedaan antara wanita dan
pria dalam hal penerimaan gaji, (3) Tidak ada pengaruh pembukaan jalan
desa kembangan sosial dan masyarakat desa tersebut, (4) luar negeri
tidak adapengaruhnya terhadap oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Hipotesis Nol (Hipotesis penguji hipotesis kerja) biasanya
dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat sebagai berikut (a) Tidak ada
pengaruh .... dengan .... (Sebagai contoh, tidak ada pengaruh makan
banyak dengan berat badan), (b) Tidak ada perbedaan antara.... dengan....
dalam hal...., (Sebagai contoh, tidak ada perbedaan antara penduduk desa
dengan penduduk kota dalam hal penggunaan waktu luang), (c) Tidak
ada pengaruh ....

Terhadap__ (c) Tidak ada pengaruh jarak rumah dengan kampus
terhadap kerajinan mengikuti kuliah) atau (d) Tidak ada pengaruh . ....
kemiskinan dengan kejahatan.

Pengumpulan Data

Setelah masalah, kerangka teori, kerangka konsepsional, definisi
operasional dan hipotesa dirumuskan oleh peneliti, langkah selanjutnya

121



yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian untuk menggali data
yang diharapkan dapat mendukung pernyataan yang dikemukakan dalam
hipotesa. Namun, sebelum pengumpulan data dilakukan harus diketahui
bahwa data dalam penelitian yuridis-empiris harus dapat dinyatakan atau
diukur dengan angka-angka.

Jika suatu konsep sebagai bentuk abstraksi dari suatu gejala tidak
bisa diukur atau dinyatakan dengan angka-angka dengan sendirinya
konsep itu harus diupayakan menjadi konkrit sampai pada tingkatan
yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka. Proses
konkritisasi konsep menjadi satuan yang dapat dapat diukur sudah
bicarakan dalam bagian pembahasan kerangka teori, kerangka
konsepsional dan definisi operasional. Jika konsep sebagai abstraksi dari
suatu gejala sudah sampai pada tingkatan yang dapat diukur, konsep itu
dinyatakan sebagai variabel. Dengan perkataan lain, variabel adalah
konsep yang dapat diukur atau dapat dinilai.?*

Sebagai contoh, konsep kesejahteraan buruh yang dikemukakan di
atas adalah konsep yang abstrak yang belum dapat diukur sehingga harus
dibuat menjadi variabel yang dapat diukur. Konsep kesejahteraan buruh
tersebut harus diubah menjadi variabel-variabel (a) Biaya Rumah
Tangga (b) Biaya Pendidikan Anak-anak (c) Biaya Kesehatan dan (d)
Simpanan (Tabungan). Jika jumlah upah minimum yang diterima
seorang buruh mencukupi atau malahan melebihi jumlah pengeluaran
buruh setiap bulan dapat dikatakan bahwa pembatasan upah minimum
dapat memberikan kesejahteraan kepada buruh. Namun, jika tidak
berarti bahwa ketentuan pembatasan upah minimum yang diterima oleh
buruh setiap bulan tidak dapat mendatangkan kesejahteraan kepada
buruh.

Kedua variabel yang dikemukakan di atas sudah dapat diukur atau
dinyatakan dengan angka-angka. Oleh sebab itu, pada dasarnya
penelitian sudah dapat dilaksanakan. Akan tetapi, harus ditentukan lebih
dahulu populasinya. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala
atau kejadian yang akan diteliti. Populasi biasanya terdapat dalam jumlah
yang sangat besar atau banyak sehingga sering tidak dapat diteliti
seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian tidak perlu segenap
populasi diteliti tetapi cukup meneliti sebagian dari populasi yang
dianggap sudah mewakili segenap populasi. Bagian dari populasi yang
akan diteliti disebut sampel (populasi terjangkau). Sebagai contoh, untuk
meneliti sekarung beras cukup diambil segenggam beras sebagai wakil
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(sampel). Sebagai contoh lain, untuk mengetahui apakah ketentuan
tentang pencatatan perkawinan dilaksanakan secara efektif di Indramayu
tidak perlu diteliti segenap warga Kabupaten Indramayu. Cukup diambil
sampel saja yang dianggap sudah dapat mewakili warga Kabupaten
Indramayu. Ada beberapa cara dan teknik pengambilan sample yang
dianggap benar seperti teknik random, purposive dan sebagainya.

Bagaimana caranya pengumpulan data dalam suatu penelitian
dilakukan? Pada dasarnya, teknik pengumpulan data suatu penelitian
dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara yaitu (a) studi kepustakaan
dan (b) studi lapangan. Penjelasan tentang studi kepustakaan dan studi
lapangan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, langkah
selanjutnya yang harus dikukan peneliti adalah menganalisis data.
Hagaimana cara menganalisis atau menafsirkan data yang sudah
dikumpulkan dalam suatu penelitian? Dalam garis besarnya, miniisis
data dapat dibedakan atas (1) Analisis Kualitatif dan (2) \iuilisis
Kuanlitatif (Analisis statistika). Analisis statistika terdiri niir. (n)
Analisis Statistika Deskriptif dan (b) Analisis Statistika
HKInl hi
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Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif yaitu data
yang tidak bisa dihitung atau dinyatakan dengan angka-angka seperti
misalnya suatu kasus sehingga objek penelitian harus dipelajari secara
utuh. Analisis kualitatif dapat dilakukan terhadap responden yang sedikit
sehingga analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

Analisa Statistika Desktiptif dipakai untuk menganalisis data yang
bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa hipotesis. Dalam
analisa statistik deskriptif, data yang diperoleh ditata dalam diagram,
dibuat tabulasi frekuensi, dihitung ukuran pemusatan data (modus,
median dan mean) atauukuran penyebaran data untuk setiap kelas yang
dibuat {range, variance, standard deviasi).

Analisa Data Statistika Induktif bertujuan untuk menarik suatu
kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada
dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Tujuan penelitiannya
dituangkan dalam hipotesis-hipotesis yang selanjutnya ingin diuji
kebenarannya dengan statistika. Kesimpulan dari suatu penelitian itu
dikehendaki untuk berlaku bagi keseluruhan populasi berdasarkan data
dari sample yang diteliti. Sebagai contoh, seorang peneliti hendak
meneliti 20 karung beras dan untuk itu peneliti mengambil segenggam
beras dari salah satu karung. Jika peneliti melakukan uji statitika
induktif, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berlaku umum
terhadap kedua puluh karung beras berdasarkan sampel yang diuji yakni
segenggam beras tadi. Oleh karena itu, dalam pengujian data statistika
induktif lazim dilakukan pengukuran-pengukuran berdasarkan
aturan-aturan yang sudah dibakukan.

Tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Jika data sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang harus dilakukan
oleh seorang peneliti adalah tahap verifikasi. Dalam tahap verifikasi ini,
peneliti menguji pernyataanyang dikemukakan dalam hipotesis dengan
data yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan
yang dapat terjadi. Pertama, jika data yang dikumpulkan ternyata
mendukung pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesa berarti
bahwa hipotesa itu akan berubah menjadi tesis. Dengan perkataan lain,
pernyataan dalam hipotesis adalah benar sampai pada batas-batas
tertentu. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa hasil penelitian
yuridis-empiris tidak selalu
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berlaku umum melainkan memiliki keberlakuan yang terbatas. Jika data
yang dikumpulkan temyata tidak mendukung pemyataan yang
dikemukakan dalam hipotesa berarti bahwa hipotesa harus dirumuskan
kembali.

Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Jika tahap verifikasi sudah selesai dilakukan, langkah berikutnya yang
harus dilakukan oleh peneliti adalah tahap penulisan laporan penelitian.
Bentuk laporan penelitian ada berbagai macam bergantung kepada jenis
dan sifat penelitian. Pada dasarnya, ada 3 (tiga) macam bentuk penelitian
yuridis-empiris seperti halnya penelitian IImu-ilmu Sosial yaitu (1)
Penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif, (2) penelitian
yuridis-empiris  yang bersifat komparatif dan (3) penelitian
yuridis-empiris yang asosiatif. Penelitian asosiatif ini terdiri atas (a)
penelitian yuridis-empiris yang bersifat korelasi, (b) penelitian kausal
(penelitian mengenai hubungan sebab-akibat) dan (c) penelitian
interaktif  (penelitian  mengenai  hubungan sebab-akibat atau
akibat-sebab).

Dalam contoh penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian
mengenai tingkat upah buruh minimum dan biaya rumah tangga buruh
dapat dilakukan dalam 3 (tiga) macam bentuk penelitian seperti
dikemukakan di atas. Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian
hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif, peneliti bertujuan
memaparkan seberapa besar upah yang diterima oleh rata-rata buruh di
Bekasi dan seberapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk
membiayai rumah tangganya.

Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian hukum empiris/
sosiologis yang bersifat komparatif, peneliti bertujuan untuk
memperbandingkan besar upah buruh di Bekasi dan biaya hidup rumah
tangga yang dikeluarkan dalam perbandingan dengan buruh (1 i
Tangerang. Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian hukum
empiris/sosiologis yang bersifat asosiatif, peneliti bertujuan melihat
hubungan antara besar upah buruh minimum di Bekasi dengan biaya
yang dikeluarkan untuk membiayai rumah tangganya.

Tipologi Penelitian Yuridis-Empiris

Dalam penelilian yuridis-normatif ada beberapa tipologi. Hal ini
terdapat dalam penelitian yuridis-empiris. Namun, tipologi penelitian
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yuridis-empiris hanya terdiri atas 2 (dua) macam yaitu (1) penelitian
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap
efektivitas hukum.?’” Kedua tipologi penelitian yuridis-empiris tersebut
secara singkat akan diuraikan di bawah ini.

Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dapat dilakukan untuk
mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang berlaku dalam
lingkungan suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti adalah
perilaku-perilaku anggota masyarakat mengenai suatu hal tertentu seperti
misalnya perilaku dalam hal perkawinan. Perilaku-perilaku yang
diulang-ulang setiap kali terjadi sitasi sosial yang sama akan menjadi
kebisaan. Namun, walaupun kebiasaan me-rupakan sumber hukum tetapi
tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum. Oleh sebab itu,
peneliti harus memilah-milah mana kebiasaan yang tergolong hukum dan
mana yang bukan hukum,?®

Penelitian efektivitas hukum bertujuan untuk meneliti se-jauh mana
hukum dapat bekerja dan mempengaruhi perilaku sekelompok anggota
masyarakat. Oleh karena itu, masalah pokok dalam penelitian efektivitas
hukum sebagai penelitian hukum sosiologis adalah sejauh mana
peraturan perundang-undangan tertentu mempengaruhi keadaan atau
tingkah laku masyarakat.* Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya
merupakan penelitian yang hendak membandingkan ideal hukum dengan
realitas hukum. Ideal hukum tercantum dalam kaidah hukum yang
dirumuskan dalam undang-undang ataupun keputusan hakim. Rumusan
kaidah-kaidah hukum sesungguhnya menggambarkan pola perilaku ideal
atau perilaku yang seharusnya. Realitas hukum terwujud dalam perilaku
masyarakat sehari-hari. Perilaku masyarakat sehari-hari mungkin saja
berbeda dari perilaku ideal yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum.
Akan tetapi, mungkin juga sesuai dengan rumusan perilaku ideal dalam
norma-norma hukum.

Pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakal lidak selalu positif
dalamarti hukum dapat mengubah perilaku masyarakat. Jika hukum atau
undang-undang dapat mengubah perilaku masyarakat dapat dikatakan
bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan itu berlaku efektif.
Namun, dapat juga menimbulkan pengaruh negatif dalam bentuk
perilaku yang tidak sesuai dengan undang-udang seperti tindakan
penolakan, pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan
perundang-undangan. Jika hukum atau peraturan perundang-undangan
ditolak, disimpangi atau dilanggar oleh masyarakat berarti bahwa hukum
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itu dalam kenyataan tidak berlaku efektif. Dengan demikian, efektivitas
atau ketidakefektifan hukum dapat ditandai oleh kepatuhan atau
ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh sebab itu,
penelitianyuridis-empiris (hukum-sosiologis) menurut Bagir Manan
adalah sangat penting untuk:

1. mengetahui efektifitas suatu peraturan perundang-undangan,

2. mengetahui "tingkat eksesif yang ditimbulkan oleh suatu pertauran
perundang-undangan,

3. mengetahui persepsi masyarakat atas suatu peraturan
perundang-undangan (menolak, menerima atau acuh tak acuh).?*
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